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Saya memiliki dua kekhawatiran pada Boediarso Teguh Widodo. 
Pertama, ketika dirinya masih menjabat direktur penyusunan 
APBN pada saat saya menjadi menteri keuangan untuk pertama 
kali, 2005-2009. Saya selalu khawatir kalau komputer pribadinya 
hilang atau dicuri orang. Di dalam komputer itulah, dan di 
kepala Boediarso, pengetahuan akan anggaran pendapatan 
dan belanja negara tersimpan. Untungnya, kekhawatiran itu tak 
pernah terjadi. 


Kedua, saya selalu khawatir pengetahuan dan pengalaman luar 
biasa Boediarso dalam penyusunan APBN serta keuangan daerah 
akan pergi seiring habisnya masa bakti Boediarso sebagai abdi 
negara pada 2018. Gara-gara kedua kekhawatiran itulah kami 
di Kementerian Keuangan menciptakan sistem yang baik agar 
semuanya bisa berjalan secara sistematis. 


Boediarso adalah sosok yang menuntut hasil kerja sempurna. 
Teliti, detail, dan teguh dalam pendirian. Dia bukanlah orang yang 
diam di dalam rapat dan menyimpan erat perbedaan pendapat. 
Bahkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan sensitif 
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seperti subsidi, penerimaan negara, defisit, dan pengendalian 
belanja. 





Dia sangat keras dengan pendapatnya. Itu bagus. Sebagai 
pemimpin, kita memang harus banyak mendengarkan pendapat 
orang lain, tapi kita juga harus memiliki prinsip yang teguh. 





Sepanjang puluhan tahun kariernya sebagai pegawai di 
Kementerian Keuangan, Boediarso telah banyak terlibat dalam 
aneka episode republik. Boediarso berhadapan langsung 
dengan orang-orang Dana Moneter Internasional dan Bank 
Dunia ketika keuangan Republik masih terikat dengan supervisi | 
dua lembaga internasional tersebut akibat krisis ekonomi pada 
1997-1998. 


Boediarso juga jadi orang yang paling sibuk melakukan 
penyesuaian ketika format penyusunan keuangan negara 
berubah dari yang berpusat di Jakarta ke arah desentralisasi 
ke daerah. Pria asal Rembang ini pula yang harus menjalankan 
amanat-amanat Reformasi, terutama perimbangan keuangan 
pemerintah pusat ke daerah ketika menjabat sebagai Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan. 


Pengalaman dan pengetahuan Boediarso yang kompleks itu 
menurut saya layak diabadikan. Inilah cara kami di Kementerian 
Keuangan, paling tidak di masa kepemimpinan saya, untuk 
melestarikan informasi dan data-data. Agar pengetahuan dan 
pengalaman Boediarso tidak ikut pensiun. Selamat membaca. 


Sri Mulyani Indrawati 


Menteri Keuangan 
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Penulisan sejarah hidup seseorang, 
baik dalam bentuk buku 

biografi maupun catatan kecil 
disudut koran, adalah sebuah 
pembelajaran. Manusia selalu 
belajar menapaki hidup dari jejak 
yang ditinggalkan oleh orang- 
orang sebelumnya. Setiap orang 
memiliki jejak yang panjang, sejak 
dia lahir. Seperti jalan setapak 

di tengah hutan. Jejak panjang 

itu terkadang hilang—mungkin 
terhapus air hujan, tertutup ilalang, 
atau tersapu angin. Menuliskan 
riwayat hidup adalah bagian untuk 
membuat jalan setapak itu tetap 
terlihat. 
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Hal inilah yang kita harapkan saat membaca riwayat 
Boediarso Teguh Widodo, seorang pejabat tekun 
di Kementerian Keuangan yang telah lebih dari 38 
tahun mengabdi pada negara. Perjalanan panjang 
seperti itu tentu amat sayang jika tidak bisa diketahui 
secara rinci oleh generasi berikutnya. Bukan hanya 
di Kementerian Keuangan yang merupakan tempat 
Boediarso mengabdi, tapi juga bagi generasi muda 


di luar Lapangan Banteng. 





v 


Boediarso Boediarso adalah sosok yang memahami passion- 
bersama 


Menteri nya. Sejak kecil dia punya perhatian pada Anggaran 
aka ak Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika di 


dan pejabat 
eselon I 


SMP, misalnya, dia kerap menirukan gaya Presiden 
Soeharto saat menyampaikan RAPBN di hadapan 
Dewan Perwakilan Rakyat. Saatitu, di kota kelahirannya, 
Rembang, Jawa Tengah, dia mungkin tidak sadar 
bahwa kelak, puluhan tahun kemudian, dialah orang 
penting yang berada di balik penyusunan APBN. 


Kita juga bisa belajar dari perjalanan hidupnya 
bahwa ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini 
yang tidak sepenuhnya bisa manusia kendalikan. 
Sering kali, jalan hidup melenceng dari yang kita 
rencanakan. Kita, manusia, menganggapnya 
sebagai kebetulan. Tapi, bagi Tuhan, tentu tidak 
ada kebetulan. Ini adalah suratan takdir. Karenanya, 
bersikap nrimo dan adaptif sangat diperlukan. 





Boediarso awalnya ingin menjadi dosen, tapi dalam » Boediarso dan 
Sri Mulyani saat 
rapat 


kunjungan tak sengaja ke kampusnya setelah dia 
lulus, justru menghantarkannya ke jalur yang berbeda: 
pegawai negeri sipil di Departemen Keuangan. 
Kunjungan itu hanya satu hari menjelang pendaftaran 
calon PNS yang dibuka saat itu. 


Hal lain yang bisa kita pelajari adalah keteguhan 
dalam prinsip dan mempertahankan pendapat. 
Masalah ini pernah membuatnya khawatir tidak 
diterima sebagai PNS. Dalam tes wawancara calon 
PNS, Boediarso mendebat pengujinya karena 
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» Boediarso 
bersama Sri 
Mulyani saat 
rapat 


tidak sependapat soal teori ekonomi. Keteguhan 
berpendapat ini Boediarso pertahankan saat 
menjadi pegawai negeri. Dia memiliki cara pandang 
yang mungkin tidak sama dengan atasannya. 


Hg 


A2 


Kedisiplinan dan kerajinannya dalam bekerja 
membuatnya cepat melejit di awal kariernya. 
Namun yang lebih bisa kita pelajari darinya adalah, 
ketika kariernya harus terhambat selama 10 tahun, 
dia punya kedisiplinan yang sama. Tentu ada faktor 
eksternal yang membuat kariernya mandek— 
seperti reorganisasi dan rivalitas para pemimpin. 
Tapi Boediarso seperti tidak mau ambil pusing pada 
hal itu. Dia tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. 
Semangat kerjanya tidak kendur meski dia tidak 
kunjung dipromosikan ke level yang lebih tinggi. 
Kreativitas dan spirit inovasinya tidak berkurang. 


Inovasi inilah yang kemudian membuatnya kembali 
mendapatkan kenaikan jabatan, saat pintunya 


kembali terbuka. Seandainya saat itu dia berhenti 
bekerja keras, mungkin kariernya akan tetap statis 
meski halangan-halangan eksternal yang selama 
ini menghambat sudah tersingkirkan. Semangat 
pengabdian seperti ini tentu perlu diteladani oleh 
generasi penerus. Ia yakin, pekerjaannya bukan 
hanya tentang dirinya, tapi juga berpengaruh besar 
pada masyarakat yang ada di luar tembok-tembok 


kantornya. 





Krisis ekonomi 1997 adalah salah satu momen 
penting dalam karier Boediarso. Departemen 
Keuangan saat itu menjadi harapan ratusan juta 
orang untuk bisa menahan badai dan tsunami 
krisis yang sudah memorak-porandakan Indonesia. 
Krisis itu justru membuatnya banyak belajar: 
belajar menghadapi tekanan psikologis, belajar 
menghadapi tekanan perekonomian yang sangat 


» Boediarso 
Teguh Widodo 
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» Boediarso 
bersama Sri 
Mulyani 


kuat (hingga membuat APBN empat kali diganti 
dalam waktu singkat), sampai soal bagaimana 
menghadapi kebijakan yang dalam pandangan 
pribadinya kurang tepat. 


Dari sinilah kemudian Boediarso belajar bagaimana 
berlayar dalam kabut dan badai. Saat sejumlah 
guncangan ekonomi terjadi pada 2000-an, dia sudah 
punya jurus atau setidaknya pengalaman untuk 
bereaksi dengan baik dan terukur. Pengalaman 
Boediarso dan juga para pejabat di Kementerian 
Keuangan dalam menghadapi krisis itulah yang 
membuat Indonesia bisa mengatasi guncangan 
saat sejumlah hantaman terjadi. 





Ketika kariernya semakin menanjak dan menjadi 


direktur jenderal, Boediarso merasakan bahwa 
yang dibutuhkan bukan lagi hanya hal teknis. Ia 
juga harus pandai bernegosiasi, mencari solusi, 
di tengah tekanan berbagai pihak. Boediarso, 


misalnya, harus mengadakan rapat hingga dini hari di 
DPR guna meloloskan APBN. Masalahnya, ini bukan rapat- 
rapat terbuka, melainkan diskusi setengah kamar untuk 
mencari jalan tengah dari tekanan DPR yang dikuasai oleh 
oposisi. Belum lagi ada sejumlah tekanan dari politikus 
agar keinginan mereka diloloskan. (“) 
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Pernah waktu saya jalan- 
jalan ke mal bersama anak- 
istri, beliau telepon. Beliau 
ditanya presiden soal 
subsidi BBM," Boediarso 
mengingat. “Jadi saya 
harus hafal angka-angka 
itu di luar kepala. Saya kan 
enggak bisa bilang, 'Bu, 
nanti dulu, saya masih di 
mal.' 


Di Belakang 
“Lima Menteri 


Boediarso membuat buku 

itu untuk keperluan praktis. 
Sebelum ada buku saku APBN, 
sering lima Menteri Keuangan 
langsung menanyainnya. 
Menelepon di siang bolong. Tak 
jarang menghubungi di akhir 
pekan ketika Boediarso sedang 
asyik bercengkrama dengan 
keluarga. 
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Libur tak dapat diraih, tugas tak bisa ditolak. Boediarso 
harus siap menjawab semua pertanyaan. Entah itu 
pertanyaan dari Jusuf Anwar (Menteri Keuangan 2004- 
2005), Sri Mulyani (2005-2010), Agus Martowardojo 
(2010-2013), Chatib Basri (2013-2014), sampai Bambang 
Brodjonegoro (2014-2016). 


Dalam rentang periode itu, sejak 2005 hingga 2013, Boediarso 
sudah seperti kamus APBN—julukan yang diberikan oleh Sri 
Mulyani kelak. Mulai 2005 dia menjabat Direktur Penyusunan 
APBN pada Direktorat Jenderal Anggaran. Sejak 2010 dia 
menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran 
Negara. Sempat tiga bulan menjabat Pelaksana Tugas 
Direktur Jenderal Perbendaharaan pada 2013. Hingga 
akhirnya menjabat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
sejak 2013 sampai purna tugas sebagai pejabat struktural 
pada Maret 2018. 


Tidak mengherankan, ketika menteri ingin mendalami 
postur APBN, tiada orang yang lebih layak ditanyai selain 
Boediarso. Gara-gara situasi itu pula, buku saku tidak 
banyak membantu. Dan, yang paling sering bertanya 
rupanya Sri Mulyani. “Pernah waktu saya jalan-jalan ke mal 
bersama anak-istri, beliau telepon. Beliau ditanya presiden 
soal subsidi BBM,” Boediarso mengingat. “Jadi saya harus 
hafal angka-angka itu di luar kepala. Saya kan enggak bisa 
bilang, 'Bu, nanti dulu, saya masih di mal.'” 


Momen-momen itu berlangsung dalam masa pemerintahan 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama, 
2004-2009. Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan mulai 
tahun 2005. 


SBY terkenal sebagai sosok yang detail. Saban kali 
berpidato, presiden memastikan ketepatan dan 
kelengkapan naskahnya. “Ketika ingin ada tambahan 
kalimat dalam pidato, beliau telepon saya," Sri Mulyani 
mengingat momen tersebut. 


Sri Mulyani memang punya komputer sendiri. Isinya 
setumpuk berkas dan dokumen digital kenegaraan serta 
pemerintahan. Dengan modal itu, Sri Mulyani sebetulnya 
bisa menjawab sendiri. “Tapi, just want to make sure, 
saya cek dulu ke Pak Boediarso. Jadilah saya sering sekali 
menelponnya, kapanpun,” Sri Mulyani tersenyum. “SBY 
itu mendetail, demanding, dan perfeksionis.Itu lanjut ke 
bawah sampai menteri dan jajarannya.” 


Puluhan tahun berkubang dengan APBN membuat 
Boediarso mengalami semua naik turun keuangan 
republik. Boediarso yang mengawali karir sebagai abdi 
negara di Kementerian Keuangan sejak 2 Agustus 1982 
itu, pernah bersitegang dengan perwakilan Dana Moneter 
Internasional manakala republik harus menyusun anggaran 
di bawah arahan IMF—buntut krisis 1998. 


Boediarso juga jungkir balik menyesuaikan anggaran 
ketika krisis finansial Amerika Serikat pada 2008 turut 
menghantam Indonesia. Boediarso juga berada di pusat 
kerumitan anggaran manakala pemerintahan baru Joko 
Widodo-Jusuf Kalla pada 2014 yang harus memenuhi 
janji kampanyenya berhadapan dengan oposisi yang 
menguasai parlemen. 
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» Boediarso 
Teguh Widodo 
bersama 
Menteri 
Keuangan Sri 
Mulyani 





Di internal, Boediarso membereskan masalah 


menahun koordinasi penganggaran lewat Sistem 
Perbendaharaan Anggaran Negara—sistem 
yang telah lama disiapkan namun tak kunjung 
jalan karena ego pejabat. Dan, ketika Undang- 
Undang tentang Desa mengamanatkan setiap 
desa wajib mendapat alokasi anggaran langsung 
dari APBN saban tahun, Boediarso pula yang 
merancang sistemnya. Tak heran, ketika pensiun 
pada Maret 2018, Boediarso Teguh Widodo, Si 
Anak Rembang yang mengabdi di Kementerian 
Keuangan sejak 2 Agustus 1982 dikenang 
sebagai Kamus APBN dan Gubernur Jenderal. 


Pesilat Anggaran (2001-2012) 


Separuh umur Boediarso dihabiskan di 
Kementerian Keuangan. Nyaris tiga puluh tahun 


iamengabdi sebagai pegawai negeri. Anekajabatan pernah 
dia tempati. Tapi mayoritas bergumul dengan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Terutama dalam analisis, 
penyusunan dan perencanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara—tugas utama Kementerian Keuangan. 


Jabatan pertama Boediarso yang membekas tentu 
saja ketika dia memegang Kepala Bagian Penerimaan 
Perpajakan pada Biro Analisa APBN sejak akhir 1990-an 
sampai 2001. Jabatan yang membuatnya berhadapan 
langsung dengan Dana Moneter Internasional dan 
Bank Dunia, ketika Indonesia terjerat utang dengan dua 
lembaga multilateral tersebut, dan harus menyusun APBN 
di bawah pengawasan ketat mereka. 


Berikutnya Boediarso berurusan dan bersentuhan 
langsung dengan menteri, ketika dirinya menjabat Kepala 
Pusat Analisa Belanja Negara pada Badan Analisa Fiskal— 
nama lama Badan Kebijakan Fiskal pada periode 2001- 
2004. Posisi untuk pejabat eselon II ini ia emban sejak 
2001 hingga 2003. 


Setahun kemudian, Boediarso bergeser menjadi Kepala 
Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan 
Anggaran pada Badan Analisa Fiskal. Masih eselon II. 
Hanya setahun Boediarso berada di pos ini. Dua jabatan 
inilah yang menjadi titik awal dari interaksi panjang 
Boediarso dengan lima Menteri Keuangan. 


Menteri mungkin cukup menerima laporan dan 
berkoordinasi langsung dengan eselon satu. Di level ini, 
bercokol para pejabat seperti sekretaris jenderal, direktur 
jenderal, kepala badan, dan inspektur jenderal. Karir 
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puncak seorang pegawai negeri sipil, yang hanya berada 
satu level di bawah menteri. 


Sementara eselon dua diisi para direktur, kepala biro, kepala 
pusat, inspektur, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris 
inspektorat jenderal, dan sekretaris badan. Boediarso 
berada di pos penting, yaitu mengurus anggaran. Tidak 
mengherankan dia termasuk eselon dua yang paling intens 
dengan menteri. 


Salah satunya dengan Sri Mulyani, yang menjabat Menteri 
Keuangan sejak 2005-2009. Lalu berlanjut mulai 2016. Sri 
Mulyani mengingat, dia pertama kali masuk ke Lapangan 
Banteng—landmark kota di dekat kantor Kementerian 
Keuangan dan telah diasosiasikan menjadi sebutan lain 
kementerian itu—ketika keuangan negara sedang tidak 
bagus. 


Penyusunan keuangan negara juga berubah. Format 
penyusunan APBN yang tadinya hanya berupa T account— 
dianggap tidak memberikan informasi yang jelas dalam 
pengendalian defisit dan kurang transparan—menjadi I 
account. Dalam I account, pendapatan, belanja dan defisit 
anggaran berada dalam satu kolom. Model itu juga banyak 
diadopsi oleh negara-negara lain. “Saat itu di Kemenkeu 
enggak ada yang tahu format ini kecuali Boediarso,” Sri 
Mulyani mengingat-ingat. “Ini mengubah struktur sama 
sekali." 


Boediarso masih eselon dua ketika pertama kali berinteraksi 
dengan Sri Mulyani. Di atas Boediarso ada deretan senior 
seperti Ahmad Royadi hingga Heri Purnomo. Sementara 
Boediarso bersama Marwanto dan Susiyati B. Hirawan 


berada di angkatan setelahnya. “Mereka inilah orang- 
orang yang mengetahui subtansi. Dalam rapat, Boediarso 
yang bisa menjelaskan secara detail,” kenang Sri Mulyani." 
Dialah yang punya informasi." 


Boediarso yang tahu kalau Sri Mulyani butuh data dan 
perkembangan penerimaan negara. Jenis pajak apa saja 
yang ada. Berapa belanja kementerian-kementerian. 
Saking krusialnya peran Boediarso kala itu, Sri Mulyani 
melempar guyon yang tidak patut ditertawakan. "Aku 
khawatir banget tiba-tiba ketika Pak Boediarso naik taksi 
lalu dia kecopetan, dan komputernya hilang,” Sri Mulyani 
menceritakan ulang sambil tertawa. “Maka seluruh 
informasi APBN kita hilang begitu saja.” 


Tawa Sri Mulyani berubah jadi pahit. Sri Mulyani tahu, 
Boediarso dan laptopnya adalah sejoli. “Semuanya ada di 
komputer itu. Dan dia sendiri yang tahu mengenai APBN. 
Republik bergantung dengan satu orang!" 


Setahun menjabat Kepala Pusat Analisa Pendapatan 
Negara dan Pembiayaan Anggaran pada Badan Analisa 
Fiskal, terjadi reformasi dan reorganisasi Departemen 
Keuangan pada  2004—nomenklatur Kementerian 
Keuangan baru dipakai sejak 2009. Dua jabatan eselon 
dua yang dipegang Boediarso sebelumnya dilebur jadi 
satu. 


Tak hanya melebur, jabatan baru itu, Direktur Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga pindah ke 
Direktorat Jenderal Anggaran. Tidak lagi berada di bawah 
Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama 
Internasional (BAPEKKI)—nama BKF periode 2004-2006. 
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Dan, siapa pejabat baru direktur penyusunan APBN 
itu sudah bisa ditebak. Lagi-lagi Boediarso. Di pos ini 
Boediarso nampak betah. Atau atasan Boediarso yang 
puas. Delapan tahun Boediarso memegang jabatan 
strategis ini, sejak 2004 sampai 2012. 


kxx 


“How much money do you have, now?" 


Sudah dua puluh tahun lewat. Marwanto Harjowiryono, 
rekan kerja sekaligus mantan atasan Boediarso Teguh 
Widodo di Kementerian Keuangan, masih ingat dengan 
pertanyaan itu. 


Dilontarkan oleh anggota tim pemantau dari Dana 
Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, atau salah 
satu di antara mereka, pertanyan itu sungguh menusuk. 
Walaupun tidak keliru. 


Marwanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan periode 
2013-2019, masih menjabat Kepala Biro Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ketika Indonesia terikat 
Letter of Intent (LOI) dengan IMF dan Bank Dunia 
sepanjang 1997-2003. Ini adalah buntut krisis finansial 
yang menjatuhkan moneter dan fiskal Indonesia pada 
1997, dan menumbangkan Presiden Soeharto pada 1998. 


Sementara Boediarso Teguh Widodo masih menjabat 
Kepala Bagian Penerimaan Perpajakan pada Biro Analisa 
APBN. Tugas pokoknya mengelola data dan model, 


penyusunan proyeksi, menganalisis langkah kebijakan dan 
langkah administratif, dampak, sensitivitas, pemantauan 
dan evaluasi realisasi tahunan dan jangka menengah 
penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dalam 
rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 


Sepanjang 1997-2003, LOI dari IMF dan Bank Dunia 
mengikat Indonesia. Selama itu, pemerintah berhutang 
kepada dua lembaga internasional tersebut untuk 
membiayai fiskal. Dampaknya, penyusunan anggaran 
juga harus berdasarkan kesepakatan dengan IMF dan 
Bank Dunia. “Saya juru bicara untuk bernegosiasi dengan 
IMF dan Bank Dunia,” Marwanto menjelaskan posisinya. 
“Karena saya dianggap bisa berkomunikasi dengan 
mereka." 


“Kita hampir kehilangan kebebasan dan kemerdekaan 
dalam merumuskan sendiri kebijakan, dan mengambil 
berbagai keputusan strategis yang menentukan nasib 
jutaan penduduk, warga negara kita,” Boediarso 
menyimpulkan proses penyusunan anggaran selama 
Indonesia terikat LOI dengan IMF dan Bank Dunia. 
Boediarso masuk dalam tim negosiasi bersama Marwanto, 
bosnya ketika itu. “Kita terikat dengan seluruh butir-butir 
kesepakatan yang tertuang dalam LOI." 


IMF sebetulnya tidak memberikan pinjaman kepada 
pemerintah dan masuk dalam anggaran. Pinjaman justru 
mengalir ke bank sentral sebagai bumper untuk valuta 
asing. Yang meminjami pemerintah dan masuk dalam 
APBN adalah Bank Dunia. 


IMF mengurusi krisis finansial. Bank Dunia mengurus 
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defisit anggaran. Dengan situasi tersebut, seharusnya 
yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan ketika 
itu hanya Bank Dunia. Tapi letter of intent perjanjian 
utang mengatur dua lembaga itu tandem "mendampingi" 
Indonesia. 


“How much money do you have, now?" 


Pertanyaan itu membuat Marwanto dan Boediarso limbung. 
Makin limbung lagi karena perwakilan Bank Dunia dan IMF 
meminta data itu setiap minggu. 


Kementerian Keuangan ketika itu belum punya sistem 
baku yang bisa mencatat berapa pendapatan negara yang 
masuk. Sistem yang mencatat data setiap waktu. Alokasi 
anggaran disebar di masing-masing Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara alias kantor kas negara. Di 
kantor-kantor KPPN itulah tersimpan brankas besi untuk 
menyimpan uang. Tunai. 


Untuk melaporkan arus uang negara yang keluar masuk, 
KPPN melaporkannya lewat faksimili atau telepon. 
Manual. “Waktu itu belum ada sistem perbendaharaan 
dan anggaran negara (SPAN),”Marwanto menjelaskan 
situasinya. "SPAN itu sebuah aplikasi, bila dipencet saja, 
berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar, sudah 
tercatat di situ." 


Marwanto meminta  Boediarso  mengkoordinasikan 
semua data uang yang keluar dan masuk secara manual 
itu dari berbagai bagian. Boediarso lah, Kepala Bagian 
Penerimaan Perpajakan pada Biro Analisa APBN, yang 
paling paham tentang format APBN saat itu. Juga yang 
punya daya tahan menggarap tugas rumit tersebut. 


“Mungkin Boediarso jengkel dengan saya karena 


" 


tugas berat itu,” Marwanto tertawa mengenang 
masa lalu. “Kalau saya, sih, jengkelnya dengan IMF." 
Tawa Marwanto makin keras. “Boediarso selalu siap 
menjelaskan data-data tambahan itu kepada IMF 


dan Bank Dunia." 





Yang diingat Boediarso dari masa cawe-cawe IMF dan » Boediarso 
Teguh Widodo 
bersama 
Menteri dan 


Bank Dunia, dan kolaborasinya dengan Marwanto 
rupanya bukanlah rasa kesal. Apalagi jengkel. Tapi 
pengalaman berharga dalam perumusan kebijakan 
fiskal. 


“Terutama dalam pembuatan berbagai proyeksi 
dasar dan langkah-langkah kebijakan dalam 
penyusunan postur APBN,” Boediarso mengambil 
hikmah dari momen-momen panas itu. “Baik selama 
masa-masa sulit menghadapi krisis, dan keluar dari 
resesi ekonomi yang berkepanjangan, maupun di 
masa-masa konsolidasi fiskal untuk menyehatkan 


Eselon II 
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APBN dan ketahanan fiskal yang berkesinambungan pasca 
krisis ekonomi." 


Salah satu momen yang paling diingat Marwanto dan 
Boediarso ketika menghadapi supervisi IMF dan Bank 
Dunia adalah perkara subsidi. Perwakilan Bank Dunia 
dan IMF menanyakan rencana aksi jangka menengah 
pemerintah untuk menghilangkan subsidi bahan bakar 
minyak. 


Diskusi jadi alot. Itu adalah sebuah tema yang bukan 
lagi ranahnya BKF. Tapi telah masuk keputusan politik. 
Hingga pukul 10 malam, diskusi tidak rampung-rampung. 
Marwanto dan Boediarso kesulitan meyakinkan IMF dan 
Bank Dunia. Sementara dua lembaga itu tampaknya punya 
target tertentu. Malam itu juga, agar bisa dibawa kepada 
pemangku kepentingan mereka. Diskusi jadi panas. 


Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter Ahmad 
Royadi, bosnya Marwanto, meminta semua pintu di ruang 
rapat utama eselon satu dikunci. “Dia orang Banten 
(daerah penghasil jawara silat),” Marwanto mengingat 
bekas bosnya yang telah wafat tersebut. Jadilah semua 
perwakilan Bank Dunia dan IMF terkunci di ruang rapat. 
Tak bisa keluar. Besoknya, diskusi cair lagi. Perkara subsidi 
sudah tidak jadi perdebatan lagi. 


Kini, Boediarso paham mengapa IMF dan Bank Dunia 
begitu ngotot agar Indonesia menghapus subsidi bahan 
bakar minyak. Penghapusan subsidi itu merupakan 
salah satu ciri khas dari resep atau preskripsi IMF dalam 
pengendalian atau penyehatan anggaran belanja negara. 
Penghapusan subsidi terutama untuk subsidi bahan 


kebutuhan pokok yang bersifat konsumtif, seperti subsidi 
BBM, subsidi listrik, subsidi beras, dan pupuk. “Betapa pun 
penting dan strategisnya anggaran subsidi tersebut untuk 
menjaga stabilitas harga, dan terutama stabilitas politik 
dalam negeri,” Boediarso mencoba memahami langkah 
IMF dan Bank Dunia. 


Bertahun-tahun kemudian, Boediarso mengusulkan saran 
IMF dan Bank Dunia itu kepada pemerintah. Walaupun 
akhirnya baru dieksekusi pada 2014, ketika pemerintah 
menghapus subsidi bahan bakar minyak jenis bensin. 


Indonesia nekat keluar dari letter of intent dengan IMF dan 
Bank Dunia pada 2003. Keputusan itu adalah tindak lanjut 
dari Ketetapan MPR No.VI/MPR/2002, yang mengamanatkan 
pemerintah mempersiapkan terminasi tanpa menimbulkan 
guncangan moneter. Keputusan terminasi itu muncul setelah 
melewati beberapa kali sidang kabinet dan sidang kabinet 
terbatas. Pemerintah tidak memperpanjang program kerja 
sama dengan IMF dalam bentuk Extended Fund Facility 
(EFF), namun langsung mengikuti Post Program Monitoring 
(PPM), dengan segala konsekuensinya. 


Terminasi memang membuat Indonesia terbebas dari 
intervensi IMF. Pemerintah lebih mudah mengambil 
kebijakan strategis, termasuk merumuskan kebijakan fiskal 
dan penyusunan APBN. Tetapi, terminasi itu membawa 
dampak luas dan serius. Salah satunya, Indonesia tidak 
lagi mendapat fasilitas penundaan pembayaran utang 
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pemerintah dalam kerangka Paris Club dan London Club. 
Beberapa fasilitas pinjaman juga hilang. Dampak-dampak 
serius itu langsung mempengaruhi kondisi pembiayaan 
anggaran, baik pada APBN, maupun lalu lintas modal 
dalam neraca pembayaran (Balance of Payment, BOP) 
tahun 2004 dan di tahun-tahun berikutnya. 


Hilangnya fasilitas penjadwalan utang luar negeri pada tahun 
2004 meningkatkan beban pembayaran pokok utang luar 
negeri dalam APBN. Dari semula Rp17,6 triliun (1 persen 
terhadap PDB) pada tahun 2003 menjadi sekitar Rp44,4 triliun 
(2,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2004. Ditambah adanya 
penarikan pinjaman luar negeri pada tahun 2004 sekitar 
Rp28,2 triliun, pembiayaan luar negeri pada tahun 2004 masih 
kekurangan Rp16,1 triliun (0,8 persen terhadap PDB). 


Tidak hanya memicu penambahan beban pembayaran 
utang, terminasi LOI tadi mengganggu persepsi pasar 
terhadap komitmen Indonesia, negara yang mengalami 
krisis, untuk melanjutkan program reformasi. 


“Pelaksanaan Post-Program Monitoring (PPM) berlangsung 
setiap enam bulan,” Boediarso mengingat-ingat kenekatan 
pemerintah itu. “Selama proses pemantauan, IMF hanya 
memberikan penilaian atas pelaksanaan kebijakan.” Tidak 
lagi persetujuan atau menguji kebijakan, seperti yang 
terjadi ketika Indonesia masih terikat dengan LOI. 


Usai lepas dari cengkraman IMF dan Bank Dunia, 
usai reformasi birokrasi dan reorganisasi Departemen 


Keuangan pada 2004, Boediarso diangkat menjadi 
Direktur Penyusunan APBN pada Direktorat 
Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan 
(DJAPK)—dulu direktorat jenderal ini masih jadi 
satu. Boediarso menjabat posisi strategis itu ketika 
pemerintah memasuki "Periode Konsolidasi Fiskal". 
Masa untuk menyehatkan APBN dan pengelolaan 
keuangan negara serta menjaga ketahanan fiskal 


yang berkelanjutan. 


Periode Konsolidasi Fiskal adalah masa di mana 
Indonesia baru lepas dari campur tangan IMF dan 
dimulainya rezim otonomi daerah yang lebih luas, yaitu 
berkaitan dengan perimbangan keuangan dan bagi 
hasil. 


Tahun 2004 adalah APBN terakhir dalam pelaksanaan 
Program Pembangunan Nasional  (Propenas) 
2000-2004. Postur APBN sangat dipengaruhi oleh 
kebijakan untuk mengatasi krisis 1998. 
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Pada 2004, pemerintah sudah mulai ketiban beban utang 
plus bunga yang menggunung, yang sebelumnya dipakai 
untuk menyehatkan dan merestrukturisasi perbankan 
yang kena krisis. Pemerintah juga masih mempertahankan 
subsidi untuk menjaga harga bahan pokok dan membantu 
masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi 
dampak krisis ekonomi, serta mengurangi gejolak sosial 
di masyarakat. Stimulus untuk pemulihan ekonomi juga 
masih berlangsung, di tengah melemahnya peranan 
swasta dalam menggerakkan laju perekonomian sejak 
tahun 1997. 


Terakhir, dua Undang-Undang hasil — reformasi, 
yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, yang mengharuskan pemerintah 
pusat mengalokasikan anggaran belanja untuk daerah 
dalam jumlah yang lebih besar dalam APBN, sudah 
harus terlaksana. Di periode transisi yang maha berat itu, 
Boediarso berdiri sebagai Direktur Penyusunan APBN, 
yang bertanggung jawab penuh dalam merumuskan 
sampai menyusun nota keuangan dan RAPBN. 


Bagi Boediarso ketika itu, ada dua strategi konsolidasi 
belanja negara. Pertama, menyempurnakan struktur alokasi 
belanja negara untuk menciptakan pemerataan dan 
keadilan bagi masyarakat luas. Langkah-langkahnya antara 
lain, mengalihkan subsidi secara bertahap dari subsidi 
harga yang tidak tepat sasaran—juga dinikmati oleh 
orang mampu—kepada subsidi bahan-bahan kebutuhan 
pokok bagi masyarakat kurang mampu. Strategi kedua, 


menyempurnakan manajemen pengeluaran negara untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja. 


Pemerintah yang ditopang Boediarso memilih strategi 
kedua. Caranya dengan menyusun pedoman sistem 
penganggaran berbasis kinerja, penyiapan pedoman 
standar akuntansi keuangan pemerintah, penyempurnaan 
mekanisme pinjaman pemerintah, dan reorganisasi 
Departemen Keuangan dengan memisahkan fungsi 
perencanaan anggaran dan perbendaharaan (treasury). 


Selain itu, alokasi anggaran rutin diperuntukkan buat 
penghematan dan efisiensi penggunaan. Sementara alokasi 
belanja pembangunan diprioritaskan untuk mendukung 
pemulihan ekonomi nasional, menjaga ketersediaan 
sarana dan prasarana dasar, serta meningkatkan pelayanan 
kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pangan, 
pendidikan, dan kesehatan dalam rangka penanggulangan 
kemiskinan. 


Sementara alokasi belanja untuk daerah digelontorkan 
buat mendukung dan memantapkan pelaksanaan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Terutama 
untuk menciptakan keseimbangan antara beban fungsi 
pelayanan masyarakat dengan besarnya dana yang 
ditransfer ke daerah, serta memperbaiki ketimpangan 
antardaerah melalui pengembangan dan penyempurnaan 
konsep kesenjangan fiskal. 


Tantangan terberat pada 2004 barangkali dalam perkara 
pembiayaan. “Terutama dalam mencari sumber-sumber 
dana untuk menutup pembiayaan (financing gap) yang 
timbul, dan memilih opsi-opsi sumber pembiayaan yang 


| DIBELAKANG LIMA MENTERI 


BAB II 


33 


MERANCANG ANGGARAN DAN MERAJUT KEINDONESIAAN BIOGRAFI BOEDIARSO TEGUH WIDODO 


paling menguntungkan bagi kesinambungan fiskal dan 
stabilitas ekonomi makro,” Boediarso mengingat lagi. 


Boediarso menyusun APBN 2004 ketika cicilan pokok 
utang dalam dan luar negeri yang jatuh tempo pada tahun 
itu cukup besar. Sementara fasilitas penjadwalan utang 
IMF sudah tidak ada lagi. 


Untuk menutup defisit pembiayaan, pemerintah mencari 
sumber-sumber lain, salah satunya dengan menjual sisa 
aset yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 
Juga, mengatur penerbitan Surat Utang Negara (SUN) 
sesuai dengan kebutuhan, mengupayakan pinjaman 
lunak dari luar negeri dan melakukan debt-swap, serta 
penggunaan dana rekening pemerintah secara bijaksana. 


kxx 


Boediarso memulai tugasnya sebagai Direktur Penyusunan 
APBN pada 2005 dengan situasi yang lebih lunak. 
Reformasi struktural pasca krisis menghasilkan perbaikan 
kinerja ekonomi yang signifikan. Pada 2003-2004, produk 
domestik bruto riil telah melampaui tingkat sebelum krisis. 


Nilai tukar relatif stabil. Inflasi terkendali cukup rendah. 
Aktivitas eksternal mulai pulih. Berkat Paket Kebijakan 
Ekonomi pasca keluar dari Lol IMF, ditambah kepercayaan 
pasar, Indonesia bisa kembali memasuki pasar modal 
internasional. Ditandai dengan suksesnya penerbitan 
obligasi luar negeri. 


Tapi lagi-lagi, Boediarso belum bisa melepaskan 
penyusunan APBN dari tantangan terberatnya: sumber- 


sumber pembiayaan anggaran yang terbatas (financing 
gap). 


Boediarso menyusun APBN 2005 dengan semangat 
pembaharuan. Ini adalah APBN pertama yang dirancang 
berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. 


Sistem penganggaran dilaksanakan secara terpadu, 
menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja 
pembangunan. Perincian belanja negara dikelompokkan 
ulang, kali ini menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. 
Sebelumnya hanya menurut sektor dan jenis belanja. 


Perubahan format itu bertujuan untuk meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja. 
Caranya dengan mempersempit pengulangan rencana 
kerja dan penganggaran, meningkatkan keterkaitan 
antara keluaran dan hasil (outcomes) yang dicapai dengan 
penganggaran organisasi, dan menyesuaikan dengan 
klasifikasi yang digunakan secara internasional. 


Ciri utama kebijakan fiskal pasca krisis ekonomi 1997-1998, 
terutama sejak tahun 2005, adalah menyeimbangkan antara 
fiskal berkelanjutan melalui langkah-langkah konsolidasi 
fiskal, dengan langkah-langkah untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi  (pro-growth), menciptakan 
kesempatan kerja (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan 
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(pro-poor). Penyeimbangnan strategi itu terlihat dalam 
defisit fiskal yang cukup moderat. 


Untuk mendukung upaya pengendalian defisit 
secara nasional di era otonomi daerah, pemerintah 
mengendalikan dan memantau defisit anggaran secara 
nasional. Konsolidasi defisit APBN dan kumulatif defisit 
konsolidasi APBD pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota dibatasi tidak lebih dari 3 persen. 


Penetapan kumulatif defisit APBD tersebut untuk 
memberikan ruang gerak kepada daerah-daerah untuk 
melakukan ekspansi anggaran, sesuai dengan prioritas dan 
kondisi fiskal masing-masing daerah. Namun demikian, 
pemberian ruang gerak dan fleksibilitas tersebut, tetap 
harus dikendalikan oleh pemerintah pusat, untuk menjaga 
kesinambungan fiskal secara nasional. 


Pemerintah menetapkan strategi kebijakan konsolidasi 
fiskal tersebut dengan empat langkah. Pertama, 
memperluas kapasitas fiskal, dengan meningkatkan 
penggalian sumber-sumber pendapatan negara, baik 
yang berasal dari sektor perpajakan maupun penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP), dengan tetap menjaga iklim 
usaha yang kondusif. 


Kedua, penajaman prioritas alokasi anggaran belanja 
negara untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, 
terarah dan tepat sasaran. Pemerintah, ujar Boediarso, 
memprioritaskan alokasi anggaran belanja pemerintah 
pusat untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan (pro- 
poor) lewat berbagai program, seperti Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), 


Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras untuk Rakyat 
Miskin (Raskin), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). 


Program lain juga digalakkan pemerintah, seperti 
meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan 
pembangunan melalui Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM). Juga meningkatkan akses masyarakat 
miskin untuk memperoleh pendanaan melalui program 
Kredit Usaha Rakyat (KUR). 


Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), 
pemerintah memprioritaskan anggaran belanja untuk 
menjamin ketersediaan infrastruktur dasar seperti energi, 
ketahanan pangan dan komunikasi. Juga program 
kemudahan berusaha, penambahan infrastruktur, 
peningkatan keterhubungan antarwilayah, mendukung 
pendanaan tahun jamak, serta meningkatkan kapasitas 
mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat 
perubahan iklim, dan meningkatkan kesiagaan dalam 
menghadapi bencana. 


Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk 
penciptaan lapangan kerja. Di antaranya program padat 
karya, PNPM, peningkatan kualitas calon tenaga kerja 
Indonesia, pengembangan kawasan-kawasan industri 
baru, dan pembentukan kawasan ekonomi khusus serta 
pengembangan koridor-koridor ekonomi dalam kerangka 
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) sehingga menarik investasi 
baru dan membuka lapangan kerja. 


Sementara kebijakan transfer ke daerah ditekankan 
untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan proses 
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konsolidasi desentralisasi fiskal, sebagai upaya pemantapan 
penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan ini selain 
diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan fiskal 
antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance), dan 
antardaerah (horizontal fiscal imbalance), juga untuk 
mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah 
(public service provision gap), serta meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dan kemandirian daerah. 


Boediarso menyusun APBN-APBN itu, yang menyeimbang- 
kan tujuan fiskal berkelanjutan dan ekspansi untuk 
pertumbuhan — ekonomi  (pro-growth), — menciptakan 
kesempatan kerja (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan 
(pro-poor), di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Maka 
tidak ada yang mengejutkan, ketika melepas Boediarso yang 
purna tugas dari struktural kementerian pada Maret 2018, Sri 
Mulyani menyebut pria asli Rembang tersebut sebagai kamus 
hidup APBN. Atau kamus berjalan APBN. Atau dua-duanya. 


Rupanya, di luar pujian itu, Sri Mulyani diam-diam pernah 
berencana dengan Boediarso untuk menulis ulang 
kolaborasi mereka mereformasi APBN sejak 2005. “Karena 
saya enggak mau episode yang penting itu enggak 
terekam,” kata Sri Mulyani. “Yang seperti ini harusnya 
didokumentasikan.” Hingga Boediarso purna tugas, buku 
itu masih dalam bentuk rencana. 


Gubernur Jenderal di Kantor Banteng (2013- 
2018) 


“Kecelakaan sejarah” membuat Boediarso kelak dikenal 


sebagai gubernur jenderal. Istilah ini mengacu pada 
posisinya sebagai Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan, namun kewenangannya sudah seperti gubernur 
jenderal era kolonial, yang sanggup memanggil pejabat 
daerah datang ke Batavia—nama lama Jakarta. 


Muncul candaan (joke) di kalangan para pejabat, bila 
yang memanggil kepala daerah datang ke Jakarta adalah 
Gubernur Jenderal Boediarso, 101 persen mereka akan 
datang. Lain hal kalau yang memanggil para menteri. 
Boediarso disegani para kepala daerah karena di tangan 
dia lah, sepanjang 2013-2018, dana transfer daerah dari 
pemerintah pusat dialokasikan dan diatur. 


Boediarso awalnya tidak disiapkan sebagai Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan. Setelah 10 tahun 
menjabat direktur penyusunan APBN, pada 2012 dia 
naik jadi eselon satu. Menteri Keuangan ketika itu, 
Agus Martowardojo, memintanya jadi Staf Ahli Menteri 
Keuangan Bidang Pengeluaran Negara. 


Tugas pokok staf ahli ini sebetulnya memberikan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri 
Keuangan di bidang pengeluaran negara, menelaah 
masalah pengeluaran negara dan pelaksanaan tugas- 
tugas lain atas petunjuk Menteri Keuangan. 


“Tugas-tugas lain” tadi rupanya jadi pintu masuk buat 
Boediarso untuk mengerjakan hampir semua hal. 


Boediarso menganalisa, meneliti dan memberikan 
rekomendasi atas hampir semua nota dinas, surat, dan 
berbagai media komunikasi lainnya dari semua pejabat 
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eselon satu di bidang pengeluaran negara. Seperti Direktur 
Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal 
Pengelolaan Utang, dan Sekretaris Jenderal. Boediarso 
pernah juga menganalisa penetapan pemenang tender 
pembangunan gedung kantor Direktorat Jenderal Pajak 
di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Baru setelah 
melewati analisa Boediarso, keputusan Agus keluar. 


Boediarso masih ingat isu-isu utama yang dia analisa untuk 
Agus. Pertama, persetujuan Menteri Keuangan terkait 
pengajuan usulan anggaran proyek dari Kementerian/ 
Lembaga Non-Kementerian yang memerlukan pendanaan 
tahun jamak. Kedua, menelaah dokumen proses 
pengambilan keputusan terkait persetujuan proyek 
pembangunan sekolah olahraga nasional di daerah 
Hambalang. Ketiga, persetujuan pemenang tender atas 
pembangunan gedung kantor Direktorat Jenderal Pajak 
di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Keempat, 
tugas Boediarso yang sudah mendarah-daging, adalah 
mensupervisi proses penyusunan Nota Keuangan dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 


Ketika Chatib Basri menjabat Menteri Keuangan, 
Boediarso ketiban tugas tambahan. Sejak 1 September 
2013 dia menjabat pelaksana tugas Direktur Jenderal 
Perbendaharaan. Hanya tiga bulan menjabat, Boediarso 
sempat menyiapkan cetak biru implementasi sistem 
akuntansi pemerintah berbasis akrual, yang harus 
dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2015 Master Plan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia sudah pernah ditunda pelaksanaannya sejak 
tahun 2008. 


Sebagai pelaksana tugas, Boediarso juga berhadapan 
dengan program Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN) yang tak kunjung jalan. Lima menteri berlalu, 
program itu belum terealisasi. “Boediarso hanya sebentar 
jadi Plt Dirjen Perbendaharaan,” Sudarto, yang memegang 
langsung program SPAN, mengingat peran Boediarso. “Tapi 
tepat pada critical time SPAN waktu itu." 


Sudarto ketika itu memegang dua jabatan eselon dua 
sekaligus: Direktur Transformasi Perbendaharaan dan Direktur 
Sistem Perbendaharaan. Dialah kepala proyek SPAN. 


Sudarto sendiri baru memegang proyek ini sejak 2009— 
dua tahun setelah pengadaan proyek disepakati. Pada akhir 
2009 kontrak ditandatangani dan mulai pengembangan 
sistem. Pembangunan sistem sendiri tidak makan waktu 
lama. Tapi yang kritis adalah peraturan dan manusia yang 
akan memakainya. 


Boediarso hadir ketika regulasi internal penggunaan SPAN 
disiapkan. Pelatihan pengguna dilakukan masif. Ribuan 
orang. Ada sekitar 4200 orang di Kementerian Keuangan 
yang akan menjadi pengguna SPAN. “Kami melatih 
mereka, yang sebelumnya menggunakan kertas,” Sudarto 
mengingat-ingat. Melatih orang-orang, seperti kepala 
seksi, yang bisa 1000 kali per hari menandatangani surat 
perintah pencairan dana. “Ini tidak sekadar mengubah 
aplikasi. Ini mengubah budaya. Membangun kebiasaan." 


Ketika menjabat pelaksana tugas Dirjen Perbendaharaan, 
Boediarso rupanya hanya membereskan KISS untuk 
menjalankan SPAN. KISS adalah singkatan dari koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. “Masing-masing 
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unit itu dulu buat sistem sendiri-sendiri. Ya tidak 
terhubung jadinya,” Boediarso mengingat-ingat lagi. 
“Saya bawa bekas staf saya yang saat itu sudah di 
Perbendaharaan. Kita duduk bareng. Akhirnya beres 
hambatan itu.” 


Boediarso mengaku hanya memecahkan leher 
botolnya saja. Sisanya adalah kerja keras Sudarto. 
“Untuk proyek SPAN ini, dia kadang Sabtu-Minggu 
enggak pernah pulang,” Boediarso mengenang anak 
buahnya itu. “Dijagain sistem itu di kantor.” Baru 
pada 2015 SPAN diuji coba. Sekarang telah dipakai. 


Tiga bulan menjabat pelaksana tugas Dirjen 
Perbendaharaan, Boediarso nyaris menjabat 
posisi itu secara definitif. Tapi kecelakaan sejarah 


” Sosialisasi ' ' mengubah nasib Boediarso—yang kelak malah 
dana desa di : : . 
Enrekang membuatnya jadi gubernur jenderal. 
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Suatu hari pada tahun 2013, Menteri Keuangan 


Chatib Basri memanggil Boediarso. Di situ, Chatib 


menyampaikan ada banyak kursi kosong untuk posisi 
eselon satu. Di antaranya Dirjen Anggaran dan Dirjen 
Perbendaharaan. Chatib menawari Boediarso kursi Dirjen 
Perbendaharaan. “Tapi Pak Chatib bilang tunggu dulu. Dia 
harus konsultasi dengan Wakil Menteri Keuangan Anny 
Ratnawati,” Boediarso mengingat lagi. 


Panggilan kedua datang. Kali ini, di ruang rapat menteri 
sudah ada Wakil Menteri Any Ratnawati. Boediarso 
menanti di ruang tunggu. Disekat dinding tripleks, obrolan 
dua petinggi kementerian keuangan itu tertangkap telinga 
Boediarso. "Bu Anny mengusulkan kalau saya ke Dirjen 
Perimbangan Keuangan. Marwanto yang jadi Dirjen 
Perbendaharaan. Chatib Basri setuju.” Pada 23 November 
2013, Boediarso dilantik menjadi Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan. 


Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang 
dikelola Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada 
2018 mencapai sebesar Rp766 triliun. Sepertiga belanja 
negara. Jumlah daerah yang menjadi subyek dan obyek 
mencapai 34 provinsi, 508 kabupaten dan kota, serta 
74.958 desa. 


Boediarso menganalogikan tugas Dirjen Perimbangan 
keuangan lebih berat dari dokter. Kesalahan diagnosa 
dokter hanya merugikan pasien. Tapi kesalahan membuat, 
merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
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TKDD akan sangat fatal bagi kesejahteraan masyarakat. 
Korbannya adalah 258 juta penduduk Indonesia. Sebab 
lebih dari 8096 pendapatan APBD di hampir seluruh daerah 
masih tergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat. 


Boediarso mengingat, selama lima tahun menjabat “gubernur 
jenderal”, ada delapan sasaran utama dalam kebijakan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pertama, mengurangi 
ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara 
Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan 
pemerintahan antardaerah. Kedua, meningkatkan kuantitas 
dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi 
kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Ketiga, mem- 
prioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, 
terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana. Keempat, 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan 
infrastruktur dasar. 


Kelima, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan 
keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, 
dan akuntabel. Keenam, meningkatkan kualitas 
pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan 
tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi. 
Ketujuh, meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi 
Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Kedelapan, 
memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan 
untuk setiap tahapannya di daerah. 


Ada banyak perubahan pola penyaluran Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa agar lebih kredibel dan akuntabel. 
Perubahan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang perubahan PMK 


Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa. Perubahan mekanisme penyaluran 
dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut, 
terutama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas atas pelaksanaannya. 


Dari sisi format dan postur, ada beberapa perubahan 
mendasar pada klasifikasi format transfer ke daerah, baik 
karena penambahan jenis atau cakupan dana transfer, 
maupun akibat perubahan nomenklatur. Pada 2014 
misalnya, dalam kelompok dana otonomi khusus mulai ada 
Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 


Dalam tahun 2015, dana penyesuaian mengalami 
perubahan nomenklatur menjadi dana transfer lainnya, 
yang dimaksudkan agartidak terjadi interpretasi yang keliru, 
mengingat anggaran transfer ditetapkan berdasarkan 
formula sesuai peraturan perUndang-Undangan sehingga 
tidak dimungkinkan penambahan dan pengurangan 
dalam rangka penyesuaian besarnya alokasi. Dana transfer 
lainnya terdiri dari tunjangan profesi guru, tambahan 
penghasilan guru PNSD, bantuan operasional sekolah 
(BOS), dana insentif daerah, dan proyek pemerintah 
daerah dan desentralisasi, serta dana darurat. 


Selain beberapajenis dana Transfer ke Daerah, nomenklatur 
dan cakupannya telah mengalami perubahan agar lebih 
sesuai. Tidak saja dengan pembagian kewenangan antara 
Pemerintah Pusat dan daerah namun juga dengan kebutuhan 
pendanaan daerah. 
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Pada tahun 2015 itu juga, pemerintah mengubah 
nomenklatur “Transfer ke Daerah” menjadi “Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa”. Ini untuk mengakomodasi 
pelaksanaan UU Nomor & Tahun 2014 Tentang Desa. 
Dengan perubahan ini, struktur transfer ke daerah yang 
sebelumnya hanya dikelompokkan ke dalam dua kategori 
besar, yaitu Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus 
dan Penyesuaian, berubah menjadi empat kategori besar. 
Yaitu, Dana Perimbangan: Dana Otonomi Khusus: Dana 
Keistimewaan D.I. Yogyakarta: Dana Transfer Lainnya, 
serta Dana Desa. 


Klasifikasi penganggaran dana transfer ke daerah berubah 
lagi secara mendasar setahun kemudian. Pertama, 
Transfer ke Daerah yang sebelumnya dikelompokkan ke 
dalam lima kategori besar, disederhanakan menjadi hanya 
tiga klasifikasi besar. Yaitu, Dana Perimbangan', Dana 
Insentif Daerah, dan Dana Otonomi Khusus dan Dana 
Keistimewaan Yogyakarta. 


1 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 
Perimbangan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 
sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah (vertical 
fiscal imbalance), mengurangi kesenjangan fiskal atau pendanaan 
antardaerah (horizontal fiscal imbalance), meningkatkan kualitas 
pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan 
dasar publik antardaerah, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat daerah. Besar kecilnya Dana Perimbangan setiap tahun 
sangat tergantung pada perkembangan dana transfer umum dan 
dana transfer khusus. Dana Perimbangan ini memiliki peranan yang 
sangat strategis dalam pencapaian tujuan utama dan sasaran antara 
pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, terutama 
karena Dana Perimbangan merupakan komponen utama terbesar 
yang sangat dominan dalam keseluruhan alokasi transfer ke daerah 
bagi pendanaan otonomi daerah. 


Kedua, Dana Perimbangan yang sesuai ketentuan UU 
Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, yang 
selama ini terdiri atas tiga komponen, yaitu Dana Bagi 
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK), diubah menjadi dua komponen utama, 


yakni Dana Transfer Umum? (General Purpose Grant), dan 


Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant). 


Dana Transfer Umum (DTU)? terdiri atas DBH? dan DAU, 


2 


Dana Transfer Umum (DTU) adalah dana yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah. Sejatinya merupakan jenis dana 
transfer yang bersifat block grant, artinya diskresi penggunaan 
dananya ada pada daerah. Daerah punya keleluasaan penuh untuk 
menggunakan dana transfer umum sesuai dengan kebutuhan 
dan prioritas daerah, baik untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur dasar, memperluas akses dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik daerah, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di daerah. Meskipun demikian, guna mempercepat 
pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan 
kuantitas dan kualitas pelayanan publik, maka sejak tahun 2017 
dalam Undang-Undang tentang APBN diatur bahwa paling sedikit 
(minimal) 2596 (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum 
diarahkan penggunaannya untuk mendanai belanja infrastruktur 
daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan 
fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan 
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi 
kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. 


Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah 
berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Pengalokasian dan pembagian DBH, terutama 
bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melalui pembagian 
dengan porsi (persentase) tertentu antara Pemerintah Pusat dan 
daerah penghasil. DBH menjadi instrumen desentralisasi fiskal 
untuk mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah 
pusat dengan pemerintahan daerah (vertical fiscal imbalance). DBH 
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sedangkan Dana Transfer Khusus (DTK)$, terdiri atas DAK 
Fisik dan DAK Non-Fisik. 


DAK Fisik terbagi lagi menjadi DAK Reguler, DAK 
Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi. Sementara 
itu, DAK Non-Fisik mencakup pengalihan beberapa jenis 
dana yang sebelumnya termasuk dalam pos Dana Transfer 
Lainnya alias Dana Penyesuaian. 


Ketiga, Dana Insentif Daerah (DID), yang semula merupakan 
bagian dari dana transfer lainnya, dikelompokkan secara 
terpisah menjadi komponen yang berdiri sendiri. Sebagai 
klasifikasi baru dalam komponen dana transfer ke daerah, 
DID bertujuan untuk memberikan insentif bagi daerah- 


juga untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan (fiskal) 
antardaerah (horizontal fiscal imbalance) yang diwujudkan dengan 
cara memberlakukan pembagian secara merata bagi daerah 
kabupaten/kota non penghasil yang berada di dalam provinsi 
yang sama dengan daerah penghasil. DBH dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu prinsip pembagian by 
origin, dan prinsip penyaluran berbasis atau sesuai dengan realisasi 
penerimaan negara yang dibagi hasilkan (based on actual revenue). 
Pembagian DBH berdasarkan prinsip by origin, artinya DBH dibagi 
dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, 
sedangkan daerah lainnya (dalam provinsi yang bersangkutan) 
mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang 
ditetapkan dalam UU No. 33/2004. 


4 Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non 
fisik yang merupakan urusan daerah. Selain berperan mendorong 
peningkatan kualitas belanja daerah, DTK juga menjadi salah satu 
instrumen yang sangat strategis untuk mencapai prioritas nasional. 
Makanya kebijakan pengelolaan DTK terus menerus diperbaiki, Baik 
dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, 
penggunaan maupun pemantauan, evaluasi, pelaporan dan 
pertanggungjawabannya. 


daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan fiskal 
dan keuangan daerah yang sehat, pelayanan dasar publik 
yang prima, dan pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat yang berkualitas. 


Keempat, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dana tambahan 
infrastruktur pada Otsus (Papua dan Papua Barat), dan dana 
keistimewaan D.I. Yogyakarta dikelompokkan ke dalam 
klasifikasi sendiri dalam satu rumpun. Pengelompokan 
ini mengacu pada fungsi dan tujuan yang sama, yaitu 
memenuhi amanat UU mengenai kekhususan suatu daerah. 


kxk 


Naiknya Joko Widodo menjadi presiden sejak 2014, tidak 
hanya mengubah radikal kebijakan pemerintah. Tapi juga 
turut mengubah kebiasaan-kebiasaan para pejabat. Atau 
menambah variasi kebiasaan pejabat. Tak kecuali buat 
Boediarso. 


Terinspirasi dari hobi Presiden Jokowi yang suka blusukan, 
Boediarso juga mulai ikut blusukan ke daerah-daerah 
dan desa-desa. Bahkan ke daerah dan desa yang sangat 
terpencil. “Dengan berkunjung langsung ke daerah dan 
desa, maka saya mengetahui persis bagaimana kondisi 
pelayanan publik dan infrastruktur di daerah, sekaligus 
berbagai masalah yang ada,” Boediarso mengingat 
pengalamannya. “Berbagai pengalaman — selama 
kunjungan kerja di berbagai daerah itulah yang kemudian 
menginspirasi saya untuk melahirkan ide-ide pembaharuan, 
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gagasan-gagasan, dan langkah-langkah terobosan baru 
yang berbasis pada pengalaman di lapangan." 


Ada banyak oleh-oleh ide dari pelbagai daerah tersebut. 
Misalnya, untuk menguatkan kemandirian fiskal daerah, 
Boediarso menerapkan terobosan. Mulai dari pemberian 
opsen pajak rokok, implementasi pengalihan PBB sektor 
Perdesaan dan Perkotaan: penyusunan ketentuan umum 
perpajakan daerah: dan perbaikan pedoman pemungutan, 
penagihan, dan pengawasan perpajakan daerah. 


Lalu, untuk meningkatkan pemerataan kemampuan 
keuangan antardaerah, Boediarso mereformulasi Dana 
Alokasi Umum. Caranya, memperhatikan penurunan indeks 
ketimpangan antardaerah: penerapan pagu DAU Nasional 
yang bersifat dinamis, dan reformulasi pengalokasian DAK 
Fisik berdasarkan pada usulan daerah (proposal based), 
dengan mengedepankan sinkronisasi kegiatan DAK Fisik 
antarbidang, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. 


Untuk meningkatkan kinerja daerah dalam melayani dan 
menyejahterakan masyarakat, Boediarso menjalankan dua 
jurus. Pertama, reformulasi DID dengan mempertajam 
kriteria pemberian DID, baik kriteria utama yang juga 
memerhatikan aspek e-government, maupun perluasan 
kriteria kinerja, yang tidak hanya mencakup kesehatan 
fiskal, melainkan juga pelayanan pemerintahan, 
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, 
mereformulasi distribusi Dana Desa untuk mendukung 
upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan 
kerja masyarakat desa. 


Guna meningkatkan kualitas pengelolaan TKDD yang 
berbasis pada kinerja, Boediarso memperkuat mekanisme 


penghargaan dan hukuman. Serta sinergi pengendalian 
melalui monitoring dan evaluasi secara terpadu antar K/L. 
Dua strategi itu untuk memperkuat penyaluran transfer 
ke daerah dan dana desa yang telah berdasarkan pada 
kinerja penyerapan anggaran dan capaian output. 


Dalam urusan meningkatkan dan memperbaharui kapasitas 
pengelola keuangan di daerah, Boediarso menjalankan 
dua strategi. Pertama, transformasi kebijakan capacity 
building, dari LKD (Latihan Keuangan Daerah), KKD (Kursus 
Keuangan Daerah), dan KKDK (Kursus Keuangan Daerah 
Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah), 
menjadi program In House Training. Kedua, menjalankan 
program Bimbingan Teknis. Selama periode 2015-2017, 
jumlah peserta yang telah dilatih sebanyak 13.857 orang. 
Naik 9.357 peserta dari semula 4.500 peserta ketika masih 
menggunakan sistem lama (LKD, KKD, dan KKDK). 


Terakhir, untuk memperkuat penguatan dan pengelolaan 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Boediarso 
menggelar empat jurus. Pertama, menyusun roadmap 
Program Pengembangan dan Transformasi SIKD tahun 
2015-2019. Kedua, menyediakan data dan informasi yang 
valid, lengkap, dan komprehensif berupa laporan realisasi 
anggaran, posisi kas, serta belanja operasional dan belanja 
modal untuk tiga bulan ke depan secara bulanan. Ketiga, 
mengintegrasikan SIKD dengan SPAN. Dan, keempat, 
membangun dashboard executive information system 
SIKD dan ware room geospatial yang menyajikan data 
dan informasi keuangan dan non keuangan daerah hingga 
level desa. 
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Kata banyak orang, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin 
yang mampu menghasilkan generasi penerus yang lebih 
berhasil dari dirinya. Atau minimal sama. Boediarso tak lupa 
dengan keyakinan banyak orang tersebut. Apalagi setelah 
mengetahui ada potensi bom waktu di Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan. "Setelah mengidentifikasi adanya 
silo-silo antar bagian, struktur organisasi yang kaku, dan 
potensi fraud serta penyalahgunaan wewenang yang cukup 
besar, saya pikir perlu berbagai perubahan pada aspek 
organisasi, sumber daya manusia dan keuangan," Boediarso 
mengingat motivasinya ketika itu. 


Untuk mencapai manajemen sumber daya manusia yang 
bersih dan profesional, Boediarso menggencarkan lima 
strategi. Pertama, memutasi pegawai maksimal dua tahun 
sekali untuk menghindari potensi conflict of interest. Kedua, 
menjalankan mekanisme promosi melalui talent-pool. Ketiga, 
mengembangkan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah. Keempat, menyusun kamus kompetensi teknis 
dan Standar Kompetensi Jabatan. Dan kelima, meningkatkan 
kompetensi dan penguatan kapasitas pegawai melalui 
program pendidikan dan pelatihan. 


Boediarso, oleh banyak bekas anak buahnya dianggap 
sosok yang sangat menuntut dan perfeksionis. Kesan 
serupa yang diingat oleh mantan atasannya, Sri Mulyani, 
Menteri Keuangan yang bekerja dengan Boediarso pada 
2005-2009 dan 2016-2018. “Cocok banget dengan saya,” 
kata Sri Mulyani. “Negara kita belum bagus. Untuk jadi 
bagus, harus bekerja keras, menuntut, mendetail, dan 
perfeksionis." 


Boediarso yang menuntut dan perfeksionis itu juga 
menginginkan organisasi yang andal. Organisasi yang ingin 
memperbaiki diri secara terus-menerus. Keinginan itu ia 
kejar dengan empat cara. Pertama, mereorganisasi DJPK 
dengan menyesuaikan tugas pokok dan fungsi. Kedua, 
menyusun dan menyempurnakan standar operasional dan 
prosedur. Ketiga, menyusun Indikator Kinerja Utama yang 
lebih menantang setiap tahun. Keempat, memperkuat 
sistem peniup peluit, yang siap melaporkan kecurangan 
internal. 


Untuk mencapai keuangan yang yang transparan dan 
akuntabel, Boediarso menjalankan empat jurus. Pertama, 
menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Kedua, 
mengoptimalkan penganggaran untuk berbagai program 
dan kegiatan produktif. Ketiga, meningkatkan konsistensi 
perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dan keempat, 
mengimplementasikan gerakan efisiensi penggunaan 
anggaran. 


Boediarso tidak bisa menilai dirinya sendiri. Tapi inilah 
indikator hasil inovasi-inovasi Boediarso dalam bentuk 
angka. 


# Ketimpangan fiskal antardaerah berkurang. Dari 
IW3 0,76 (2012) menjadi 0,597 (2017). 


» Angka melek huruf naik dari 93,254 (2012) menjadi 
97,934 (2016): Layanan persalinan dibantu tenaga 


5. Indeks Williamson. Angka koefisien Indeks Williamson adalah 0 
cIW «1. Jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati 
nol, artinya ketimpangan semakin kecil atau semakin merata. 
Sebaliknya, angka yang semakin besar menunjukkan ketimpangan 
yang semakin melebar. 
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kesehatan naik, dari 83,366 (2012) menjadi 92,64 
(2016): akses air minum naik, dari 64,874 (2012) 
menjadi 71,1446 (2016). Ini adalah aneka indikator 
kualitas layanan publik di daerah meningkat. 


» kesenjangan layanan publik antardaerah membaik. 
Antara lain dengan semakin kecilnya deviasi pada 
indikator Angka Melek Huruf (AMH) Bali-Nusra 
(terendah) dan Sumatera (tertinggi) dari 96496 (2011) 
menjadi 7,654 (2016). 


# Kemiskinan turun, dari 11,964 (2012) menjadi 
10,644 (2017). Diikuti dengan rendahnya rasio 
Gini antarkelompok pendapatan dari 0,413 (2012) 
menjadi 0,393 (2017). 


» Jumlah daerah yang memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas LKPD 
meningkat, dari 251 (2014) menjadi 375 (2016). 


» Daerah semakin cepat dalam menetapkan Peraturan 
Daerah tentang APBD. 


» Porsi belanja modal dalam APBD daerah meningkat, 
dari 21,84 (2013) menjadi 22,146 (2016):. 


» Dana simpanan pemerintah daerah di perbankan 
berkurang, dari Rp92,38 triliun (2013) menjadi 
Rp83,85 triliun (2016).$ 


Boediarso tidak mengklaim keberhasilan itu berkat 
kerjanya sendiri. Ini adalah kerja kolektif. Kerja sebuah 
bangsa. Tapi Boediarso yakin, “Berbagai indikator tadi 


S Indikator ini memberi kesimpulan bahwa pemerintah daerah makin 
cepat membelanjakan anggaran. Tidak lagi “hidup” dari bunga 
simpanan bank. 


menunjukkan semakin responsifnya daerah dalam melayani 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, 


j2 


transparan, dan akuntabe 


Guncangan-Guncangan Sepanjang Karier 


Boediarso yang sudah lelah ingin segera tiba di The Royal 
Ambarukmo Hotel di Kota Yogyakarta. Hari itu, Jumat, 4 
Mei 2018, Boediarso baru saja memberikan pidato kunci 
dan membuka Sosialisasi Kebijakan Dana Desa bertema 
“Padat Karya Tunai Untuk Masyarakat Desa Yang Lebih 
Sejahtera” di Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta. 


Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Perimbangan, menemani 
Boediarso selama kunjungan kerja di Yogyakarta tersebut. 
Sekretaris Ditjen menelpon Putut. Dia mengabarkan ada 
operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
di kantor DJPK. Putut segera meneruskan petir di siang 
bolong itu kepada Boediarso. 


Yaya Purnomo, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan 
Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat 
Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, 
Ditjen Perimbangan Keuangan, tertangkap dalam operasi 
tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama 
anggota DPR. 


“Waduh mati aku. Hal-hal yang saya bangun selama 
ini seperti muspro. Mubazir. Saya hancur begitu saja 
hanya gara-gara seorang oknum,” Boediarso bergetar 
mengenang momen penangkapan Yaya Purnomo. “Ini 
pukulan dahsyat dan sangat berat buat saya, baik sebagai 
pribadi maupun pimpinan institusi DJPK." 
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Boediarso terpaksa bolak-balik memenuhi panggilan KPK 
sebagai saksi. Tangkap tangan itu sebenarnya terjadi ketika 
Boediarso sudah tidak menjabat dirjen secara definitif. 
Pada 20 April 2018, dia pensiun dan resign, lalu menjadi 
widyaiswara. Lantaran belum ada pengganti, Menteri 
Keuangan menetapkan Boediarso sebagai pelaksana 
tugas dirjen sampai ada pejabat baru. “Di masa-masa 
transisi itulah kecolongannya,” Boediarso mengingat lagi. 


Boediarso menyampaikan apa saja yang dia ketahui ke 
KPK. Dari proses itu Boediarso baru tahu modus operasi 
Yaya Purnomo. Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif 
Daerah disusun berdasarkan formula. Setelah alokasi 
keluar, angka-angka itu akan muncul dalam SPAN. Namun 
pemerintah daerah belum bisa melihat angka-angka 
tersebut. "Tapi orang-orang kita seperti Yaya Purnomo, 
orang-orang DPR sudah bisa melihatnya,” Boediarso 
menjelaskan. “Itu kesempatan yang dipercalokan."” Yaya 
dan Amin Santono, anggota DPR yang tergaruk KPK, 
meminta imbalan dengan iming-iming akan “mengawal” 
DAU dan DID, yang sebetulnya sudah teralokasikan di 
Kementerian Keuangan. 


Dua momen yang membekas dalam perjalanan karir 
Boediarso adalah penyusunan APBN di bawah pengawasan 
IMF dan Bank Dunia serta penangkapan Yaya Purnomo. 
Tapi momen-momen lain tidak kalah mendebarkan. 


Pada 2008-2009, perekonomian Indonesia guncang. 
Seperti nasib kebanyakan negara lain. Ini adalah 
krisis finansial yang dipicu dipicu oleh krisis subprime 
mortgage dan krisis finansial di Amerika Serikat pada 
2007. 





RAPBN Tahun 2009 beserta Nota Keuangannya 
yang baru saja disampaikan oleh Pemerintah kepada 
DPR-RI pada bulan Januari 2009, terpaksa harus 
direvisi kembali dengan menyertakan Dokumen 


Stimulus Fiskal 2009. Dokumen ini untuk melengkapi 
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2009 dalam 
menghadapi krisis ekonomi global yang mencapai 
tahap paling parah pada tahun 2009. 


Responitu antara lain melaksanakanstrategi kebijakan 
fiskal countercyclical, sebagai langkah antisipasi 
untuk mencegah pelemahan ekonomi yang lebih 
parah akibat dampak negatif krisis ekonomi global. 
Stimulus fiskal tersebut menargetkan tiga tujuan: 


» Direktorat 
Jenderal 
Perimbangan 
Keuangan 
Kementerian 
Keuangan 
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mempertahankan daya beli masyarakat untuk dapat menjaga 
laju pertumbuhan konsumsi di atas 4,0 persen: mencegah 
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatkan daya 
tahan dan daya saing usaha menghadapi krisis ekonomi 
dunia: serta menangani dampak PHK dan mengurangi tingkat 
pengangguran dengan meningkatkan belanja infrastruktur 
padat karya. Total dana yang dialokasikan untuk program 
stimulus fiskal ini dalam tahun 2009 mencapai 2,0 persen 
dari PDB. Inilah akrobat anggaran pertama yang dilakukan 
Boediarso selepas krisis. 


Setahun kemudian, Boediarso berakrobat lagi. Gara- 
garanya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan 
gugatan terhadap Undang-Undang APBN, yang dinilai 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 
(konstitusi), UU APBN dianggap tidak memenuhi 
kewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. RAPBN 2010 
baru saja disampaikan oleh Pemerintah ke DPR, harus 
direvisi, dengan menyampaikan dokumen supplement 
Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2010. 


Boediarso menyisir semua anggaran yang terkait dengan 
pendidikan, yang selama ini berserakan di pos-pos 
kementerian atau lembaga. Tidak hanya di Kementerian 
Pendidikan. Anggaran pendidikan yang melekat pada 
dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dialokasikan 
ke daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, juga tak luput 
dari penyisiran Boediarso. 


kxx 


Boediarso mengalami dejavu. Boediarso harus berdebat 
panjang untuk menyusun anggaran. Tapi kali ini bukan 
dengan IMF dan Bank Dunia, lembaga internasional. Tapi 
dengan bangsa sendiri: Dewan Perwakilan Rakyat. 


Tahun anggaran 2015. Tahun anggaran pertama untuk 
Presiden Joko Widodo yang baru saja terpilih sebagai 
presiden periode 2014-2019. Selama kampanye, Jokowi 
berjanji, jika dirinya terpilih, Indonesia akan membangun 
diri lewat pinggiran. Dimulai dari daerah. Implikasinya, 
kebijakan itu akan membuat dana transfer ke daerah 


membesar. 


Kendati memenangi pemilu, partai koalisi pengusung 
Jokowi kedodoran di parlemen. Parlemen dikuasai oposisi, 
di bawah komando Golkar, Gerindra dan PKS. Dari sinilah 
petaka bermula. 


Pada saat pemerintah mengajukan Perubahan APBN Tahun 
Anggaran 2015 lebih cepat dari jadwal normal, terutama 
untuk mengakomodasi berbagai program kerja baru 
Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla. Pemerintah mengusulkan pengalihan sebagian 
anggaran subsidi dan lainnya untuk transfer ke daerah. 
Dana desa naik dari Rp9 triliun menjadi Rp21 triliun. DAK 
melompat jadi Rp30 triliun. “Di situlah malapetakanya," 
Boediarso mengingat. 


Rupanya Badan Anggaran DPR, yang pimpinannya 
didominasi partai oposisi, sudah punya keinginan sendiri. 
Badan Anggaran DPR-RI memaksa realokasi anggaran 
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diperuntukkan sesuai 
Daerah Pemilihan (Dapil) mereka. Mengabaikan formulasi 
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yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yaitu ketentuan 
mengenai kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis 
sebagai kaidah dan rambu-rambu dalam pembagian atau 
pengalokasian DAK bagi daerah. “DPR minta pokoknya 
Rp23 triliun dibagikan ke Dapil,” Boediarso masih ingat 
betul kejadian itu. "Saya enggak bisa. Kalau saya melakukan 
itu, saya melanggar Undang-Undang 33/2004.” 


Sebagai dirjen, Boediarso adalah ketua panitia kerja 
penyusunan RUU APBN dari pemerintah. “Saya give up.” 
Pembahasan buntu. Boediarso lalu menyerahkan bola 


panas itu ke Menteri Keuangan. 


Tak mau sendiri menghadapi parlemen, Menteri Keuangan 
Bambang Brodjonegoro mengerahkan seluruh menteri 
yang mempunyai portofolio anggaran di bidang DAK. 
Terutama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan menteri 
lainnya. Pembahasan lintas menteri dengan Banggar DPR, 
yang dimulai sejak pukul 7 malam, tetap buntu. Lewat 
tengah malam, tidak juga dicapai titik temu. 


Untuk menghindari deadlock dalam pembahasan APBN-P 
2015, pada akhirnya pemerintah dan DPR sepakat 
perubahan anggaran DAK Fisik yang diajukan oleh 
Pemerintah pada Perubahan Atas APBN Tahun 2015 
dibagi menjadi dua bagian. Pertama, alokasi anggaran 
DAK Fisik yang diajukan oleh Pemerintah pada APBN-P 
2015 didistribusikan ke daerah berdasarkan formulasi yang 


ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan, dengan mengikuti 
formulasi berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan 
kriteria teknis sebagai kaidah dan rambu-rambu yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang. 


Kedua, realokasi anggaran DAK Fisik dari perubahan anggaran 
DAK Fisik yang diajukan oleh Pemerintah pada APBN-P 
Tahun 2015 dialokasikan ke daerah pemilihan berdasarkan 
usulan daerah yang disetujui oleh DPR-RI. Kesepakatan atas 
kedua ketentuan tersebut dituangkan dalam rumusan draf 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas APBN 
Tahun Anggaran 2015. "Saya sudah dipanggil KPK soal dua 
realokasi anggaran ini. Sudah saya jelaskan.” 


Potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak 
(shortfall) selalu berulang. Tapi belum ada yang separah 
2016. Pada tahun itu, perekonomian nasional dan global 
tertekan. Aktivitas perekonomian turun. Penerimaan negara 
jadinya negatif. Sampai pertengahan 2016, pemerintah 
memprediksi shortfall pajak bisa mencapai Rp219 triliun 
sampai akhir tahun. Sebagai pakar penyusun anggaran, 
dan kini pengampu transfer dana daerah, yang terpikirkan 
di benak Boediarso hanya dua cara. Menambah defisit 
anggaran atau mengurangi belanja. 
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Penundaan penyaluran DAU dilakukan 
sangat selektif, dikenakan hanya 
kepada daerah-daerah yang mempunyai 
kemampuan fiskal atau kemampuan 
keuangan daerah yang cukup tinggi dan 
paling tinggi, 169 daerah saja. 


Shortfall Rp219 triliun itu berarti membuat defisit anggaran 
jadi Rp510 triliun. Ekuivalen dengan empat persen terhadap 
produk domestik bruto. Melampaui ambang batas defisit 
anggaran yang diperkenankan dalam Undang-Undang 
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 
maksimum sebesar 3 persen dari PDB. Pemerintah tidak 
mengambil langkah itu, karena prosesnya berat, mesti 
mengubah Undang-Undang. 


Makayang tersisa hanya opsi pemangkasan anggaran, yaitu 
memangkas belanja sampai Rp219 triliun. Dari penyisiran 
Boediarso, dana transfer daerah bakal kena potong Rp73 
triliun. “Dalam sejarah, enggak pernah ada pemangkasan 
sampai Rp73 Triliun,” kata Boediarso. “Waktu itu sudah 
pertengahan tahun. Bayangkan!” 


Boediarso sudah membayangkan dua cara penghematan 
dana transfer daerah. Pertama, penghematan yang sifatnya 
alamiah, yaitu penghematan-penghematan anggaran 
yang secara otomatis seiring turunnya pendapatan negara, 
seperti dana bagi hasil (DBH). Kedua, penghematan karena 
belum optimalnya realisasi transfer ke daerah dan dana 
desa, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Non- 


Fisik, dan Dana Desa. Dari kedua sumber pengendalian 
TKDD, baik dari penghematan alamiah, berupa penurunan 
DBH maupun tidak optimalnya pelaksanaan DAK, dan sisa 
dana DAK Non-Fisik yang sudah ready dan tersedia di 
kas daerah, penghematan yang bisa dicapai hanya Rp37 
triliun. Masih kurang Rp36 triliun. Tiada jalan lain kecuali 
menunda penyaluran DAU dan DBH. “Bagi daerah, 
penundaan penyaluran DAU ini sangat berat. Ini pertama 
kalinya dilakukan dalam sejarah pelaksanaan desentralisasi 
fiskal di Indonesia. Juga karena DAU merupakan salah satu 
sumber utama pendapatan daerah dalam APBD." 


Pemerintah pusat meminta daerah mengendalikan belanja 
dengan membuka ruang penyesuaian belanja APBD. 
Banyak daerah yang terkejut dan mempertanyakan. 
Boediarso datang ke media massa, ke parlemen dan ke 
manapun untuk menjelaskan kebijakan tersebut. Karena 
kebijakan berefek pada dua isu penting: isu pemotongan 
Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam penghematan 
DAK Non-Fisik sebesar Rp23 triliun: dan isu penundaan 
penyaluran DAU. 


Tidak ada kebijakan pemotongan TPG. Yang benar, 
penghentian penyaluran TPG ke daerah, dari Rekening 
Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD). Rupanya TPG itu banyak tidak dicairkan 
pemerintah daerah. Banyak dana yang mengendap. 
Pemerintah pusat kemudian mengambil kebijakan, TPG 
baru akan dikirim bila stoknya telah tandas. Boediarso 
menjelaskan itu semua. Bolak-balik. 
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Boediarso juga menjelaskan penundaan DAU. Tidak 
ada kebijakan pemotongan DAU. Yang terjadi adalah, 
penundaan sementara penyaluran DAU secara selektif ke 
sebagian daerah yang memiliki kemampuan keuangan 
daerah yang tinggi dan sedang, selama 4 bulan, dari 
bulan September sampai Desember 2016. “Penundaan 
penyaluran DAU dilakukan sangat selektif, dikenakan hanya 
kepada daerah-daerah yang mempunyai kemampuan 
fiskal atau kemampuan keuangan daerah yang cukup 
tinggi dan paling tinggi, sekitar 169 daerah saja." 


Suahasil Nazara, saat itu Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 
yang mengusulkan penundaan DAU tersebut. Tidak ada 
jalan lain. Belanja harus dikurangi. Tapi penundaan itu 
dampak politiknya hebat. “Dan konsekuensinya yang 
paling berat di saya. Hahaha,” Boediarso kini mengenang 
momen berat itu dengan cara yang paling lucu. 


Untungnya sejak pertengahan tahun, pemerintah gencar 
mengoptimalisasikan pendapatan negara. Belanja 
dikendalikan ketat. Pada akhir pelaksanaan APBN 2016, 
defisit fiskal dapat dikendalikan jauh dibawah ekspektasi 
awal yang diperkirakan bisa melampaui 3 persen dari 
PDB, kendati shortfall mencapai Rp256 triliun. DAU yang 
semula ditunda tetap bisa dibayarkan 100 persen. Fiskal 
tetap sehat. 





“Kegaduhan — yang ditimbulkan — gara-gara 
penundaan DAU itu, selama Agustus-Oktober 
2016, luar biasa sekali,” Boediarso mengenang. 
“Tapi itu pelajaran buat saya, juga buat Menteri 
Keuangan. Tidak gampang mengelola sesuatu 
yang sangat kritikal menyangkut daerah. Apalagi 
jika unsur politiknya terlalu tinggi seperti DAU ini." 


| DIBELAKANG LIMA MENTERI 


BAB II 


65 





Kalau sekarang Pak 
Boediarso menjadi 
orang sukses, saya 

yakin itu hadiah Tuhan 
buat dia. Bukan hanya 
karena beliau pintar, 

tapi memang selalu baik 
kepada banyak orang dan 
ringan tangan membantu 
teman-temannya. 





Dari Rembang 
ke Ibu Kota 


PUTRA PNS YANG JAGO 
MASAK 


Buah jatuh tak jauh dari 
pohonnya. Peribahasa itu tepat 
menggambarkan Boediarso 
Teguh Widodo, mantan Dirjen 
Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan RI. 
Boediarso lahir di Rembang, 23 
Agustus 1958. Darah pegawai 





Negeri Sipil (PNS) mengalir dari 


ayahnya, yang bekerja di Dinas 
Kesehatan Rakyat Kabupaten 
Rembang. Sedangkan profesi - 
S 
( 


pengajar yang kini dilakoni 
Boediarso segaris dengan 


I— — UU 


ibunya, guru di sekolah dasar 
negeri setempat. 





Bapak Abdullah, 
pegawai 
Kecamatan 
Rembang 


Boediarso adalah anak kelima dari delapan 
bersaudara. Dari delapan anak ini, satu orang 
meninggal saat masih kecil. Adapun tiga di antaranya 
bekerja sebagai PNS. Si sulung, Sri Wilasih, dan 
anak ke-4, Budi Yuwono, bekerja di Pemerintah 
Kabupaten Rembang, sedangkan Boediarso di 
Kementerian Keuangan. 





Di kota kelahiran pejuang emansipasi perempuan, 
Raden Ajeng Kartini, Boediarso menghabiskan 


masa kecilnya. Tepatnya di Desa Kabongan 
Kidul, sekitar 1 kilometer dari pusat kota. Ia 
mengenang, jalanan di Rembang ketika itu belum 
beraspal. Masih berupa tanah pasir, yang justru 
menyenangkan bagi Boediarso cilik dan kawan 
sebayanya bermain tanpa alas kaki. 


Karena jarang ada yang punya mainan plastik, 
kebanyakan dari mereka dolanan dengan 


“perangkat alam”. Misalnya pelepah daun pisang, 
yang dijadikan senjata untuk permainan perang- 
perangan. Kadang mereka juga bermain petak 
umpet dan gobak sodor sepulang sekolah di TK 
Kartini yang berlokasi di depan Kompleks Kantor 
Pemerintah Kabupaten Rembang. Boediarso juga 
tumbuh dengan lagu-lagu daerah. Tembang Jawa, 


Sluku-Sluku Bathok, menjadi kesayangannya. 





Kesehariannya ketika itu penuh warna. Boediarso 
kecil pun tak luput dari catatan mbeling khas 
kanak-kanak. Ia kadang menerobos masuk ke 
kebun tetangganya untuk mengambil beberapa 
buah jeruk dan sawo yang sudah jatuh di tanah. 
Kadang juga ia mencuri mangga dari pohon 
tetangga yang masih berkerabat dengannya. Satu 
kali, Boediarso kena batunya juga. Ia jatuh dari 
pohon mangga yang jangkung itu sampai berteriak 


Boediarso 
Teguh Widodo 
bersama 
keluarga besar, 
1973 


MERANCANG ANGGARAN DAN MERAJUT KEINDONESIAAN BIOGRAFI BOEDIARSO TEGUH WIDODO 


kesakitan dan akhirnya pingsan. Alhasil, tidak hanya malu 
karena ketahuan keluarga dan si empunya rumah, badan 
Boediarso juga remuk redam. 


Selepas TK, Boediarso kecil melanjutkan pendidikannya di 
SD Negeri Kutohardjo V Rembang. Sekolah itu bertempat 
di tengah kota, tepatnya di sebelah timur alun-alun Kota. 
Karena kedua orang tuanya bekerja dan tak punya asisten 
rumah tangga, Boediarso dan keenam saudaranya terbiasa 
mandiri sejak kecil. Mereka bahu-membahu mengerjakan 
urusan domestik, seperti membersihkan rumah, mengambil 
air bersih, memasak, dan mencuci pakaian. 


Boediarso sendiri kebagian jatah memasak. Biasanya 
sepulang sekolah atau sekitar pukul 10 pagi, dia akan 
mampir ke warung untuk membeli sayur dan bahan 
masakan lainnya. la tak dibekali uang belanja. Karena 
itu, pemilik warung biasa menagih total belanjaan ke ibu 
Boediarso. Di rumah, Boediarso meracik berbagai masakan 
untuk disantap sekeluarga. Sayur asam, opor, lodeh, dan 
lauk-pauk bisa diolah bocah kecil ini. Sedangkan urusan 
mencuci baju dan mengambil air bersih menjadi tanggung 
jawab kakaknya. 





Masa SD Boediarso terbilang unik karena sejak » Guruson 
Kutohardjo V 
Rembang 


kelas II hingga IV, ia diajar ibu kandungnya sendiri, 
Soeratih. Namun digembleng langsung oleh ibu 
sendiri di sekolah tak selamanya enak. Apalagi, 
kata Boediarso, ibunya adalah seorang pendidik 
yang tegas—tak segan menegur dan menghukum 
putranya sendiri di ruang kelas. Kalau ia tidak 
bisa menjawab pertanyaan guru (ibunya), sudah 
dipastikan cubitan akan mendarat di paha, lengan, 
atau pipi Boediarso sampai memerah. “Saya sampai 
kebal. Di sekolah kena cubit, di rumah juga kena kalau 
mengerjakan PR-nya salah,” ujarnya, lalu terbahak. 


Sebaliknya, bila Boediarso mendapat nilai bagus 
saat ujian dan bisa mengerjakan semua pekerjaan 
rumah (PR), ibunya akan menghadiahinya uang jajan 
lebih. Di rumah pun ibunya tak lantas melonggarkan 
kedisiplinannya. 
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» Ibu Soeratih 
di SD 


Boediarso diajari mengerjakan PR tepat waktu, 
baru kemudian boleh bermain bersama teman- 
temannya. Pola ajar ini menuntut Boediarso tak 
menyepelekan urusan pendidikan. Ia akhirnya lulus 
ujian negara dengan nilai sangat memuaskan untuk 
tiga pelajaran dan masuk lima besar di sekolah. 
Skor IPS-nya 8, Bahasa Indonesia 8, sedangkan 
pelajaran Berhitung-nya 9. 





Menjadi Mentor sejak SMP 


Berbekal ijazah SD yang apik, Boediarso diterima di 
sekolah favorit, SMP Negeri II Rembang. Ia mengaku 
performanya biasa saja saat kelas I karena sedang 
beradaptasi dengan materi pelajaran baru. Bahkan, 
bukannya belajar, saat petang Boediarso pernah curi- 
curi ke luar rumah untuk berburu kalong (kelelawar) 


bersama teman-temannya. Saat tingkahnya itu ketahuan, 
Boediarso pun kena tegur orang tuanya. 


Baru saat naik ke kelas Il, Boediarso melecut ritme 
belajarnya. Ia pun mulai menunjukkan prestasi akademisnya 
dan dikenal kawan-kawannya sebagai sosok yang pandai. 
“Pak Boedi kelihatan sangat pintar saat kelas II itu. Beliau 
mematuhi nasihat guru yang bilang bahwa kepintaran 
adalah buah dari ketekunan,” kata Puji Rahayu, kawan 
sebaya sekaligus tetangga Boediarso, yang pensiunan 
Lembaga Sensor Film. 


Puji Rahayu, yang akrab disapa Yayuk, selalu satu sekolah 
dengan Boediarso sejak SMP sampai SMA. Menurut Yayuk, 
Boediarso tak hanya cerdas, tapi juga supel, rendah hati, 
dan senang bergaul. Walau cenderung pemalu, Boediarso 
kerap melontarkan guyonan. Itu membuat banyak orang 
senang berteman dengannya. Apalagi Boediarso tak 
keberatan membagi ilmunya. Dia bahkan membuka les 
gratis atas permohonan teman-temannya. Sementara saat 
SMP Boediarso memberikan les pelajaran IPA, saat SMA ia 
mengajari kawan-kawannya IPS juga. “Kami enggak malu 
les ke teman sendiri karena memang pengin pintar." 


Les itu berlangsung di bangunan kosong milik orang 
tua Yayuk, yang bersebelahan persis dengan rumahnya. 
Adapun jarak rumah Yayuk dengan Boediarso tak sampai 
1 kilometer, biasa ditempuh dengan bersepeda atau 
berjalan kaki. Bangunan itu sebelumnya berfungsi sebagai 
gudang perlengkapan resepsi pernikahan, karena ibu 
Yayuk adalah perias pengantin. Namun, demi menunjang 
les pelajaran, ruangannya disulap menjadi serupa kelas 
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betulan—lengkap dengan kursi dan meja yang 


pada hari tertentu disewa untuk acara hajatan. 





» Boediarso 
Teguh Widodo 
semasa SMP 


Walau masih belia, Boediarso disebut Yayuk 
telaten dan sabar mengajar. Tak aneh bila semakin 
banyak anak yang les padanya, bahkan hingga 
mereka sama-sama duduk di bangku SMA. Menurut 
Boediarso, ajaran guru mata pelajaran Sejarah saat 
SMP, Suyono, masih ia kenang hingga kini. Dulu, 
Suyono mengingatkan para muridnya agar belajar 
“latihan kerja keras” serta menguasai peta dan bahasa 
bila ingin sukses. “Walau kelihatannya sederhana, 
nasihat itu bermakna,” kata Boediarso. Terbukti, saat 
kelas III SMP, Boediarso masuk tiga besar. 


Bertakdir dengan APBN 


Tumbuh di keluarga PNS membuat Boediarso sudah 
mengidamkan pekerjaan itu sejak kecil. Mengenang satu 
kejadian yang sampai sekarang membuatnya geli saban 
mengingatnya. Pernah satu kali saat ia sudah di SMP ia 
membaca koran Suara Karya. Edisi itu kebetulan memuat 
dua halaman Pidato Pengantar Nota Keuangan dan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN) yang dibacakan presiden saat itu, Soeharto. 
Dengan suara lantang, Boediarso membacanya di teras 
rumah—seolah-olah sedang berpidato sungguhan. Ia 
turut pula menirukan gaya bahasa Soeharto, 

lengkap dengan aksen ken-nya yang khas. 
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Saking semangatnya, Boediarso cuek saja Latihan kerja 


saat orang yang lalu-lalang melewati jalan keras serta 


di depan rumahnya menatap dengan heran. menguasai peta 
dan bahasa bila 


Boediarso mendapati Nota Keuangan 
tak hanya dari surat kabar. Kadang pula 
Boediarso menyerapnya dari siaran ulang 
Radio Republik Indonesia ataupun radio swasta yang 
dinikmati lewat pesawat radio transistor di rumah. Sebab, 
pada waktu itu, belum banyak orang yang mempunyai 
televisi di rumahnya. 


Lulus SMP, Boediarso melanjutkanstudinya ke SMA Negeri 
Il Rembang atau Sekolah Menengah Pembangunan 
Persiapan Nomor 7 Rembang. Di sana ada tiga jurusan 
studi, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Sejak semula, Boediarso 
sudah mengincar kursi di kelas IPA. Namun Tuhan 
berkehendak lain. Saat ujian akhir untuk mata pelajaran 


ingin sukses. 
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IPA, ia malah terserang diare. Alhasil, Boediarso tak 
sanggup berfokus mengerjakan soal sehingga gagal 
masuk ke jurusan idaman. Namun, belakangan hari, 
Boediarso merasa kejadian saat itu sudah suratan takdir. 
Ibarat Tuhan sudah menggariskannya untuk mendalami 
mata pelajaran Ekonomi di kelas IPS. “Dalam hati ketika 
itu saya berjanji untuk menjadi yang terbaik di jurusan 
Ilmu Pengetahuan Sosial," ujarnya. 


Di kelas, Boediarso selalu sungguh-sungguh mengikuti 
pelajaran. Terlebih untuk pelajaran Ilmu Ekonomi, 
Tata Buku (sekarang Akuntansi), Hitung Dagang, dan 
Matematika. Saban siang dan sore, saat kebanyakan 
kawannya bermain, Boediarso memilih bergelut dengan 
buku pelajaran. la mengulang materi yang diajarkan hari 
itu, selain menyelesaikan semua pekerjaan rumah dari 
guru. Tak aneh kalau Boediarso terus mendapat peringkat 
1 sejak kelas II SMA. 


Gara-gara itu, semakin banyak teman sekelas dan kelas 
lain yang datang ke rumah Boediarso untuk mengikuti les 
pelajaran SMA, terutama Tata Buku dan Hitung Dagang. 
Dari yang semula 3-4 orang saja, lambat-laun ada 25-30 
teman yang les ke Boediarso. Kelas gratisnya semakin ramai 
menjelang ulangan umum semesteran, bahkan hingga 
mendekati ujian akhir SMA. Walau disibukkan dengan 
tugasnya sebagai mentor, Boediarso tak mengurangi 
frekuensi dan intensitas belajarnya. Dia terus mendapat 
peringkat 1, bahkan menjadi juara pertama lulusan SMA 
Negeri II Rembang untuk semua jurusan. 


Kawan Boediarso, Yayuk, menambahkan, banyak kawan 
yang datang belajar pada Boediarso dalam kondisi betul- 


betul tak memahami pelajaran. Namun dengan sabar 
Boediarso mengajari mereka, bahkan satu demi satu. 
Nilai tugas dan ulangan siswa kelas mereka pun membaik 
setelah mengikuti les pada Boediarso. “Kalau sekarang 
Pak Boediarso menjadi orang sukses, saya yakin itu hadiah 
Tuhan buat dia. Bukan hanya karena beliau pintar, tapi 
memang selalu baik kepada banyak orang dan ringan 
tangan membantu teman-temannya,” ujarnya. 


Melepas STAN, Berjibaku di Undip 


Mimpi menjadi pegawai negeri sipil tetap mengendap 
di pikiran Boediarso hingga lulus SMA. Karena itu, ia 
berencana melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. 
Namun ayahnya menyodorkan pilihan lain: belajar di 
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bayangan 
ayahnya, sekolah kedinasan di bawah Departemen 
Keuangan RI itu prospektif karena menjanjikan pekerjaan 
pasti setelah lulus kuliah. Demi menuruti nasihat sang 
ayah, Boediarso pun mendaftar ke sana. 


Boediarso menyadari, kuliah bukan perkara mudah. Sebab, 
walau kedua orang tuanya bekerja, keuangan mereka pas- 
pasan. Padahal ada enam anak yang mesti disekolahkan, 
termasuk Boediarso, si anak kelima. Walau sulung keluarga 
sudah bekerja sebagai PNS, kakak kedua Boediarso masih 
kuliah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) 
Semarang. Sementara itu, kakak keempatnya pada saat 
bersamaan mendaftar masuk Universitas Negeri Sebelas 
Maret. Sedangkan dua adik Boediarso masih duduk di 
bangku SMP dan SMA. 


BAB III | DARI REMBANG KE IBU KOTA 


71 





- » Boediarso 


Teguh Widodo 
bersama rekan 
saat KKN di 
Demak, 1980. 


Sejatinya Boediarso agak keberatan dengan saran 
ayahnya agar dia kuliah di STAN Jakarta. Sebab, dia 
enggan membayangkan hidup terpisah dari orang 


tua dan saudaranya serta mesti tinggal di tengah 
hiruk-pikuk Ibu Kota. Bayangan akan keriuhan 
Jakarta diserap Boediarso dari cerita banyak orang. 
Di sisi lain, ia merasa sebagai putra daerah yang 
terbiasa hidup di kota kecil. Namun, demi menuruti 
nasihat sang ayah, Boediarso mendaftar juga ke 
Kampus STAN. Sembari menunggu pengumuman, 
Boediarso kembali ke Rembang dengan bus malam. 


Tiba di Rembang pagi, sorenya dia dolan ke 
rumah karibnya, Yayuk. Dari Yayuk, Boediarso 
mendapat informasi bahwa kebanyakan teman 
mereka mendaftar ke Universitas Gadjah Mada, 
Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, 
Universitas Airlangga, dan Institut Pertanian Bogor. 


Yayuk sendiri mendaftar ke Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro. Pertimbangannya, ongkos kuliah di Undip 
dan biaya hidup di Semarang tak memberatkan orang 
tuanya yang pensiunan PNS. 


Dari Yayuk hari itu, Boediarso mendapati bahwa besok 
adalah hari terakhir seleksi Undip dan Yayuk menyarankan 
Boediarso mendaftar juga di sana. Setelah minta izin 
kepada kedua orang tuanya, Boediarso pun bertolak ke 
Semarang selepas subuh. Karena itu adalah hari terakhir, 
ia mesti berjejalan di tengah lautan pendaftar. Saking 
ramainya, kosen jendela ruang administrasi gedung 
rektorat Undip ketika itu sampai jebol. 


Fakultas Ekonomi menjadi pilihan Boediarso. Salah satu 
pertimbangannya, jurusan itu sejurus dengan mimpinya 
menjadi PNS yang bekerja di sektor ekonomi. Menurut 
Boediarso, tadinya ia ingin kuliah akuntansi, sesuai dengan 
bakat dan keinginannya sejak SMA. Namun ketika itu 
Jurusan Akuntansi belum ada di Undip, baru di Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Undip sendiri 
hanya mempunyai dua jurusan: Ekonomi Umum, yang 
kini berlabel Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 
serta Ekonomi Perusahaan—sekarang disebut Jurusan 
Manajemen. 


Masih terkenang di pikiran Boediarso, saat pendaftaran 
ia mengisi kolom sumbangan sukarela dengan nominal 
Rp 2.500 saja—pas sesuai dengan pemberian kakaknya. 
Angka itu tergolong kecil karena mahasiswa lain banyak 
yang mengisi Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu. Karena itu, 
Boediarso sempat galau dan tak berani berharap banyak 
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Ka 
. 


untuk diterima. Buat berjaga-jaga, kelar mendaftar di 
Undip, Boediarso sempat bertandang ke Jakarta untuk 
melanjutkan proses seleksi STAN. 


Namun, belum sempat muncul hasil tesnya 
di STAN, kakaknya yang kuliah di IKIP 


Karena itu, Semarang mengabarkan bahwa Boediarso 


kalau tidak gigih lolos seleksi Undip. Kondisi itu membuat 


berusaha, rajin  Boediarso merasakan lagi bagaimana 


belajar, dan takdir sudah punya ketetapannya sendiri. 


punya militansi Di satusisi, ia lega karena uang sumbangan 


tinggi, jangan sukarela yang mesti disetornya tak besar. 


harap bisa Walau, kata dia, saat pendaftaran ulang, 


menjadi sarjana petugas bank menatap angka sumbangan 


ekonomi Undip. sukarela Boediarso yang tercantum di 


kertas dengan heran. 


Di sisi lain, ia senang karena resmi menjadi mahasiswa 
Fakultas Ekonomi di kampus yang terbilang tak terlalu jauh 
dari kampung halamannya. “Saya jadi tak memikirkan lagi 
hasil seleksi STAN, dan sampai sekarang saya tidak tahu 
apakah lolos atau tidak,” kata dia. 


Babak baru sebagai mahasiswa dijalani Boediarso 
penuh perjuangan. Sebab, ketika itu, perkuliahan di 
Fakultas Ekonomi terbilang unik dan menantang karena 
menerapkan sistem gugur. Ketentuan ini ngeri-ngeri sedap 
bagi mahasiswa baru. Dengan sistem itu, mahasiswa hanya 
punya satu kesempatan per semester untuk mengulang 
satu mata kuliah bila tak lulus, dan maksimal dua kali dalam 
empat semester. Bila lebih dari itu, ia mesti dikeluarkan 
atau drop out dari Fakultas Ekonomi Undip. 


Setiap fakultas memang memiliki tingkat kesulitannya 
sendiri. Namun sistem gugur tersebut membuat 
perkuliahan di Fakultas Ekonomi jadi lebih berat, karena 
memakan korban DO. "Karena itu, kalau tidak gigih ber— 
usaha, rajin belajar, dan punya militansi tinggi, jangan 
harap bisa menjadi sarjana ekonomi Undip,” ujarnya. 


Boediarsomengaku, saatsemester-semesterawal, dianyaris 
terjerembap karena DO. Sebab, ia masih membutuhkan 
waktu untuk beradaptasi dengan sistem perkuliahan. 
Bahkan Dekan Fakultas Ekonomi sempat mengirim surat 
peringatan ke orang tuanya di Rembang: menegaskan soal 
aturan sistem gugur yang bisa menyandung Boediarso. 
Alhasil, Boediarso pun memacu dirinya untuk lebih keras 
belajar. Saat liburan semester, ia memilih tak pulang 
kampung. Waktunya dihabiskannya untuk belajar di kos- 
kosan, mendalami buku-buku babon soal ekonomi yang 
tebal. “Sekalian mengirit ongkos pulang ke Rembang, di 
kos saya bisa belajar sampai ngelothok (paham)," kata dia. 


Karena prestasinya mulai menonjol di kelas, banyak kawan 
yang mulai minta les tambahan ke Boediarso. Keseharian 
masa SMP dan SMA-nya pun berulang. Boediarso 
ingat, sebagian “murid”-nya adalah anak-anak pejabat 
pemerintah daerah dan provinsi di Jawa Tengah. Bedanya 
kali ini, Boediarso memberikan les di rumah si kawan. 
Banyak yang berguru padanya karena mereka ketar-ketir 
bila sampai terlibas sistem gugur dan terkena DO. 


Berkat kerja keras dan pantang menyerah, Boediarso 
mampu melewati tantangan itu. Sampai tiba waktunya ia 
mesti memilih di antara dua jurusan: Ekonomi Umum atau 
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Ekonomi Perusahaan. Boediarso sendiri memilih Ekonomi 
Umum. Di jurusan itu, ia mempelajari ekonomi publik dan 
berbagai aspek administrasi pemerintahan. 


Boediarso mengaku, banyak kawannya heran karena ia 
memilih jurusan Ekonomi Umum ketimbang Ekonomi 
Perusahaan, yang kini dikenal sebagai Manajemen. Padahal 
yang kedua lebih populer karena dianggap "lebih ramah 
lowongan pekerjaan”. Bahkan, dari semua mahasiswa 
angkatan 1977, hanya Boediarso yang memilih Ekonomi 
Umum. Itu membuatnya sempat menjadi bahan olok-olok 
dan dirayu kawan-kawannya untuk pindah jurusan. 


Namun Boediarso berkukuh dengan pilihannya. Bahkan, 
untuk menetralisasi perdebatan kala itu, ia berseloroh. 
“Ya, kita lihat saja sepuluh tahun lagi, apa yang akan 


" 


terjadi,” ujarnya saat itu. Boediarso mengaku deg-degan 
mengucapkannya. Namun, di balik kalimat itu, terselip 
doa dan harapannya agar kelak ia ada di puncak tertinggi 
karier PNS di lingkungan pemerintah. “Lagi pula itu sesuai 


Ma 


dengan cita-cita saya sejak keci 


Masa perkuliahan memberi Boediarso banyak pengalaman 
baru. Dia mengikuti ekstrakurikuler Pramuka, tapi 
tidak terlaru larut dalam urusan organisasi. Perlahan ia 
beradaptasi dengan pola perkuliahan sehingga bisa 
melewati ujian yang disebutnya mahaberat. Dengan 
bekal prestasi akademis yang mengkilap, pada semester 
3 ia mengajukan permohonan beasiswa Supersemar 
dan mempersiapkan administrasinya. Setelah melewati 
seleksi ketat, Boediarso pun mendapatkan beasiswa sejak 
semester 3 atau pada 1978. 


Sampai akhirnya Boediarso lulus sebagai sarjana 
ekonomi pada & Februari 1982, uang beasiswa 
masih ia terima pada Juli 1982. Bagi Boediarso, 
beasiswa Supersemar sangat berarti karena 
menopang kebutuhannya sebagai mahasiswa. 
Terlebih bila mengingat kondisi orang tuanya yang 
mesti menyekolahkan dua anak dan menguliahkan 
tiga anak sekaligus. Untuk meringankan beban 
orang tua, si sulung Sri Wilasih, yang bekerja 
sebagai PNS, membiayai kuliah Boediarso. "Berkat 
orang tua, kakanda Sri Wilasih, dan beasiswa 
Supersemar, saya bisa menjadi sarjana ekonomi,” 


katanya. 





Boediarso 
diwisuda, 1982. 





' » Boediarso 


diwisuda, 
1982. 


Setelah lulus, Boediarso sempat pulang kampung 


sembari menunggu kabar soal penempatan sebagai 
dosen di FE. Selain itu, ia melamar ke sejumlah bank 
pelat merah dan Garuda Indonesia. Namun, dari 
situ, belum ada yang berjodoh dengan Boediarso. 
Pada 5 April 1982, ia dolan ke Undip untuk satu 
keperluan. Kebetulan saja Boediarso bersirobok 
dengan pengumuman yang ditempel di papan FE, 
yang menjelaskan bahwa sehari lagi akan diadakan 
seleksi calon PNS Departemen Keuangan. 


Tak berpikir dua kali, Boediarso mengikuti ujian itu di 
auditorium Undip bersama ratusan alumnius kampus 
tersebut. Di tahap wawancara, ia diuji pegawai 
Depkeu bernama Marzuki Usman. Marzuki, Boediarso 
mengenang, duduk dengan meletakkan kedua 
kakinya yang bersepatu di atas meja. Ia meminta 


Boediarso membaca buku ekonomi mikro berbahasa 
Inggris, tentang managing shortage. 


Kelar membaca buku itu, Boediarso terlibat diskusi cukup 
sengit dengan Marzuki. Boediarso sempat merasa galau 
karena bersikeras mempertahankan argumentasinya dalam 
perdebatan. Ia pun pulang ke Rembang dengan memikul 
harapan yang tak banyak. Namun, di luar dugaannya, dua 
bulan kemudian datang sebuah surat dari Departemen 
Keuangan ke rumahnya. Boediarso diterima. Ia lalu 
diminta mengirimkan surat lamaran resmi dan melengkapi 
persyaratan lainnya. 


Saat awal bekerja di Departemen Keuangan, Boediarso 
ditempatkan di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal 
Depkeu yang dipimpin Dono Iskandar Djojosubroto. 
la mengaku bangga ditempatkan di sana. Sebab, unit 
itulah yang membuat perencanaan APBN, yang isinya 
sering dibaca dengan banter oleh Boediarso saat SMP. 
Ibarat mimpi masa kecil yang akhirnya betul terwujud. 
“Merancang anggaran negara adalah kesempatan yang 
tak diperoleh banyak orang. Karena itu, saya merasa 
mendapat kehormatan yang luar biasa bisa melakukan 
itu,” ujar Boediarso. 


Direktur Merangkap Mahasiswa 


Dua dekade setelah lulus dari Undip, Boediarso berjibaku 
dengan kesibukannya mengabdi sebagai PNS di Kementerian 
Keuangan. Baru pada 2002 ia kembali ke dunia akademis 
untuk mengejar gelar master di bidang ekonomi. Boediarso 
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mengambil Program Studi Magister Perencanaan 
dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Indonesia. Dia mengambil kelas reguler 
eksekutif di kampus Salemba, yang perkuliahannya 
berlangsung sore hari. Hampir tiga tahun setelah 
itu, tepatnya pada 19 Agustus 2005, Boediarso 
lulus dan menyandang gelar magister ekonomi dari 
Universitas Indonesia. 


Setelah bergelar ME, Boediarso tancap gas. Pada 
tahun yang sama ia mendaftar langsung ke program 
doktoral Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis UI. Boediarso 
menyadari pilihannya untuk 
kuliah S-3 ibarat pertaruhan 
reputasinya. Karena tidak 
mengambil — cuti — kuliah, 
seperti saat sedang kuliah 
S-2, Boediarso pun menjalani 
sekaligus dua urusan yang 
sama beratnya: menjadi 
Direktur Penyusunan APBN 
di Direktorat — Jenderal 
Anggaran dan mahasiswa 
program doktoral FEB UI. 
Sebagai direktur di Ditjen 
Anggaran, ia dikenal luas 
oleh para pejabat eselon I dan II Kemenkeu serta 
kementerian/lembaga lainnya, sejumlah menteri, 
dan anggota legislatif. 


Kondisi ini memaksanya bekerja ekstrakeras. Di sela 
pekerjaannya, Boediarso mesti menyempatkan diri “lari” 
ke Kampus UI Depok untuk kuliah reguler. Kelas doktoral UI 
berlangsung pagi sampai siang. Tak ada perlakuan khusus 
bagi mahasiswa yang menyambi bekerja. 


Adapun saat akhir pekan, Boediarso terpaksa merelakan 
waktu istirahatnya. la memilih menghabiskan waktunya 
untuk belajar dan merampungkan tugas akademis yang 
menumpuk. “Suka-duka ini saya lalui bersama istri dan 
anak-anak, yang setia menemani hari-hari sangat berat 
kuliah sambil bekerja,” kata dia. 


Pada titik ini, Boediarso merasa perjuangannya untuk 
bisa menyelesaikan studi S-3 sangatlah berat. Sering kata 
Boediarso, ia membolos kuliah karena mesti menghadiri 
rapat dengan menteri. Kadang pula ia sedang kelelahan 
dengan urusan direktur yang padat, tapi tetap harus 
menggarap pekerjaan rumah yang rumit, seperti tugas 
mata kuliah Ekonomi Makro 3. 


Pernah suatu ketika, ia mengikuti rapat pimpinan (rapim) 
sampai tak bisa datang ke kampus untuk menyetorkan 
tugas. Alhasil, Boediarso baru bisa menyerahkan PR pada 
pekan berikutnya. Namun, sayangnya, dosen tak acuh. 
Tugasnya tak dinilai dan hanya diberi tulisan "LATE" alias 
terlambat. “Rasanya seperti sakit hati, karena sudah capai- 
capai ngerjain, tapi enggak dinilai,” ujar Boediarso. 


Kesibukannya semakin intens saat menggarap disertasi. 
Boediarso, yang sempat bergonta-ganti topik penelitian, 
akhirnya mengambil cuti di luar tanggungan negara 
selama tiga bulan hingga akhir Maret 2009. Permohonan 
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cuti itu ia sampaikan lebih dulu secara informal ke Menteri 
Keuangan, baru kemudian dalam wujud izin formal. 
Momen cuti dimanfaatkan Boediarso untuk tenggelam 
dalam kajian kepustakaan, membaca sebanyak mungkin 
literatur, baik buku maupun jurnal ilmiah. 


Selama tiga bulan penuh ia pun mengasingkan diri, 
mengungsi ke rumahnya di Perumahan Departemen 
Keuangan Karang Tengah, Ciledug, Tangerang, yang baru 
saja rampung dibangun. Saban hari, kata Boediarso, ia 
hanya beranjak dari tempat tidur ke meja makan besar 
yang ia jadikan sebagai tempat belajarnya. 


Setelah melakukan kajian kepustakaan, ia memutuskan 
meneliti peran stimulus fiskal dalam mendorong pemulihan 
ekonomi. Itu karena waktu pengerjaannya berbarengan 
dengan munculnya kemelut ekonomi Indonesia sebagai 
imbas dari krisis ekonomi global yang diawali kasus 
subprime mortgage. Proposal penelitiannya diberi judul 
“Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Fluktuasi 
Siklus Bisnis dan Implikasinya pada Pertumbuhan Ekonomi 
dan Kesempatan Kerja: Studi Kasus Indonesia”. 


Boediarso mengungkapkan bahwa sifat-sifat kebijakan 
fiskal dalam merespons fluktuasi siklus bisnis dapat 
diidentifikasi dari perilaku variabel keseimbangan primer 
dalam memperkecil output gap sebagai indikator volatilitas 
output. Temuan penelitiannya mencatat kebijakan fiskal di 
Indonesia selama periode penelitian (Januari 1980-April 
2010) cenderung bersifat countercyclical dalam merespons 
fluktuasi siklus bisnis. 


Temuan lainnya, kebijakan stabilisator fiskal otomatis cukup 
efektif dalam mengurangi volatilitas output untuk kasus di 
Indonesia. Hasil disertasinya juga menyatakan tindakan 
atau langkah kebijakan fiskal diskresioner cukup efektif 
dalam mengurangi volatilitas output. Juga bahwa ekspansi 
fiskal melalui shocks penurunan pajak memberikan dampak 
lebih besar pada permintaan agregat, output agregat dan 
kesempatan kerja jika dibandingkan dengan ekspansi fiskal 
melalui shock peningkatan belanja konsumsi pemerintah 
ataupun melalui peningkatan belanja investasi pemerintah. 


Berbekal ketekunan, semangat pantang menyerah, dan 
doa, Boediarso akhirnya meraih gelar doktoralnya pada 
20 Januari 2012. (") 





» Keluarga 
Boediarso 
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Sejujurnya, lahan 
pengabdian dan 
perkembangan karier saya 
di Kementerian Keuangan 
boleh dikata sudah 
menjadi suratan atau 
takdir yang digariskan 
oleh Allah SWT. 


Awal Karier 
Menjadi PNS 


KEBETULAN DAN 
TAKDIR TUHAN 


Manusia bisa berencana, tapi 
jalan hidup tidak ada yang 

bisa menentukan. Hal ini 

juga dialami oleh Boediarso. 
“Sejujurnya, lahan pengabdian 
dan perkembangan karier saya di 
Kementerian Keuangan hingga 
mencapai puncak karier tertinggi 
pada profesi pegawai negeri sipil 
(PNS) sebagai Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan boleh 
dikata tidak hanya merupakan 
suatu kebetulan semata, namun 
mungkin juga sudah menjadi 
suratan atau takdir yang 
digariskan oleh Allah SWT," 

kata dia. 
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» Kenangan 
wisuda 
Boediarso 


Setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas 
Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, pada 
6 Februari 1982, Boediarso sebenarnya berniat 
menjadi dosen. Dunia pendidikan menarik minat 
pria yang amat tekun ini. Ia merasa cocok berkarier 
di almamaternya. Karena itu, dia mendaftar untuk 
menjadi dosen di sana. Mungkin darah pendidik 
yang diwariskan dari ibunya turut berperan dalam 
pilihannya ini. 


Sambil menunggu diterima 
sebagai dosen, Boediarso 
memilih pulang ke kampung 
halamannya di Rembang, 
Jawa Tengah. Toh di 
Semarang tidak ada lagi 
yang bisa dikerjakan karena 
perkuliahannya telah selesai. 
Selain melamar sebagai 
dosen, Boediarso mengadu 
peruntungan dengan 
melamar pekerjaan di 
beberapa bank BUMN dan 
PT Garuda Indonesia, yang 
saat itu kebetulan membuka 
lowongan pekerjaan. Dia 
berkunjung ke kampus 
hanya sesekali untuk melihat apakah lamarannya 
sebagai dosen diluluskan atau tidak. “Saya saat itu 
sudah jarang ke kampus Universitas Diponegoro, 
Semarang," ujarnya. 


Di sinilah takdir dan kebetulan itu terjadi. Suatu kebetulan 
yang kemudian mengubah jalan hidupnya dan banyak 
orang di Indonesia karena pengaruh kariernya di kemudian 
hari. Hari itu, 5 April 1982, kebetulan Boediarso main ke 
kampus untuk suatu keperluan sambil menengok situasi 
kampus. Tak disangka-sangka, dalam kunjungan sekilas 
itu dia membaca pemberitahuan di papan pengumuman 
Fakultas Ekonomi. Di situ diinformasikan bahwa besok 
paginya, 6 April 1982, akan diadakan ujian seleksi masuk 
calon PNS Departemen Keuangan. 


Pengumuman ini sedikit mengejutkan. Perlu diingat, sistem 
rekrutmen pegawai negeri sipil pada saat itu tidaklah 
seperti sekarang ini, yang dilakukan bersamaan dan 
terbuka pengumumannya di banyak media massa. Bahkan 
saat ini, jauh hari sebelum pengumuman penerimaan 
calon PNS digelar, orang sudah ramai membicarakannya. 
Saat itu, pengumuman seperti ini dilakukan lewat tempat- 
tempat tertentu, seperti kampus, sehingga tak terlalu 
banyak orang yang menyadarinya. 


Kesempatan ini tentu tidak dilewatkan oleh Boediarso yang 
memang sedang mencari pekerjaan. "Kontan saja, saya 
mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri untuk 
mengikuti proses seleksi menjadi pegawai Departemen 
Keuangan," katanya. Dan dia tidak punya banyak waktu. 
Pada & April 1982, bertempat di auditorium Universitas 
Diponegoro, Semarang, pagi itu dia bersama ratusan 
alumnus Universitas Diponegoro lainnya mengikuti proses 
seleksi menjadi pegawai Departemen Keuangan. 
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Keesokan harinya, 7 April 1982, proses seleksi dilanjutkan 
dengan wawancara, dengan seorang penguji dari 
Departemen Keuangan. Pengujinya cukup nyentrik. 
Tidak seperti birokrat yang sangat kaku, penguji itu justru 
duduk di kursi direktur dengan meletakkan kaki lengkap 
dengan kaus kaki bersepatu di atas meja. Boediarso muda 
tidak tahu siapa penguji yang nyentrik ini. Belakangan 
dia mengetahui, beliau adalah Drs. H. Marzuki Usman, 
M.A. Marzuki adalah ekonom dan ahli pasar modal asal 
Jambi yang pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata, 
Pos, dan Telekomunikasi serta Menteri Kehutanan dan 
Perkebunan. 


Cara Marzuki mewawancarai calonjuniornya di Departemen 
Keuangan ini juga cukup unik. Saat proses interview 
tersebut, dia meminta Boediarso membaca buku ekonomi 
mikro dalam bahasa Inggris yang halamannya telah 
terbuka. Seingat Boediarso, topiknya adalah managing 
shortage. Setelah selesai membaca buku pada halaman 
yang diminta, Boediarso diminta menjawab pertanyaan 
yang terdapat di akhir halaman buku tersebut. Proses 
wawancara berjalan lancar. Boediarso bisa memahami isi 
buku dan menjawab pertanyaannya. 


Selanjutnya, Marzuki mengajak Boediarso berdialog dan 
berdiskusi. Masalahnya, diskusi itu berjalan cukup sengit, 
terutama karena Boediarso berkukuh mempertahankan 
pendapat dan argumentasinya dengan melakukan debat 
yang cukup keras. Boediarso muda tampaknya tidak sadar 
bahwa ini adalah proses wawancara penerimaan pegawai, 
bukan debat publik atau diskusi mahasiswa. Normalnya, 
calon pegawai akan lebih banyak mengangguk dan 


menyatakan persetujuannya dalam interview. Masalahnya 
itu tadi, Boediarso lupa menyadarinya. Ia baru sadar saat 
wawancara selesai. "Saya baru sadar bahwa itu adalah 
wawancara dalam rangka proses seleksi masuk ketika 
proses wawancara dinyatakan selesai, dan saya dipersilakan 
keluar dari ruang wawancara." 


Tentu saja hal itu membuatnya gundah. Ia sadar, dengan 
menentang orang yang mewawancarainya, peluangnya 
untuk diterima akan semakin tipis. “Dengan hati yang 
cukup galau, akhirnya saya pulang kembali ke rumah, 
sambil merenungi jalannya proses wawancara saat seleksi 
penerimaan pegawai Departemen Keuangan, tanpa 
banyak berharap dapat diterima lantaran kehilangan 
kesadaran pada saat debat dengan sang penguji,” kata 
dia. 


Tapi Marzuki memang bukan penguji biasa. Marzuki adalah 
orang cerdas dan brilian yang tentu mengincar orang- 
orang cerdas yang punya keteguhan pendapat. Bahkan, 
bisa jadi, dia sengaja berseberangan pendapat dengan 
Boediarso hingga memicu perdebatan yang sengit seperti 
itu. Hal itu terbukti tak lama kemudian. Hanya dua bulan 
setelah tes itu, di luar dugaan, Boediarso diterima menjadi 
pegawai negeri sipil. 


Kelulusannya ini dituangkan melalui surat nomor S-32/ 
ML.5/1982, tertanggal 19 Juni 1982, perihal pemberitahuan 
lulus tes dan interview dari Departemen Keuangan 
Republik Indonesia. Surat kelulusan itu ditandatangani oleh 
Dr. Dono Iskandar Djojosubroto, selaku Ketua Pelaksana 
Tes dan Interview Calon Pegawai Departemen Keuangan. 
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Dono juga bukan orang biasa. Ia pernah menjabat sebagai 
Deputi Gubernur Bank Indonesia dan sebagai komisaris 
independen di Asia Pacific Fibers. 


Dalam surat itu, Boediarso dinyatakan lulus dalam ujian 
dan interview dan diharapkan segera mengirimkan surat 
lamaran yang ditujukan kepada Menteri Keuangan: 
fotokopi ijazah: riwayat hidup: kartu kuning dari kantor 
resor tenaga kerja setempat: surat keterangan bebas G- 
30-S., surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian: 
surat keterangan berbadan sehat dari dokter, dan pasfoto 
sebanyak 8 buah ukuran 3 x 4 cm. Semua berkas itu harus 
dikirim dengan kilat khusus kepada Rusmanto, S.H., Kepala 
Bagian Pengangkatan, Kepangkatan, dan Penggajian Biro 
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan 
RI, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta. 


Boediarso bergerak cepat. Beragam dokumen yang 
diperlukan itu ia kumpulkan dalam waktu kurang dari lima 
hari. Pada 24 Juni 1982, ia segera mengirimkan surat-surat 
dan dokumen, terutama surat lamaran, fotokopi ijazah, dan 
riwayat hidup yang diperlukan, untuk dapat diterbitkannya 
surat panggilan resmi dari Biro Kepegawaian Sekretariat 
Jenderal Departemen Keuangan RI. 


Dengan menunjuk surat lamaran tertanggal 24 Juni 1982 
tersebut, melalui surat nomor S-3007/SJ.2.3/UP.10/1982, 
tanggal 2 Juli 1982, perihal panggilan menghadap ke 
Biro Kepegawaian Departemen Keuangan di Jakarta, 
Boediarso diminta segera menghadap kepada Kepala 
Biro Kepegawaian Departemen Keuangan u.p. Kepala 
Bagian Pengangkatan, Kepangkatan, dan Penggajian 


Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen 
Keuangan Republik Indonesia (c.g. Bapak Rusmanto, 
S.H.). “Seminggu setelah diterimanya surat panggilan 
tersebut, saya diminta kesediaan menghadap pada pukul 
8.00 sampai 16.00 WIB,” ujarnya. 


Seperti yang diminta, Boediarso bergegas ke Jakarta 
dan pada 17 Juli 1982 dia menghadap Kepala Biro 
Kepegawaian, langsung dengan Rusmanto, S.H., Kepala 
Bagian Pengangkatan, Kepangkatan, dan Penggajian Biro 
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan 
Republik Indonesia. Dalam pertemuan dengan Rusmanto 
itulah Boediarso diberi tahu bahwa dia ditempatkan 
bekerja di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal 
Departemen Keuangan dan diminta segera menghadap 
Dr. Dono Iskandar Djojosubroto, Kepala Biro Perencanaan. 
Biro Kepegawaian memberinya surat bernomor S-3244/ 
SJ.2/UP.10/1982 tanggal 17 Juli 1982 perihal penempatan 
Drs. Boediarso Teguh Widodo pada Biro Perencanaan, 
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (yang 
ditandatangani langsung oleh R. Soekarmin, Kepala Biro 
Kepegawaian). 


Tanpa membuang waktu, pagi itu juga Boediarso 
menghadap ke Dono Iskandar di Lantai III Gedung Utama 
Departemen Keuangan Republik Indonesia. Setelah 
bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan 
Dono Iskandar Djojosubroto, Boediarso diminta mulai 
bekerja di Biro Perencanaan. Tiga minggu kemudian, pada 
2 Agustus 1982, dia resmi bekerja sebagai pegawai baru 
di Departemen Keuangan. 
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» Awal berkarier 
menjadi 
pegawai negeri 


Di hari pertamanya bekerja, 
Boediarso datang  pagi- 
pagi sekali dan langsung 
menghadap ke Dono Iskandar, 
yang saat itu berkantor di 
Lantai VI Gedung Utama 
Departemen Keuangan RI. 
Dengan semangat Boediarso 
mengatakan ia telah siap 
bekerja di Biro Perencanaan 
dan memperoleh arahan. Untuk 
sementara Dono Iskandar 
menempatkan Boediarso di 
Bagian Analisa Pengeluaran 
Rutin. 


la lalu menemui Kepala Bagian Drs M. Tjuk Suroso. 
Setelah berkenalan dengan Tjuk Suroso, Boediarso 
dibawa berkeliling masuk ke setiap bagian untuk 
diperkenalkan dengan semua kepala bagian dan para 
kepala subbagian beserta karyawan di lingkungan Biro 
Perencanaan Sekretariat Jenderal. Acara perkenalan 
berlangsung singkat. Banyak tugas yang menanti 
Boediarso selanjutnya. 


Pada hari yang sama, melalui nota dinas nomor ND- 
338/SJ.1/1982 tanggal 2 Agustus 1982, Kepala Biro 
Perencanaan menyampaikan bahwa Drs. Boediarso 
Teguh Widodo telah mulai aktif bekerja terhitung sejak 
2 Agustus 1982, dengan permintaan untuk dapat 
diselesaikan masalah administrasi kepegawaiannya. 


Setelah selesai acara perkenalan, oleh Kepala Bagian, 
Boediarso diberi tugas membaca dan mempelajari 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Departemen 
Keuangan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan 
dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, 
Sekretariat Jenderal. Ia harus membaca keputusan itu 
untuk memahami tugasnya dan fungsi Biro Perencanaan 
tempat ia ditugasi. 


Setelah mengetahui seluk-beluk tugas dan fungsi 
Biro Perencanaan, Boediarso diminta membaca dan 
mempelajari produk utama dari tugas pokok dan fungsi 
Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen 
Keuangan RI, yaitu buku Nota Keuangan dan RAPBN 
1982/1983. Dengan mempelajari produk utama Biro 
Perencanaan, diharapkan pegawai baru ini mengetahui 
dan mendapat gambaran kira-kira seperti apa produk 
yang harus dihasilkan tim ini nantinya. “Dengan demikian, 
saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 
saya ditempatkan pada Biro Perencanaan Departemen 
Keuangan, dengan tugas pokok membantu menyiapkan 
penyusunan rancangan APBN, anggaran dan analisis 
kebijakan, perkembangan realisasi anggaran, dan perkiraan 
pengeluaran pembangunan dalam rangka penyusunan 
Nota Keuangan dan RAPBN," kata dia. 


Sembari duduk di sebuah gedung di jantung Jakarta untuk 
memahami tugasnya dan produk utama yang diharapkan 
nantinya, Boediarso terkenang masa kecilnya, ketika 
dia masih duduk di bangku sekolah menengah nun di 
Rembang sana. 
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Pada masa itu, perencanaan pembangunan menjadi 
salah satu pelajaran yang harus dipelajari oleh anak-anak 
sekolahan. Tapi Boediarso tidak sekadar mempelajarinya 
lewat buku. Dia bahkan menirukan gaya penyampaian 
RAPBN oleh Presiden Soeharto. “Begitu tahu bahwa tugas 
dan fungsi utama Biro Perencanaan adalah menyusun 
Nota Keuangan dan RAPBN, saya menjadi teringat masa- 
masa 10 tahun sebelumnya, saat saya masih duduk di 
bangku SMP. Saat itu, setiap ada Pidato Pengantar RAPBN 
beserta Nota Keuangannya, saya selalu membaca naskah 
pidato dengan suara keras-keras menirukan gaya bahasa 
Presiden Soeharto menyampaikan Pidato Pengantar 
RAPBN di depan Sidang Paripurna DPR. Dengan demikian, 
setidaknya salah satu impian saya untuk menjadi salah 
seorang perancang anggaran negara mulai kelihatan," 
kata dia mengenang. 


Dengan passion yang sudah ada sejak di SMP, Boediarso 
lekas melalap semua pembelajaran yang diberikan selama 
menjalani pendidikan dan pelatihan pra-jabatan. Setelah 
dua tahun menjalani pendidikan dan pelatihan pra-jabatan 
itu, pada 1984 dia diangkat sebagai PNS penuh pada Biro 
Perencanaan Departemen Keuangan. Tugas pokoknya 
tentu saja adalah membantu menyiapkan penyusunan, 
perencanaan, serta analisis kebijakan, perkembangan 
realisasi anggaran, dan perkiraan pengeluaran rutin dalam 
rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 


Tidak perlu waktu lama setelah pengangkatan bagi 
Boediarso untuk dengan cepat mendaki jenjang karier 
di Departemen Keuangan. Melalui Keputusan Sekretaris 
Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia 


Nomor KEP-8/SJ/UP.11/1984 tertanggal 21 April 1984, dia 
diangkat dalam jabatan eselon V, sebagai Kepala Urusan 
Bantuan Luar Negeri pada subbagian Analisa Bantuan 
dan Pembayaran Utang Luar Negeri, Bagian Analisa 
Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, Biro 
Perencanaan Departemen Keuangan. 


Pada jabatan ini, tugas pokoknya sebagai Kepala Urusan 
Bantuan Luar Negeri adalah melakukan pengumpulan, 
pengelolaan, dan analisis data dan perkembangan realisasi 
bantuan luar negeri, menyusun rencana kebutuhan 
penarikan pinjaman luar negeri, serta menganalisis 
kebijakan bantuan luar negeri pemerintah dalam rangka 
penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. Dengan penuh 
dedikasi Boediarso mengemban amanah ini. Ia melakukan 
sejumlah usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan 
data perkembangan rencana dan realisasi bantuan luar 
negeri. 


Karier yang Tersendat 


Dedikasi dan kerja kerasnya ini terbayar. Hanya satu 
tahun menduduki jabatan di eselon V, Boediarso kembali 
mendapatkan promosi. Tidak lama setelah diangkat 
pada jabatan selon V sebagai Kepala Urusan Bantuan 
dan Pembayaran Utang Luar Negeri, ia diangkat dalam 
jabatan eselon IV sebagai Kepala Subbagian Analisa 
Moneter Internasional pada Bagian Analisa Perdagangan 
Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, Biro Perencanaan 
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik 
Indonesia. 
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Kenaikan karier ini terhitung cepat. Ini artinya, hanya 
sekitar tiga tahun setelah masuk ke Departemen Keuangan 
Republik Indonesia, ia menduduki jabatan di eselon 
IV melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-/ 
KM.O1/UP.10/1985. 


Posisi ini sejatinya merupakan anak tangga pertama dalam 
perjalanan karier kepemimpinan struktural seorang PNS) di 
jabatan publik atau pemerintahan. Tugas pokoknya kali ini 
sebagai Kepala Subbagian Analisa Moneter Internasional 
adalah melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan 
analisis data perkembangan serta permasalahan ekonomi 
dan keuangan internasional dalam rangka penyusunan 
Nota Keuangan dan RAPBN. 


Sayangnya, karier yang sempat melejit di awal 
perjalanannya sebagai PNS ini terhambat saat ia berada 
di eselon IV. Hampir selama sepuluh tahun, sejak pertama 
kali diangkat dalam jabatan Eselon IV, sebagai Kepala 
Subbagian Analisa Moneter Internasional, perkembangan 
kariernya terasa mandek atau jalan di tempat. 


Tersendatnya karier Boediarso bukan karena menurunnya 
prestasi, tetapi lebih disebabkan oleh sejumlah faktor, 
antara lain masalah organisasi dan “politik kantor” pada 
saat itu. "Lamanya itu karena ada reorganisasi, pergantian 
nomenklatur, pergantian pejabat,” kata dia. Dalam 
kondisi ideal, pergantian pejabat di atas seharusnya 
tidak berpengaruh pada karier bawahan. Masalahnya, 
pergantian pejabat ini juga dikaitkan dengan keberpihakan 
anak buahnya, meski Boediarso sama sekali tidak berkubu. 


“Kalau ganti-ganti gitu tuh mereka membawa bendera 
masing-masing. Ada ego sektoral, ada ego unit, ego 
organisasi, satuan kerja, dan ego pribadi," ujar dia. 


Perubahan struktur organisasi yang mempengarhui kariernya 
antara lain perubahan dari Biro Perencanaan menjadi Pusat 
Penyusunan dan Analisa APBN (PPA-APBN): dari PPA-APBN 
suatu unit eselon II menjadi Badan Analisa Keuangan Negara, 
Perkreditan, dan Neraca Pembayaran (BAKNPNP). Ini adalah 
perpaduan (integrasi) dengan beberapa unit eselon II yang 
berbeda-beda dari beberapa unit eselon I yang berbeda- 
beda, dengan sifat dan karakteristik pekerjaan yang sangat 
berbeda-beda, beserta semua sumber daya manusia dan 
karakteristik masing-masing. 


Ketika terjadi reorganisasi dan peleburan, setiap pemimpin 
memiliki rivalitas. Mereka dianggap punya pasukan sendiri- 
sendiri. Boediarso yang berada di bawah seorang pejabat 
akhirnya kena getahnya, dianaktirikan oleh pemimpin lain 
hasil reorganisasi. “Di atas gajah berantem sama gajah, 
bawahnya jadi korban, gitu," kata dia. 


Dalam proses asimilasi di unit organisasi eselon | yang baru 
tersebut, tidak bisa dihindari adanya ego unit dan upaya 
mengedepankan kepentingan masing-masing unit organisasi 
lama. Sebagai akibat adanya ego unit organisasi dan/atau 
satuan kerja serta vested interest dari para pemimpin di 
setiap unit organisasi dan/atau satuan kerja, terutama dalam 
memperoleh simpati, pengaruh, dan kepercayaan pemimpin 
unit eselon I, tidak bisa dihindari terjadinya persaingan di 
antara para pemimpin unit eselon II, bahkan eselon III dan 
eselon IV. 
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Bahkan, tidak jarang terjadi, persaingan antar-pemimpin 
unit organisasi atau satuan kerja tersebut cenderung 
menjadi tidak sehat dan bukan tidak mungkin mereka 
menghalalkan segala cara dan saling menjatuhkan 
sehingga membawa korban. Boediarso, mungkin 
merupakan salah satu korban dari adanya fenomena 
persaingan yang tidak sehat di antara sesama pemimpin 
unit eselon II tersebut. 


Setelah terbentuknya BAKNPNP hasil reorganisasi di 
lingkungan Departemen Keuangan, pada saat itu unit 
organisasi eselon I, kebetulan Boediarso ditempatkan 
sebagai salah satu kepala subbagian di lingkungan 
Biro Analisa APBN di bawah pimpinan Drs. Suhadi 
Hadiwijoyo. Di lingkungan BAKNPNP sendiri, terdapat 
lima pemimpin unit eselon II, yaitu (i) Drs. Antonius 
Subroto, M.A., sebagai Sekretaris Badan: (ii) Drs. Suhadi 
Hadiwijoyo, sebagai Kepala Pusat Analisa APBN: (iii) Drs. 
Pande Putu Rake, sebagai Kepala Pusat Analisa Moneter 
dan Neraca Pembayaran: (iv) Dr. Susiyati B. Hirawan, 
sebagai Kepala Pusat Analisa Keuangan Daerah, dan (v) 
Dr. Bambang Kusumanto, M.A., sebagai Kepala Pusat 
Penelitian dan Pengembangan. 


Masalahnya, hubungan personal antara Suhadi 
Hadiwijoyo, Kepala Pusat Analisa APBN, yang menjadi 
atasan Boediarso, dan Antonius Subroto, sebagai 
Sekretaris Badan, terasa tidak begitu harmonis. 
Akibatnya, orang-orang yang dianggap dekat dan/atau 
yang dianggap sebagai kepercayaan Suhadi Hadiwijoyo 
selalu akan diganjal dalam usulan promosi jabatan. 





Sebagai Sekretaris Badan, Antonius Subroto 
mempunyai hubungan yang sangat baik dan dekat 
dengan Dr. Dono Iskandar Djojosubroto, sebagai 
Kepala BAKNPNP, sehingga bisa dibilang sebagai 
orang kepercayaan Kepala Badan. Akibatnya, 
apa pun usulan yang disampaikan oleh Antonius 
Subroto, termasuk usulan promosi dan mutasi 
pejabat di lingkungan BAKNPNP, selalu disetujui 
oleh Kepala Badan. Dengan demikian, selama 
Antonius Subroto masih menjadi Sekretaris Badan, 
selama itu pula, setiap ada usulan promosi Boediarso 
dari eselon IV ke eselon III akan selalu terganjal dan 
tidak lolos, sehingga kariernya stagnan di tingkat 
eselon IV. 


Selama itu pula, dia hanya menjalani mutasi atau 
alih tugas dari satu subbagian atau subbidang ke 
subbagian atau subbidang lainnya pada eselon 


» Boediarso saat 
kunjungan ke 
Bangka Belitung 
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yang sama (eselon IV), baik mutasi atau alih tugas dalam 
satu bagian atau bidang yang sama maupun mutasi atau 
alih tugas ke bagian atau bidang lainnya dalam satu unit 
eselon II yang sama. 


Setahun setelah Boediarso menduduki jabatan eselon 
IV, sejalan dengan penataan organisasi di lingkungan 
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan, terjadi 
reorganisasi dari Biro Perencanaan menjadi Pusat 
Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (PPA-APBN). Dalam proses reorganisasi 
tersebut, pada 1986 Boediarso dimutasi menjadi Kepala 
Subbidang Analisa Ekonomi Internasional pada Bidang 
Analisa Ekonomi, Pusat Penyusunan dan Analisa APBN, 
dengan tugas pokok melakukan analisis, pemantauan, dan 
penyiapan bahan evaluasi serta perumusan rekomendasi 
kebijakan dan proyeksi perkembangan ekonomi regional 
dan internasional dalam rangka penyusunan Nota 
Keuangan dan RAPBN. 


Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor KEP-434/KM.01/UP.9/1988 
tentang Pengalihan Para Pegawai Negeri Sipil Eks Pusat 
Penyusunan dan Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Ke Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan, 
dan Neraca Pembayaran, sejak 19 April 1988, Boediarso 
menjadi Kepala Subbidang Belanja Pegawai pada Bidang 
Analisa Pengeluaran Rutin, Pusat Analisa Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (PA-APBN), Badan Analisa 
Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran. 
Di sini tugas pokoknya adalah melakukan pengelolaan data 
dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, 


analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, 
analisis dampak, analisis sensitivitas, serta pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah 
di bidang belanja pegawai dalam rangka penyusunan 
Nota Keuangan dan RAPBN. Ini mungkin jabatan terlama 
yang dia jalani saat itu, yaitu selama sekitar lima tahun, 
sebelum akhirnya dimutasi kembali ke bagian lain pada 
eselon II yang sama. 


Pada 1992, Boediarso diangkat sebagai Kepala 
Subbidang Pembiayaan Departemen dan LPND pada 
Bidang Analisa Pengeluaran Pembangunan, PA-APBN. 
Tugasnya adalah melakukan pengelolaan data dan 
model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, 
analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, 
analisis dampak, analisis sensitivitas, serta pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah 
di bidang pembiayaan pembangunan  departemen/ 
LPND dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan 
RAPBN. 


Tahun 1993 sampai 1994, Boediarso menjadi Kepala 
Subbagian Pengeluaran Investasi Sektoral pada Bagian 
Analisa Pengeluaran Investasi Pemerintah, Biro Analisa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Biro Analisa 
APBN), Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), 
dengan tugas pokok melakukan pengelolaan data dan 
model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, 
analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, 
analisis dampak, serta analisis evaluasi pelaksanaan 
tahunan dan jangka menengah pengeluaran investasi 
sektoral dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan 
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RAPBN. 


Baru setelah Antonius Subroto menjalani mutasi, seiring 
dengan reorganisasi BAKNPNP menjadi BAKM, tidak lagi 
menjadi Sekretaris Badan, dan digantikan oleh Pande 
Putu Rake sebagai Sekretaris BAKM, jalan ke arah promosi 
mulai terbuka. 


Kebetulan, pada saat yang sama, Suhadi Hadiwijoyo, 
pemimpin Boediarso, mendapat tugas dari Kepala 
Badan untuk mengikuti Kursus Reguler Angkatan (KRA) 
Lemhannas, sehingga posisi Kepala Pusat Analisa APBN 
yang ditinggalkan oleh Suhadi dijabat oleh Drs. Soemardi, 
M.Sc., Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan, selaku 
Plt. Kepala Pusat Analisa APBN. 


Pada saat itu, Boediarso dipanggil oleh Kepala Badan dan 
mendapat tugas menulis penyusunan Bab I Nota Keuangan 
dan RAPBN, tugas yang selama ini ditangani sendiri 
oleh Dono Iskandar, selaku Kepala Badan. Kepercayaan 
tersebut tidak dia sia-siakan dan dapat diselesaikan dengan 
baik. Tidak hanya menyelesaikan tugasnya dengan baik, 
Boediarso juga melakukan sejumlah inovasi. 


Misalnya, ia membuat inovasi dengan memberikan 
heading pada setiap subtopik. Sebenarnya ini sederhana 
dan semula hanya dia maksudkan untuk mempermudah 
alur penulisan. Namun justru hal ini disenangi oleh Kepala 
Badan sebagai suatu langkah pembaruan. Keberhasilan 
dalam penulisan Bab | Nota Keuangan dan RAPBN 
tersebut ternyata menjadi pemicu promosi Boediarso 
sebagai pejabat eselon III. Setelah penyusunan Nota 
Keuangan dan RAPBN selesai, Kepala Badan meminta Plt. 


Kepala Pusat Analisa APBN menyampaikan usulan tentang 
pengangkatan Boediarso sebagai salah satu kepala bagian 
di lingkungan BAKM. 


Karier yang Kembali Lancar 


Setelah masa penantian selama sepuluh tahun, baru pada 
1994, tepatnya tanggal 8 April, Boediarso diangkat dalam 
jabatan eselon III A sebagai Pj. Kepala Bagian Analisa 
Pengeluaran Investasi Pemerintah pada Biro Analisa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Biro Analisa 
APBN), Badan Analisa Keuangan dan Moneter. Promosi 
ini dituangkan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad 
melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor KEP-102/KMK.O1/UP.11/94 tentang Mutasi Para 
Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Analisa Keuangan 
dan Moneter Departemen Keuangan. 


Posisi ini Boediarso jalani selama lima tahun (sejak 1994 
sampai 1999), dengan tugas pokok melakukan pengelolaan 
data dan pengembangan model estimasi, menyiapkan 
penyusunan proyeksi dan alokasi pengeluaran investasi 
pemerintah, melaksanakan analisis terhadap langkah- 
langkah kebijakan dan langkah-langkah administratif 
dalam perencanaan pengeluaran investasi pemerintah, 
menganalisisdampak dan sensitivitas pengeluaran investasi 
pemerintah atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro, 
serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tahunan 
dan jangka menengah pengeluaran investasi pemerintah 
dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN. 


Ini bukanlah masa yang mudah. Setelah ekonomi Indonesia 
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booming karena ekspor minyak pada akhir 1980-an hingga 
awal 1990-an, tanda-tanda akan adanya krisis sudah 
mulai muncul pada pertengahan 1990-an. Perencanaan 
anggaran negara harus dibuat secermat mungkin agar 
tidak tergelincir. Sejumlah langkah sebenarnya sudah 
diambil oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammas, tapi 
hantaman dari luar—terutama sejak Baht Thailand hancur- 
tidak bisa dibendung lagi. Pada 1997, Indonesia memasuki 
krisis ekonomi berkepanjangan yang kemudian berujung 
pada krisis politik dan Reformasi. Boediarso mengenang 
hal ini sebagai salah satu momen terpenting dalam 
tugasnya sebagai abdi negara. “Pada saat itu, terjadi 
perubahan yang sangat dahsyat, sehingga APBN kita itu 
sempat empat kali diubah. Dalam sejarah enggak pernah 
ada kejadian begitu. APBN disampaikan ke DPR tanggal 
15 Agustus 1997, tak lama kemudian sudah harus diubah." 


Perubahan APBN, meski sudah dilakukan berkali-kali, 
ternyata tak banyak membantu. Perubahan di luar sana 
begitu cepat berlangsung. Belum lagi kerusuhan yang 
sudah mulai terjadi. “Sesudah itu ada huru-hara, kemudian 
ekonomi makin runyam. Asumsi ekonomi makro yang 
sudah dilakukan makin tidak valid,” kata Boediarso. 


Kredit macet, bunga pinjaman luar negeri swasta yang 
menggunung, rupiah terperosok jauh ke dalam jurang, 
bank mengalami rush, dan beragam faktor itulah yang 
membuat perekonomian Indonesia terpelanting. Pada saat 
yang runyam seperti itu, Presiden Soeharto yang sudah 
kewalahan kemudian menandatangani letter of intent 
dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Kesepakatan 
yang diragukan oleh banyak orang ini terbukti tidak 
manjur. Bahkan kesepakatan kedua dengan IMF tidak 





Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, mereka yang 
berkantor di Lapangan Banteng harus berjibaku 
tanpa henti. Berbagai perubahan itu membuat 
orang-orang di Departemen Keuangan tidak bisa 
beristirahat barang sejenak. Ada ratusan juta orang 
yang nasibnya sedang ditentukan oleh kebijakan 
yang keluar dari sana. Hal itu tak pelak juga menyita 
waktu Boediarso. "Kejadian itu kemudian membuat 
saya kalang-kabut. Itu momen pertama yang sangat 
menyita waktu dan perhatian saya," kata dia. 


Selanjutnya, pada 1999 sampai 2001, selama 
masa tiga tahun, Boediarso dimutasi pada eselon 
yang sama, menjalani alih tugas menjadi Kepala 
Bagian Analisa Penerimaan Perpajakan pada 
Biro Analisa APBN, Badan Analisa Keuangan dan 
Moneter. Tugas pokoknya kali ini adalah melakukan 
pengelolaan data dan model, penyusunan 


» Boediarso saat 


kunjungan ke 
Kabupaten 
Jayawijaya 


AWAL KARIER MENJADI PNS 
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» Boediarso saat 
acara IMF 





proyeksi, analisis langkah kebijakan dan langkah 
administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, 
serta pemantauan dan evaluasi realisasi tahunan 
dan jangka menengah penerimaan perpajakan 
(pajak dan bea cukai) dalam rangka penyusunan 
Nota Keuangan dan RAPBN. 


Momen ini tak kalah krusialnya dengan saat krisis 
baru terjadi. Bahkan Boediarso menganggap di 
sinilah posisinya yang paling strategis, karena 
krisis masih berlangsung dan dia harus ikut 
memperbaiki perekonomian Indonesia. “Justru 
pada posisi sebagai pejabat eselon III, posisi yang 
sangat strategis dalam proses perumusan dan 
pengambilan keputusan atau suatu kebijakan," kata 
dia. Periode 1998/1999 hingga 2001 merupakan 
masa-masa yang sangat sulit dalam pelaksanaan 
kebijakan fiskal dan APBN Indonesia, berkenaan 
dengan badai krisis yang menerpa perekonomian 
Indonesia sejak pertengahan 1997 hingga 2001. 


Meski kalang-kabut, Boediarso meyakini ia belajar 
banyak pada saat itu. Bekerja di bawah tekanan kuat 
dan persoalan yang amat pelik membuatnya lebih kuat, 
hingga mampu menghasilkan produk yang lebih baik saat 
Indonesia terimbas sejumlah krisis global pada tahun- 
tahun selanjutnya. “Selama periode ini pula, kita di bawah 
kendali program-program letter of intent dengan IMF, 
dan saya banyak memperoleh pengalaman yang sangat 
berharga selama berinteraksi dengan tim IMF dalam 
perumusan kebijakan fiskal, terutama dalam pembuatan 
berbagai proyeksi dasar dan langkah-langkah kebijakan 
dalam penyusunan postur APBN, baik selama masa-masa 
sulit menghadapi krisis, dan keluar dari resesi ekonomi yang 
berkepanjangan, maupun pada masa-masa konsolidasi 
fiskal untuk menyehatkan APBN dan ketahanan fiskal 
yang berkesinambungan (fiscal sustainability) pascakrisis 
ekonomi." (“) 
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Pengabdian Boediarso tidak 
sebatas di Kementerian Keuangan. 
Boediarso juga mendapat 
penugasan Menteri Keuangan 
untuk mewakili instansi tempatnya 
bekerja menjadi anggota dewan 
komisaris pada Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) ataupun anggota 
dewan pengawas pada badan 
layanan umum. Bahkan menjadi 
dosen. 


Kiprah di Luar 
“Lapangan 
Banteng 


Pada 1 September 2018, Boediarso 
pensiun. Setelah melepas jabatan— 
nya sebagai pejabat eselon | 
Kementerian Keuangan, ia tak mau 
berleha-leha ataupun berhenti 
belajar. Mimpi berikutnya sudah 

di depan mata: kembali menjadi 
dosen, dan bergelar profesor. 


Sebagai putra seorang guru SD, 
Boediarso lekat dengan profesi 
pengajar sejak kecil. Ia bahkan sudah 
menjadi mentor sejak SMP dan SMA, 
dalam tentir yang diikuti puluhan 
kawan sekolahnya. 





MERANCANG ANGGARAN DAN MERAJUT KEINDONESIAAN BIOGRAFI BOEDIARSO TEGUH WIDODO 


Ketika menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro, Boediarso kembali memberikan les ke rumah 
teman-temannya. Kebiasaannya mengajar ini berlanjut 
hingga ia menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian 
Keuangan. 


Boediarso menuturkan, circa 1985, ia mengajar di 
Universitas Nasional (Unas) untuk mata kuliah Ekonomi 
Moneter dan Perbankan. Mahasiswanya ketika itu sekitar 
50 orang satu kelasnya. Selain itu, ia menjadi pendidik di 
sejumlah akademi serta institut perpajakan dan akuntansi di 
Jakarta. “Saya sebetulnya punya passion untuk mengajar,” 
ujarnya. Alasan lainnya, Boediarso ingin punya kesibukan 
yang produktif setelah pensiun. 


Selama menjadi pendidik, Boediarso kerap berjumpa 
dengan pengalaman lucu. Misalnya saat di kelasnya ada 
sejoli yang sibuk berpacaran dan mengobrol sampai tak 
memperhatikan materi yang disampaikan Boediarso. 
Melihat pemandangan seperti itu di kelas, Boediarso ada 
kalanya cuek saja. Namun terkadang naluri jailnya muncul. 
“Saya sengaja kasih mereka pertanyaan, biar pada bingung 
menjawabnya," kata dia. 


Untuk merealisasi iktikadnya sebagai profesor, Boediarso 
mulai mengajar di Politeknik Keuangan Negara Sekolah 
Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). la juga menjadi 
pengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan 
Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK). 


Dengan STAN, Boediarso sejatinya punya sejarah yang 
menarik. Sebelum akhirnya diterima di Undip, pada 1977 
dia sempat mengikuti seleksi masuk STAN di Jakarta. 





Namun sampai kini Boediarso tak mengetahui 


apakah dulu ia diterima di sana, karena tak pernah 
mengeceknya. Sedangkan di STAN saat ini, 
Boediarso tercatat sebagai salah satu dosen mata 
kuliah Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada 
Program Diploma III Kebendaharaan Politeknik 
Keuangan Negara. 


Dalam sepekan, Boediarso mengajar tiga kelas di 
STAN. Namun, karena sedang pandemi, perkuliahan 
berlangsung daring (online). Menurut Boediarso, 
pihak kampus STAN sebenarnya menawarkan jam 
kuliah tambahan. Namun permintaan itu ditepisnya. 
“Saya enggak mau karena mengajar itu capek- 
nya bukan main. Tak hanya mesti mempersiapkan 
bahan ajar dan mengecek hasil ujian, tapi juga 
karena mahasiswanya banyak banget,” ujarnya. 


Di Pusdiklat KNPK dan STAN, Boediarso mengampu 
mata kuliah sesuai dengan kompetensinya, yakni 
Ekonomi Publik, Pengelolaan Keuangan Negara, 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 


» Boediarso 
mengajar di 
STAN 
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Negara (APBN), Desentralisasi Fiskal, Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 
(HKPD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 


Boediarso mengaku tak mau menjadi pendidik yang biasa 
saja di kampus. la ingin kehadirannya juga membawa 
perubahan positif, tak hanya bagi kualitas anak didiknya, 
tapi juga substansi perkuliahan. Misi reformasi pendidikan 
itulah yang ia usung di Pusdiklat KNPK dan STAN. 
“Sebagai pengajar, saya tidak ingin hanya mengajar,” kata 
Boediarso. 


Karena itu, substansi materi perkuliahan ia rombak. 
Boediarso mengombinasikan landasan teori dan filosofis, 
dengan imbuhan kasus-kasus kekinian yang aktual. Ia 
menyebut, materi yang baru dibuatnya ini belakangan 
dipakai dosen lain. Adapun bobot materinya dia buat 
lebih berat. Agar bisa dicerna mahasiswa, Boediarso 
menyiasatinya lewat penyampaian yang jelas dan urut 
serta bahasa yang mudah dipahami. 


Soal kebijakan pemerintah, misalnya, Boediarso tak sekadar 
menyampaikan eksekusi atau praktik pelaksanaannya, tapi 
juga teorinya. Tujuannya agar para calon PNS itu memiliki 
bekal pemahaman yang utuh dan komprehensif akan 
satu masalah. Tak semata kompeten soal teknis, tapi juga 
memahami landasan filosofisnya. "Saya ingin para PNS 
muda ini nantinya bisa menganalisis hal apa pun yang 
bisa diperbaiki atau disempurnakan dalam merumuskan 
kebijakan, sehingga tak terjebak pada rutinitas saja," kata 
Boediarso. 


Satu hal yang selalu ditekankan Boediarso pada dirinya saat 
mengajar adalah soal alih pengetahuan dan pengalaman 
(transfer of knowledge), yakni dari dirinya sebagai mantan 
pelaku utama dalam perumusan dan proses pengambilan 
keputusan serta pelaksana kebijakan, yang terkait dengan 
bidang kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan negara, 
penyusunan dan perencanaan APBN, dan lainnya, dengan 
menekankan pentingnya menjunjung integritas, passion, 
dan ketegasan bekerja. 


Ke depannya, ia berharap ada pelatihan untuk pengajar 
(training of trainer). Kelas untuk pendidik ini bisa dimanfaat- 
kan untuk mengajarkan substansi materi pendidikan serta 
cara penyampaian yang efektif di kelas. “Kelas ToT ini bisa 
berlangsung virtual,” ujarnya. 


Demi menyempurnakan sistem pengajaran, Boediarso 
juga merancang desain kurikulum baru di Pusdiklat KNPK. 
Sebelum ini, pembelajaran di sana berbasis pendekatan alur 
kegiatan, seperti sistem alokasi, penyaluran, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa. Boediarso lalu mengubahnya 
menjadi pembelajaran berbasis rangkaian kegiatan yang 
komprehensif, dari perumusan kebijakan hingga sistem 
pengelolaan tiap unsur, dari Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa. 


Sejak tahun ajaran 2019 dan 2020, desain pembelajaran 
pada Pusdiklat KNPK berubah menjadi (I) Formulasi 
Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Dana Bagi Hasil: (II) 
Formulasi Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Dana Alokasi 
Umum: (III) Formulasi Kebijakan dan Sistem Pengelolaan 
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Dana Alokasi Khusus Fisik: (IV) Formulasi Kebijakan dan 
Sistem Pengelolaan Dana Insentif Daerah: serta (V) 
Formulasi Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Dana Desa. 


Selain itu, ia menginisiasi pembaruan kurikulum dan 
sistem pembelajaran e-learning Hubungan Keuangan 
Pusat dan Daerah (HKPD). Program pembelajaran 
e-learning itu dijalankan untuk memberikan pemahaman 
dasar mengenai HKPD, sebagai implementasi kebijakan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Juga untuk 
menjelaskan penerapannya di Indonesia terkait dengan 
pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan regulasi. 
“Keseluruhan materi e-learning HKPD ini kami siapkan 
secara mandiri," ujar Boediarso. 


Memimpin Transformasi Ikatan Widyaiswara 


Boediarso berhasrat memberikan sumbangsih bagi 
pen-didikan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil 
negara (ASN). Ia juga ingin membuat transformasi dalam 
pengelolaan organisasi profesi widyaiswara, yang selama 
ini dinilainya stagnan. Padahal widyaiswara memiliki 
peran penting dan strategis dalam peningkatan kualitas 
ASN. Karena itu, Boediarso mencalonkan diri sebagai 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara 
Indonesia (IWI) periode 2019-2023. 


Sebelumnya, Boediarso adalah pembina di IWI Kementerian 
Keuangan, yang dipimpin Marwanto Harjowiryono, Direktur 
Jenderal Perbendaharaan 2013-2019. Dalam Kongres 
Nasional Ke-7 IWI, 9 Desember 2019, Boediarso mengaku 
dipinang oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 
Bidang Pengembangan Kompetensi ASN untuk memimpin 


organisasi ini. Namun Boediarso tak bergerak untuk 
berkampanye. Sebab, sudah ada dua orang koleganya 


yang bergerak melobi peserta kongres. 





Boediarso maju ke arena pemilihan setelah 
mengantongi restu dari sejumlah petinggi institusi, 
yakni Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 
Bidang Pengembangan Kompetensi ASN 
Lembaga Administrasi Negara RI selaku instansi 
pembina jabatan fungsional widyaiswara, Ketua 
Umum Pengurus Pusat IWI 2014-2019, pengurus 
IWI Kementerian Keuangan, juga Kepala Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 


» Pelantikan 
Dewan Pimpinan 
Pusat IWI 
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Selain mendapat dukungan sejumlah pihak, Boediarso 
membuat susunan rencana program dan kampanye. Salah 
satunya soal kenaikan tunjangan jabatan fungsional. Itulah 
yang menjadi salah satu modalnya untuk bersaing dengan 
delapan kandidat pemimpin anyar IWI. Para calon ini lalu 
disaring lagi hingga menjadi lima orang. Dari pemungutan 
suara, Boediarso meraih kemenangan mutlak dengan 
perolehan 84,3 persen atau 43 dari 51 suara sah peserta 
kongres. Empat calon yang kalah kemudian dirangkul 
Boediarso menjadi wakil ketua. 


Bagi Boediarso sendiri, pemilihan Ketua IWI adalah 
pengalaman baru. "Terus terang saya belum pernah 
menjalani pemilihan organisasi seperti ini, lengkap dengan 
kampanye segala,” kata dia. 


Setumpuk pekerjaan rumah menanti Boediarso setelah 
resmi terpilih memimpin IWI. Terlebih ia mewarisi organisasi 
ini dari pengurus lama dalam kondisi nihil: tak mempunyai 
aset sama sekali, bahkan hal sekecil atribut bendera atau 
pataka. “Kondisinya sungguh memprihatinkan buat saya," 
kata Boediarso. 


Karena itu, ia langsung tancap gas begitu dilantik oleh 
Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Adi Suryanto. 
Bersama empat wakil ketua yang terpilih dalam kongres, 
Boediarso menggelar rapat maraton untuk menyusun 
kepengurusan organisasi dan menetapkan delapan 
bidang organisasi. Mengingat aset organisasi nihil, prosesi 
pelantikan pengurus dibiayai dari kocek pribadi Boediarso. 
Seusai acara pelantikan, pengurus baru meluncurkan situs 
DPP IWI, yang dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional | 
DPP WI. 


Menurut Boediarso, ada halmendasaryang mesti diperhatikan 
untuk meningkatkan kecakapan widyaiswara. Pertama, 
ia ingin widyaiswara mengadopsi teknologi digital di era 
normal baru (new normal), baik dalam hal pola pikir, perilaku, 
maupun cara bekerja. Boediarso sendiri beradaptasi dengan 
situasi pandemi dengan membuat sajian baru perkuliahan 
daring. “Bisa bekerja dengan fleksibel adalah salah satu cara 
untuk survive,” ujarnya. 


Adapun yang kedua terkait dengan perubahan proses 
pembelajaran, dari learn dan unlearn ke relearn. Boediarso 
menjelaskan, widyaiswara sebagai ASN mesti terus 
mempelajari hal baru dan mengedepankan inovasi berbasis 
teknologi informasi digital. 


Transformasi IWI dianggap Boediarso penting karena 
terkait dengan rebranding profesi widyaiswara sebagai 
guru birokrasi. Sebab, selama ini, stigma negatif yang 
melekat pada profesi ini masih kuat. Widyaiswara 
dianggap identik dengan bahan ajar jadul atau kuno dan 
tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Organisasinya 
pun kerap dijadikan tempat penampungan pejabat 
struktural yang terkena mutasi, sehingga dikenal istilah 
“diwidyaiswarakan". "Branding ini dilakukan setahap 
demi setahap. Ibarat merakit mobil, kami mulai dengan 
komponen terkecilnya,” ujar Boediarso. 


Tahap pertama rebranding adalah mengganti nama dan 
akronim organisasi, dari Ikatan Widyaiswara Indonesia 
menjadi Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI). 
Selanjutnya, pengurus baru juga mengubah logo APWI 
dengan desain yang lebih kekinian, menyimbolkan 
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Bersama 
direktur dan 
komisaris Jasa 
Marga 


profesionalitas, integritas, sinergi, dan prestasi. 
Tahap berikutnya, mengubah pataka, mengenalkan 
mars dan himne baru APWI, serta mengusung tema 
“Dengan Era Kebangkitan Widyaiswara Indonesia, 
Kita Mantapkan Proses Transformasi Profesi dan 
Organisasi Widyaiswara sebagai Agen Transformasi 
ASN Unggul Indonesia Maju". 


Perubahan nama dan akronim organisasi 
ditetapkan dalam Kongres Nasional Ke-8 pada 
18-19 September 2020, dan APWI sah sebagai 
badan hukum sejak 10 November 2020. Legalitas 
ini penting lantaran 20 tahun sejak IWI didirikan, 
aktanya belum pernah didaftarkan ke Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kongres 
ke-8 pula APWI menggagas program anyar, yakni 
membuka perpustakaan daring dan mendirikan 
penerbit untuk mengakomodasi percetakan buku- 


buku hasil karya widyaiswara. (”) 





WAKIL PEMERINTAH DI 
PERUSAHAAN NEGARA 


Boediarso Teguh Widodo baru menginjakkan kembali 
kakinya di hotel setelah meresmikan kantor cabang baru PT 
Biro Klasifikasi Indonesia di Kota Balikpapan, Kalimantan 
Timur, ketika ia mendapat panggilan dari Jakarta pada 
Mei 2005. Dari ujung telepon ia mendengar suara Menteri 
Keuangan Jusuf Anwar. 


“Boed, kamu lagi di mana?" kata Jusuf. 

“Saya sedang di luar kota, Pak,” ucap Boediarso. 
“Kamu sudah dapat (posisi) komisaris?” ujar Jusuf 
lagi. 

“Ada, Pak, kecil-kecilan,” ucap Boediarso. 

“Di mana?" kata Jusuf. 

“Di BKI, Pak," jawab Boediarso. 

“Apa itu BKI?" tanya Jusuf lagi. 

"PT Biro Klasifikasi Indonesia,” Boediarso 
menjelaskan. 

“Di situ kamu honornya berapa?" kata Jusuf. 

“Ya honor sekitar Rp 7,5 juta," jawab Boediarso. 


“Oh, ya sudah kalau begitu. Kamu besok ke 
tempat saya, ya" ujar Jusuf menutup percakapan. 


Mendapat panggilan dari Menteri Keuangan, Boediarso 
langsung membatalkan agenda esok harinya, yaitu 
meninjau sentra budi daya ikan arwana. Menumpang 
penerbangan pertama, dia meluncur kembali ke Ibu Kota 
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dan menghadap Jusuf Anwar pada pukul 10.00 di kantornya. 
Setelah menunggu cukup lama, Boediarso—saat itu 
menjabat Direktur Penyusunan APBN di Direktorat Jenderal 
Anggaran Kementerian Keuangan—melihat bosnya keluar 
dari ruangan dengan langkah terburu-buru. Rupanya, Jusuf 
harus mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. 


“Loh, kamu sudah lama menunggu?" tanya Jusuf. 
“Sudah, Pak," kata Boediarso. 


“Ya sudah sambil jalan," kata Jusuf. 


Kepada Boediarso, Jusuf menceritakan bahwa dia 
mendapat permintaan dari direksi PT Bank Bukopin untuk 
mengisi salah satu kursi komisaris. Ketika itu, direksi Bank 
Bukopin melaporkan kepada Jusuf bahwa mereka akan 
melangsungkan rapat umum pemegang saham, termasuk 
agenda pergantian direksi dan komisaris. Mendapat 
permintaan itu, Jusuf rupanya langsung terpikir pada 
nama Boediarso. “Saya tugasin kamu di Bank Bukopin," 
kata Jusuf dalam pertemuan singkat itu. 


Boediarso tidak bisa mengelak penugasan dari atasannya 
tersebut. Bahkan Jusuf sempat mengatakan bahwa honor 
sebagai komisaris Bank Bukopin sebesar Rp 25 juta 
setiap bulan. “Lumayan itu honornya,” ujarnya. Menyusul 
pemberitahuan itu, direksi Bank Bukopin menghubungi 
Boediarso. Dalam sebuah acara jamuan makan malam, 
Boediarso diberi tahu bahwa dia diangkat menjadi 
anggota Dewan Komisaris PT Bank Bukopin. “Ternyata 
pada saat saya masuk itu honornya sudah Rp 50 juta. Saya 
kaget juga, kok, besar banget. Tapi alhamdulillah,” ujar 
Boediarso. 


Setahun kemudian Boediarso ditunjuk menjadi Ketua 
Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Bukopin. Dalam 
kurun waktu itu honorarium untuk komisaris dinaikkan 
karena disesuaikan dengan persentase gaji direksi, yang 
kemudian disepakati dalam rapat umum pemegang 
saham. Sejak itu, honor Boediarso bertambah menjadi Rp 
70 juta per bulan. “Tapi yang paling besar adalah tantiem. 
Waktu itu tantiemnya sebesar Rp 1,7 miliar pada tahun 
pertama saya jadi komisaris,” kata dia. 


Sebagai anggota Dewan Komisaris Bank Bukopin, tugas 
utama Boediarso adalah melakukan pengawasan atas 
kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan 
oleh direksi. Dewan Komisaris juga memberikan nasihat 
kepada direksi untuk kepentingan perseroan, agar sesuai 
dengan maksud dan tujuan perseroan. 


kr 


Selain mengemban tugas pokok sebagai pejabat struktural 
Kementerian Keuangan, Boediarso mendapat penugasan 
Menteri Keuangan untuk mewakili instansi tempatnya 
bekerja sebagai anggota dewan komisaris pada badan 
usaha milik negara (BUMN) ataupun anggota dewan 
pengawas pada badan layanan umum. 


Keterlibatan dan kariernya dalam pengelolaan BUMN 
diawali dengan penugasan dari pemimpinnya saat itu, 
Kepala Biro Penyusunan APBN pada Badan Analisa 
Keuangan dan Moneter, Suhadi Hadiwijoyo, pada 2000. 
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6S 


Suhadi, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas 
Perum Pegadaian, menugasinya sebagai Sekretaris 
Dewan Pengawas Perum Pegadaian. Kala itu Boediarso 
menjabat sebagai Kepala Bagian Penerimaan Perpajakan 
pada Biro Analisa APBN—pejabat eselon III. “Karena saya 
dekat dengan beliau, saya diminta jadi sekretaris dewan 
pengawas," ujar dia. 


Empat tahun berselang, Boediarso 
didapuk sebagai anggota Dewan 


Karena saya dekat Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia 
dengan beliau, (BKI). Perusahaan ini bergerak dalam 
saya diminta jadi bidang sertifikasi kapal. Selama 
sekretaris dewan — lima tahun menjadi anggota Dewan 
pengawas. Komisaris PT BKI, Boediarso mendapat 


honor sebesar Rp 7,5 juta per bulan. 
Tapi dia ketika itu juga masih dipercaya merangkap sebagai 
Sekretaris Dewan Pengawas Perum Pegadaian. 


Boediarso melepaskan posisinya di Perum Pegadaian 
saat dia ditugasi menjadi anggota Dewan Komisaris 
PT Bank Bukopin mulai 2005. Meskipun berstatus 
perusahaan swasta nasional, Bukopin salah satu bank yang 
masuk penyelesaian Program Rekapitalisasi Perbankan 
Nasional yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN). “Bukopin terkena imbas krisis sehingga 
direkapitalisasi oleh pemerintah," tutur Boediarso. Dengan 
kepemilikan saham mencapai 22 persen di Bukopin, 
pemerintah dapat menempatkan komisarisnya. 


Selesai bertugas di Bank Bukopin, Boediarso menjadi 
anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) 
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar, Bali, pada 
2011-2014. 


Selain menjadi komisaris rumah sakit, Boediarso 
dipercaya menjadi anggota Dewan Komisaris PT 
Pupuk Petrokimia, Gresik (2012-2014), anggota 
Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk 
(2014-2018): anggota Dewan Pengawas BLU Pusat 
Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta 
(2015-sekarang): dan anggota Dewan Komisaris PT 
Taspen (Persero) sejak 3 Januari 2019 sampai 15 
Juni 2020. 


kk 
» Boediarso 
bersama Dewan 
Komisaris 
Jasamarga 
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Saat menjadi komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia, 
Boediarso menemukan adanya disharmoni dan 
rivalitas di antara dua kubu dalam pelaksanaan 


suksesi manajemen. Dua pihak yang berseteru 
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» Boediarso rapat 


dengan Taspen 


tersebut adalah kubu alumni Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, dan kubu 
alumni Universitas Hasanuddin, Makassar. “Bila 
tidak dikelola secara baik, rivalitas ini bisa menjadi 
bibit instabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari- 
hari di PT BKI," kata dia. 





Ketika bertugas sebagai anggota Dewan Pengawas 


BLU RSUP Sanglah, Boediarso mendapati masalah 
utama berupa belum optimalnya kualitas layanan 
kesehatan kepada pasien, terutama masyarakat 
berpenghasilan rendah, karena terbatasnya biaya 
operasional kesehatan. Rendahnya gaji manajemen 
dan karyawan rumah sakit juga sempat turut andil 
terhadap merosotnya kualitas layanan kesehatan di 


Sana. 


Boediarso belum lama ini rampung mengemban 
tugas sebagai anggota Dewan Komisaris PT Taspen 


(Persero). Selama sekitar satu setengah tahun menjabat 
sejak 3 Januari 2019, ia mencatat dua isu utama yang cukup 
krusial di Taspen. Selain masalah kelembagaan pengelolaan 
dana pensiun, khususnya di bidang ketenagakerjaan, 
masalah yang tidak kalah penting adalah pengelolaan 
penempatan dana investasi. Hal ini terutama karena PT 
Taspen (Persero) mengelola dana Akumulasi luran Pensiun 
(AIP) yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan jumlah 
yang sangat besar, Boediarso mengatakan, bukan mustahil 
banyak lembaga yang tergiur untuk bisa memanfaatkan 
dana yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) tersebut. 


Menjadi komisaris sangat membantu kehidupan Boediarso 
dan keluarganya. Ayah empat anak ini mengatakan bahwa 
menjadi pegawai negeri sipil, betapapun hebat posisinya, 
bakal tetap hidup pas-pasan jika hanya mengandalkan 
gaji. Bahkan jabatannya sebagai Direktur Penyusunan 
APBN di Kementerian Keuangan ketika itu tidak otomatis 
membuat Boediarso bergelimang penghasilan. “Nah, dari 
posisi komisaris itulah saya mendapatkan honor ekstra 
yang paling besar,” kata dia. 


Boediarso mengingat satu momen saat dia masih menjadi 
anggota Dewan Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia 
pada November 2004. Ketika itu, Menteri Keuangan Jusuf 
Anwar baru satu bulan bertugas. Boediarso, yang ingin 
memberangkatkan ibu dan kedua mertuanya berhaji, 
sempat dilanda kebingungan. Karena ketiga orang tuanya 
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sudah sepuh, ibunya berusia 77 tahun, ia dan istrinya mesti 
mendampingi mereka. Sedangkan November adalah 
puncak kesibukan dalam penyusunan APBN. 


Boediarso mengalami dilema. Di satu sisi, ia harus menemani 
ibu dan mertuanya. Di sisi lain, Menteri Jusuf membutuhkan 
pemikirannya. Di antara dua pilihan sulit itu, Boediarso 
memutuskan berangkat ke Tanah Suci, tentu saja tanpa setahu 
atasannya. "Saya izin mendadak melalui sekretarisnya. Kalau 
saya izinnya melalui Pak Menteri langsung, pasti enggak 
boleh, he-he-he...,” Boediarso menuturkan. 


Dia membulatkan tekad berangkat ke Tanah Suci karena 
sudah merogoh kocek sebesar Rp 110 juta. Duit yang 
telah dikumpulkan sejak lebih dari setahun sebelumnya 
itu untuk membiayai ongkos naik haji ibunya, kedua 
mertuanya, istri, dirinya sendiri, dan adik iparnya. Mereka 
mengunjungi Tanah Suci selama 40 hari. 


Sepeninggal Boediarso pada 24 Desember 2004 , keadaan 
di kantor Kementerian Keuangan rupanya tidak sedang 
baik-baik saja. Dua hari setelah kepergiannya ke Arab Saudi, 
Indonesia dilanda tsunami yang meluluhlantakkan Aceh. 
Jusuf Anwar kelimpungan. Tanpa kehadiran Boediarso, 
tidak ada yang bisa diandalkan untuk menangani urusan 
penyusunan APBN. “Beliau murka. Tapi beliau enggak 
berani mengganggu saya karena sudah diberi tahu kalau 
saya naik haji,” kata Boediarso. 


Dari Mekah, Boediarso rupanya tetap memantau kondisi 
Tanah Air. Dia tidak lepas tanggung jawab begitu saja meski 
sedang menunaikan ibadah haji. Dengan ponsel Nokia 


Communicator—jenis telepon seluler untuk kalangan 
eksekutif yang dikenal canggih pada masa itu—Boediarso 
rutin menjalin komunikasi dengan para rekan kerjanya di 
Kementerian Keuangan. "Saya masih memberi feedback- 
feedback juga," ucapnya. 





Selama menjalani prosesi ibadah haji, Boediarso ke mana- 
mana mendorong kursi roda yang dinaiki sang ibunda. 
Sepanjang pertemuan dengan orang lain, selalu ada 
yang mendoakan mereka. Boediarso meyakini bahwa doa 
orang berhaji sangat manjur. Dia membuktikannya saat 
kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Sejak pulang itu, 
kehidupannya berubah 180 derajat. “Saya seperti dikasih 
harta,” kata dia. Boediarso, misalnya, dibelikan mobil 
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Toyota Vios oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia. Untuk ukuran 
perusahaan yang tidak terlalu besar, dia menambahkan, 
Vios adalah mobil yang terbilang mewah bagi komisaris PT 
Biro Klasifikasi Indonesia. 


Di kantor Kementerian Keuangan, Boediarso tak serta- 
merta “lolos” dari kemarahan Menteri Jusuf. Ketika 
menghadap bos besarnya itu, ia langsung disemprot. 
Sang Menteri tampaknya sudah kehabisan amarah. Tapi 
tetap saja ia melontarkan teguran keras kepada Boediarso. 
“Perbaiki kelakuanmu,” kata Menteri Jusuf. “Siap, Pak. 
Mohon maaf,” jawab Boediarso. Selang beberapa bulan 
setelah itu, tepatnya pada Mei 2005, ia malah diangkat 
menjadi komisaris Bank Bukopin. Sejak itu, rezeki yang 
melimpah seakan-akan tidak pernah jauh dari jalan 
kehidupan Boediarso.(”) 
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Tentu tidak mudah 
mengelola tekanan. 
Tapi, saat berada 
dalam tekanan kerja 
yang tinggi, dia justru 
semakin tekun dan 
tidak banyak bicara. 
Saya kira itu kehebatan 
Boediarso. 


Di Mata 
Mitra “Kerja 





MERANCANG ANGGARAN DAN MERAJUT KEINDONESIAAN BIOGRAFI BOEDIARSO TEGUH WIDODO 





“Kalau Sudah Kerja, 
Lupa Segalanya” 


Marwanto Harjowiryono 


Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan 2013-2019 


Saya mengenal Boediarso sejak pertama kali bekerja 
di Kementerian Keuangan pada 1983. Saat itu masih 
Departemen Keuangan. Dia bergabung enam bulan lebih 
dulu dan ditempatkan di Biro Perencanaan Sekretariat 
Jenderal Departemen Keuangan—lembaga think tank 
Menteri Keuangan dalam menyusun kebijakan fiskal. 


Sosoknya pendiam. Mungkin ini bisa dipahami karena 
dia dari Semarang. Berbeda dengan orang dari Jakarta 
atau Surabaya yang lebih blakblakan. Tapi, di balik sikap 
diamnya itu, dia sangat tekun dan rajin dalam melakukan 
pekerjaannya. Boediarso itu orangnya luar biasa 
workaholic. Kalau sudah kerja, dia lupa segalanya. 


Kami kebetulan ditempatkan pada divisi yang berbeda. 
Saya mengurusi masalah pendapatan negara, Boediarso 
ketika itu mengurus masalah belanja negara. Tugas kami 
menyiapkan RAPBN dan kebijakan fiskal. Dengan jumlah 
pegawai sebanyak 60 orang, Biro Perencanaan saat 


itu setingkat eselon II. Kepala bironya, Dono Iskandar 
Djojosubroto, merupakan pemimpin yang pintar, masih 
muda, dan doktor lulusan University of Illinois, Amerika 
Serikat. Dia menjadi kepala biro sekaligus tangan kanan 
Menteri Keuangan Ali Wardhana. Saya masuk ketika Pak 
Ali lengser. 


Saya sempat berpisah dengan Boediarso ketika melanjutkan 
kuliah S-2 di Vanderbilt University, Amerika Serikat, pada 
1988-1991. Sepulang dari Negeri Abang Sam, saya lebih 
dulu dipromosikan ke eselon III, lantas menjabat Kepala 
Biro Analisa APBN. Sedangkan Boediarso menyusul saya 
ke eselon III pada 1994. Dia bergabung dalam tim saya 
dan bekerja bersama saya. Sejak itu, kami lebih sering 
berinteraksi. 


Saya masih menjabat Kepala Biro Analisa APBN saat krisis 
ekonomi menghantam Indonesia pada 1998. Demonstrasi 
marak, banyak tembak-menembak dan aksi bakar- 
membakar. Itu momen yang sangat berat dan saya harus 
menghadapi Bank Dunia dan IMF. Beruntung dalam tim 
saya ada Boediarso. Dia sangat sigap dalam menyediakan 
data fiskal. Dengan dukungan Boediarso sebagai ahlinya 
dalam penulisan dan penyusunan APBN, saya maju sebagai 
juru bicara untuk bernegosiasi dengan orang-orang bule 
itu. IMF, misalnya, bertanya berapa pendapatan negara 
bulan ini, berapa belanjanya, dan berapa defisitnya, lalu 
defisitnya ditutup dari mana. 


Ketika itu, subsidi minyak masih tinggi sekali. Bagian itu 
sangat disorot oleh IMF. APBN-nya defisit, tapi masih 
memberikan subsidi yang banyak. Saya paling sulit 
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menjelaskan itu kepada IMF dan Bank Dunia karena 
persoalan subsidi tidak hanya berkaitan dengan masalah 
ekonomi, tapi sangat erat hubungannya dengan masalah 
politik. Subsidi minyak sudah menjadi urusan political 
economy. 


Pertanyaan dari tim IMF dan Bank Dunia sampai membuat 
kami gondok. Pernah, ketika kami sedang menyusun 
APBN, mereka tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. 
Padahal harga minyak mentah saat itu naik. Akibatnya, 
ongkos produksi juga naik, tapi pendapatan dari menjual 
BBM kecil sehingga ada “bolong” -nya. Bolong tersebut 
harus ditutup oleh pemerintah dalam bentuk defisit. 


Selama periode di Biro Analisa APBN ini pula saya 
menyaksikan Boediarso dengan etos kerjanya yang 
konsisten. Waktu itu, kalau urusan lembur, dia paling 
sering di antara para pegawai Biro Analisa APBN. Kami 
kerap lembur bukan hanya kerja sampai malam, bahkan 
Sabtu dan Minggu juga terkadang harus ngantor. 


Kami menjalani periode krisis ekonomi yang penuh 
tekanan. Di momen itulah saya melihat ada pegawai yang 
menjadi lebih khusyuk dalam berdoa, ada yang makannya 
lebih banyak, ada pula yang menjadi lebih tekun dan 
serius. Nah, Boediarso termasuk golongan yang terakhir 
ketika sedang stres. Tentu tidak mudah mengelola tekanan. 
Tapi, saat berada dalam tekanan kerja yang tinggi, dia 
justru semakin tekun dan tidak banyak bicara. Saya kira itu 
kehebatan Boediarso. 


xx 





"Pengawal Dana Desa" 


Syarifuddin 


Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 
Kementerian Dalam Negeri 


Era kepemimpinan Menteri Keuangan Muhammad Chatib 
Basri menandai tonggak baru jalan karier Boediarso. 
Selain menjadi Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, yang 
diembannya sejak zaman Menteri Agus Martowardojo, 
dia dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal 
Perbendaharaan sejak 1 September 2013. 


Setelah melalui masa tugas yang relatif singkat, yakni 
selama tiga bulan, Boediarso langsung didapuk sebagai 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Menjabat 
selama lima tahun, dia ikut mengawal kebijakan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa. 


Bagi kami di Kementerian Dalam Negeri, mengelola dana 
desa yang baru disalurkan sejak 2015 itu bukan perkara 
mudah. Apalagi jumlahnya mencapai puluhan triliun untuk 
puluhan ribu desa. Waktu itu program Dana Desa, yang 
merupakan janji politik Presiden Joko Widodo selaku 
pemenang pemilihan presiden 2014, sempat mendapat 
tentangan dari sebagian anggota parlemen. Pada momen 
itulah saya menyaksikan kepiawaian Boediarso dalam 
berkomunikasi dengan DPR. 
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Kepada wakil rakyat di Senayan, Boediarso dapat 
menjelaskan dengan detail dari mana sumber anggaran 
program Dana Desa yang sangat besar tersebut 
serta cara pengalokasiannya. Bersama saya dan tim 
Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah, 
dia bisa memberikan argumentasi yang rasional. Dengan 
banyaknya desa yang harus mendapatkan dana desa, 
Boediarso merancang formulasi dengan menghitung 
secara asimetris dengan pertimbangan berbagai indikator. 


Tanpa mengubah pagu secara nasional, Boediarso 
mengatur pembagian dana desa berdasarkan, antara lain, 
luas wilayah dan jumlah penduduk desa. Harapannya dana 
desa dapat dibagi seadil mungkin meskipun tak bisa 100 
persen. Pembahasan formulasinya memang relatif alot. 
Tapi, ketika dana mulai disalurkan ke daerah, para bupati 
dan wali kota bisa menerima dan mengimplementasikan 
kebijakan ini tanpa menimbulkan kegaduhan. Sebab, kalau 
salah formula, bisa ribut se-Indonesia. 


Sebelum dibawa ke Senayan, diskusi tentang Dana Desa di 
tingkat pemerintah, khususnya antara Kementerian Dalam 
Negeri dan Kementerian Keuangan, kerap berlangsung 
alot. Di lingkup internal Kementerian Dalam Negeri, Dana 
Desa dibahas oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah 
dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa. Sepanjang 
pengalaman mengikut rapat-rapat pembahasan Dana 
Desa dengan tim Kementerian Keuangan, saya melihat 
Boediarso sebagai orang yang sangat komunikatif. Diskusi 
di lingkup internal pemerintah tentu tidak setegang ketika 
kami mengikuti rapat dengan anggota DPR, seperti yang 
sering terlihat di televisi. 


Dalam setiap diskusi, Boediarso selalu menyertakan 
sederet argumentasi lengkap dengan menampilkan 
datanya. Dengan cara seperti itu, kami dapat lebih mudah 
memahami setiap kebijakan yang diambil Kementerian 
Keuangan. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, 
dan setiap pihak ingin mempertahankan pendirian, 
pembahasannya tidak lantas membuat kami saling ngotot 
untuk menang sendiri. Sering kali kami mencari alternatif 
yang terbaik demi kepentingan bangsa. 


Kolaborasi dengan Boediarso juga saya lakoni saat kami 
menyosialisasikan formulasi dana desa ke daerah. Dari 
beberapa kali kunjungan ke daerah, kami tidak pernah 
mendapat resistansi dari pemerintah setempat karena 
mereka menyadari bahwa dana desa merupakan dana 
tambahan dari pusat, sehingga tidak mengganggu APBD. 


Pada masa awal penyaluran dana desa, kami justru 
sering mendapat pertanyaan dari kepala daerah tentang 
kelurahan yang tak memperoleh dana desa. Pertanyaan 
kerap disampaikan oleh pemerintah kota yang tidak 
memiliki desa. Melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh 
Indonesia (Apeksi), misalnya, mereka memberikan masukan 
kepada pemerintah pusat. Alasan mereka ketika itu adalah 
pemerintah kota tidak mendapatkan perlakuan yang sama 
dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai desa. 
Padahal di kota juga banyak terdapat masyarakat miskin. 


Akibat sering dipertanyakan, Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian Keuangan yang dipimpin Boediarso 
menggodok kebijakan dana untuk kelurahan mulai 2018. 
Walaupun nilainya tak sebesar dana desa, pemerintah 
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pusat akhirnya setuju mengalokasikan dana untuk 
kelurahan. Dana sebesar Rp 3 triliun dialokasikan kepada 
8.122 kelurahan di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2019. 
Mekanisme penyalurannya melalui Dana Alokasi Umum 
yang dianggarkan di APBN 2019. Dengan kebijakan itu, 
sekarang tidak ada lagi kegaduhan soal dana kelurahan. 


Ketika masa awal pembahasan program Dana Desa, 
Boediarso menaruh perhatian pada kesiapan aparat desa 
dalam mengelola dana yang besar. Dari laporan yang 
kami terima saat itu, ketidaksiapan aparat desa, dari 
administrasi pembukuan hingga kebijakan pelaksanaannya, 
diperkirakan muncul khususnya di desa-desa yang 
terletak jauh di pelosok. Mendapati realitas di lapangan 
seperti itu, pemerintah tidak lantas mengurungkan niat 
untuk mengalokasikan dana ke setiap desa. Dengan 
menggandeng kepolisian dan kejaksaan, kami kemudian 
merumuskan cara untuk memitigasi risiko kemungkinan 
penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa. 


Waktu itu kami berpikir jangan sampai karena ulah oknum 
tertentu, pemerintah harus merombak kebijakan lagi secara 
nasional. Kami justru berpikir bagaimana penegakan 
hukum untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Dari 
pendekatan tersebut, penyaluran dan pemanfaatan dana 
desa dari tahun ke tahun semakin baik. 


Sejak disalurkan pada 2015 hingga 2019, pemerintah pusat 
telah mengalokasikan anggaran Dana Desa mencapai Rp 
257 triliun. Rinciannya meliputi Rp 20,67 triliun (2015), 
Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun 
(2018), dan Rp 70 triliun (2019). 


» kok 





“Negosiator yang 
Tangguh" 


Askolani 


Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan 


Perkenalan saya dengan Boediarso telah merentang sejak 
1991. Mulai awal merintis karier di Kementerian Keuangan 
sampai menjadi pemimpin struktural, kami sering bekerja 
sama. Ketika itu, saya menjadi staf di Badan Analisa 
Keuangan Negara, Perkreditan, dan Neraca Pembayaran 
(BAKNPNP), sementara Boediarso salah satu kepala seksi 
eselon IV di sana. Walaupun saya berbeda bagian dengan 
Boediarso, yang saat itu lebih dulu bertugas di BAKNPNP, 
kami sering berinteraksi dan bekerja sama dengan kolega 
di bidang-bidang yang lain. 


Saya mengenal Boediarso sebagai figur yang ramah. 
Masih terekam jelas dalam ingatan saya waktu pertama 
kali masuk BAKNPNP, Boediarso salah satu pejabat senior 
yang selalu menyapa saya dan mengajak berkomunikasi. 
Saya selalu mengingat momen tersebut. Selama kami 
bekerja di BAKNPNP, saya mengenal Boediarso sebagai 
orang yang sangat berdedikasi. Tidak hanya berinteraksi 
secara formal dalam urusan kerja, kami juga dekat secara 
pertemanan. Boediarso memang menjalin hubungan 
dekat dengan berbagai koleganya. 
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Selama di Badan Analisa Keuangan, yang kini menjadi 
Badan Kebijakan Fiskal, saya banyak belajar dari Boediarso. 
Meski posisinya sebagai salah satu pemimpin, dia selalu 
memberikan perhatian kepada saya dan anak buahnya 
yang lain. Kebetulan kami berselisih angkatan sepuluh 
tahun. Tapi Boediarso tidak pernah menjaga jarak dengan 
koleganya. Tak hanya menyapa dan berdiskusi, dia juga 
kerap mengajak kami guyon. Perbedaan latar belakang 
dan kultur, saya sebagai orang Palembang dan dia orang 
Jawa, tidak lantas membuat interaksi kami menjadi kaku. 


Sementara dengan pemimpin lain terkadang masih ada 
gap, saya dan Boediarso cukup sering makan bersama 
di luar. Kami sesekali bertukar cerita tentang keluarga. 
Jadi betul-betul seperti teman dekat. Tapi, untuk urusan 
pekerjaan, Boediarso sangat profesional dan total. Setiap 
diserahi tanggung jawab, dia akan mengerjakannya 
sampai tuntas. Bahkan dia bisa mengerjakannya sampai 
pukul 23.00-24.00. Itu tidak hanya berlangsung satu- 
dua hari, tetapi kadang berhari-hari karena tugas analisis 
bidang keuangan membutuhkan waktu khusus untuk 
pengerjaannya. 


Detail, perfeksionis, dan konsisten. Itulah kesan yang saya 
tangkap mengenai Boediarso. Saat dia menjadi pejabat 
eselon III, saya melihat cara kerjanya dan anak buahnya 
dalam menyiapkan bahan tulisan untuk Nota Keuangan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sangat sistematis. Kala itu, beliau tidak menjadi atasan 
saya langsung. Ketika beliau menjabat eselon II, saya 
melihat pola kerjanya yang memperhatikan detail masih 
dilakukan seperti masa sebelumnya. 


Boediarso adalah Direktur Penyusunan APBN di Direktorat 
Jenderal Anggaran yang paling lama penugasannya. 
Sepanjang menjabat pada 2004-2012, beliau menjadi salah 
satu pakar bidang APBN. Saya mengingat pernah terjadi 
pergantian pemimpin di Kementerian Keuangan. Saat itu 
menterinya langsung berhubungan dan berkomunikasi 
dengan Boediarso meski jabatannya direktur. Itu karena 
dia dikenal sangat mumpuni dan menguasai seluk-beluk 
APBN. 


Meski doyan bersenda-gurau dengan kolega dan anak 
buahnya, Boediarso merupakan orang yang sangat serius 
dalam pekerjaan. Ketika bekerja, terkadang tensinya 
bisa tinggi. Sewaktu masih di Badan Analisa Keuangan, 
saya pernah mendapati beliau sedang bekerja sampai 
larut malam karena menyelesaikan tugas dari pimpinan. 
Keningnya terlihat sampai merah saking fokusnya. 


Dedikasi Boediarso dalam bidang kerjanya terekam saat 
Indonesia menghadapi fase baru setelah krisis ekonomi 
1998. Selama penyusunan APBN era reformasi, dia adalah 
salah satu pejabat Kementerian Keuangan yang intens 
berkomunikasi langsung dan berdiskusi dengan Dana 
Moneter Internasional (IMF). Tim IMF datang ke kantor 
Kementerian Keuangan secara berkala setiap bulan. Ada 
kalanya, ketika diskusi berlangsung mulus, masukan IMF 
dapat diakomodasi. Tapi, ketika masukan mereka dinilai 
tidak pas, Boediarso tidak segan mendebat tim IMF. 
Beliau salah satu negosiator Kementerian Keuangan yang 
tangguh. Dia bisa meyakinkan mana yang masuk akal dan 
mana yang bisa terbuka untuk didiskusikan dengan IMF. 
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Dinamika kami berdiskusi dengan IMF menjadi momen 
krusial pada saat itu. Sebab, masukan dari IMF yang telah 
disepakati harus menjadi bahan pertimbangan untuk 
menyusun kebijakan dan menuangkannya dalam nota 
RAPBN. Cukup banyak yang di-reviu oleh tim IMF kala 
itu, dari persoalan makroekonomi, sektor minyak dan 
gas bumi, sistem kebijakan kepegawaian, hingga sektor 
keuangan. 


Salah satu hal yang menjadi sumber perdebatan panjang 
dengan IMF adalah asumsi dalam indikator ekonomi makro. 
Misalnya kemampuan ekonomi, dari mana sumbernya, 
berapa besar inflasi, berapa harga bahan bakar minyak, dan 
subsidi. Itu kami diskusikan sampai detail dengan tim IMF. 
Maka berbagi data menjadi bagian yang penting dalam 
negosiasi itu. Boediarso memastikan bahwa penilaian dan 
argumen kami selalu berbasis data. 





“Selalu Ada 
Alternatif Solusi" 


Suprayoga Hadi 


Mantan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah 
Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 


Sekitar delapan tahun setelah perkenalan pertama, saya 
kembali berinteraksi dengan Boediarso sebagai pejabat 
eselon | di kementerian masing-masing. Program Dana 
Desa yang berjalan mulai 2015 kembali mempertemukan 
kami. Kementerian Keuangan, yang digawangi Boediarso 
selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, menjadi 
penanggung jawab penyaluran dana desa. Sedangkan 
kami bertugas mengawal pemanfaatan dana desa melalui 
penyiapan pendamping desa. 


Pendamping desa bertugas antara lain memfasilitasi 
aparat desa untuk dapat mengawal pemanfaatan dana 
desa buat kepentingan masyarakat desa tersebut. Salah 
satu contoh pemanfaatan dana desa adalah mempercepat 
pembangunan ataupun perbaikan sarana dan prasarana 
layanan publik. Dengan perbaikan kuantitas dan kualitas 
pelayanan publik, ketimpangan antardaerah dan 
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kemiskinan bisa dikurangi, kesejahteraan masyarakat pun 
dapat ditingkatkan. 


Sejak Desember 2014 sampai Juni 2015, kami bekerja 
sama secara intensif membahas alokasi dan penyaluran 
dana desa. Saat itu, kami untuk pertama kalinya merancang 
peraturan turunan tentang desa. Sebagai program baru, 
banyak sekali hal yang kami diskusikan tentang Dana 
Desa. Apalagi dana awal yang disiapkan pemerintah pusat 
ketika itu mencapai hampir Rp 21 triliun. Ini tentu jumlah 
yang sangat besar. 


Masa itu menjadi momen krusial karena kami harus 
menghitung formula alokasi dana desa dari Kementerian 
Keuangan yang disalurkan melalui Kementerian Desa. 
Bersama dengan pejabat Direktorat Jenderal Bina 
Pemerintahan Desa Kementerian Desa, saya dan Boediarso 
menetapkan kriteria-kriteria pengalokasian dana desa 
untuk selanjutnya didiskusikan dengan Komisi II Dewan 
Perwakilan Rakyat. 


Ada empat kriteria dalam menentukan formula alokasi 
dana desa. Pertama, faktor wilayah desa. Kedua, jumlah 
penduduk desa. Ketiga, angka kemiskinan di desa 
tersebut. Keempat, aspek keterjangkauan ke kota dari segi 
geografis. Semuanya punya bobot yang perlu disesuaikan 
dan diprioritaskan. Selama enam bulan kami merumuskan 
formulasi serta melakukan exercise dan simulasi. Seluruh 
prosesnya berjalan lancar karena Boediarso dan timnya 
selalu siap dengan alternatif solusi. 


Pernah ada momen yang cukup alot ketika kami 
mendiskusikan Dana Desa dengan anggota parlemen di 


Senayan. Waktu itu sedang proses penyusunan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 
tentang Desa. Sebelumnya, aturan turunannya adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kemudian 
kami sempurnakan menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015. 
Inti aturan itu adalah semacam kewajiban dari daerah 
untuk bisa mengalokasikan dana pendamping. Dana 
pendamping bersumber dari Dana Alokasi Khusus 
atau dari Dana Alokasi Umum yang selama ini sudah 
dianggarkan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. 
Dari situ diambil sepuluh persennya dan dialokasikan juga 
untuk desa. Itu dijadikan semacam salah satu prasyarat 
kalau dana desa hendak dialokasikan tepat waktu. 


Saat itu, sejumlah anggota DPR mempertanyakannya. 
Mereka menilai prasyarat itu tidak adil karena harus ada 
kewajiban dari daerah untuk mengalokasikan dana. 
Istilahnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi 
kewajiban dari setiap kabupaten. Padahal, dalam beberapa 
kasus, ada beberapa daerah yang “nakal” dan tidak 
mengalokasikan dana yang cukup. Akibatnya, penyaluran 
dana desa sempat ditunda untuk desa-desa tertentu. Ini 
yang lantas menjadi pembelajaran kami. 


Dalam penerapannya di lapangan, periode awal penyaluran 
dana desa ketika itu memang terkendala dalam sisi 
penyerapan yang masih sangat beragam. Ada desa-desa 
yang sudah siap secara administrasi dan implementasi 
program kerja. Desa-desa di Jawa, contohnya, sudah relatif 
mumpuni dari sisi sumber daya aparaturnya yang mungkin 
sudah terbiasa dengan pengelolaan anggaran. Apalagi 
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desa tinggal menerima dana yang sudah ditentukan dan 
disalurkan dari pemerintah pusat. 


Tahap awal penyaluran dana desa juga tidak diberikan 
sekaligus. Waktu itu kami mengalokasikannya dalam tiga 
kali tahapan, masing-masing sebesar 40 persen, lalu 40 
persen berikutnya, dan terakhir 20 persen. Belakangan, 
penyalurannya sudah dibagi menjadi dua termin, masing- 
masing 60 dan 40 persen. Penyesuaian skema penyaluran 
ini rupanya berpengaruh terhadap daya serap dana desa. 
Sementara pada tahun awal sekitar 80 persen, penyerapan 
tahun ini sudah hampir 96 persen. 


Boediarso dan tim Kementerian Keuangan tidak hanya 
siap dalam menggodok formulasi alokasi Dana Desa. 
Mereka juga menyiapkan diseminasi dan pembekalan 
yang matang di lapangan. Sewaktu penyelenggaraan 
awal Dana Desa, tim yang dipimpin Boediarso selalu 
melibatkan kami dalam menggelar regional consultation 
untuk menyosialisasikan Dana Desa. Dengan anggaran 
di Kementerian Desa yang saat itu masih sangat terbatas 
untuk memberikan pembekalan desa, inisiatif yang diambil 
Boediarso sangat membantu kami. Pada saat bersamaan, 
kami juga selalu menggandeng Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 


Sebagai motorpenggerak penyaluran dana desa, Boediarso 
selalu hadir dalam forum sosialisasi atau konsultasi dengan 
berbagai kepala daerah. Seingat saya, malah saya yang 
lebih sering pamit karena jadwal yang ada ketika itu belum 
tentu klop dengan jadwal kami di Kementerian Desa 
ataupun kolega di Kementerian Dalam Negeri. Adapun 


tim Kementerian Keuangan lebih siap dalam menjalankan 
safari ke daerah, yang dalam hal ini dijadikan satu paket 
dengan forum konsultasi rutin Kementerian Keuangan 
dengan daerah, yang dipimpin oleh Boediarso. 
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“Peduli terhadap Anak Buah" 


Kunta Wibawa 


Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara 
Kementerian Keuangan (2020-2021) 


Saya mengenang Pak Boediarso Teguh Widodo seperti dua 
sisi mata uang. Mantan atasan saya di Direktorat Jenderal 
Anggaran Kementerian Keuangan itu adalah orang yang 
tekun, teliti, dan pekerja keras. Dia juga tipe pemimpin 
yang selalu memperhatikan kondisi anak buahnya. Bahkan 
sampai urusan hal-hal kecil tidak luput dari perhatiannya. 
Tapi Boediarso juga adalah orang yang sangat galak. 


Kami pertama kali bekerja sama pada akhir 1999. Saat 
itu, saya menjabat eselon IV di Badan Analisa Keuangan 
dan Moneter—kini Badan Kebijakan Fiskal. Sedangkan 
Pak Boediarso menduduki jabatan eselon III. Tapi ketika 
itu kami jarang berinteraksi secara langsung. Hubungan 
profesional kami mulai dekat saat kami dipindahkan 
ke Direktorat Jenderal Anggaran sekitar empat tahun 
kemudian. Pak Boediarso, yang naik jabatan sebagai 
Direktur Penyusunan APBN, menjadi atasan saya, yang 
ketika itu menjabat Kepala Bidang Pajak. Perbincangan 


kami tak jauh-jauh dari APBN. 


Pak Boediarso sangat menyadari bahwa dalam urusan 
penyusunan APBN tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. 
Selisih penulisan angka nol koma dalam pendapatan pajak, 
misalnya, dapat berisiko besar karena datanya sampai ke 
tangan presiden. Di situlah kami hampir setiap hari bekerja 
dari pagi sampai malam. 


Dengan karakter yang teliti dan pekerja keras, Pak 
Boediarso butuh waktu yang lama untuk mengoreksi 
pekerjaan anak buahnya. Saya mengingat betul ketika 
beliau mengeluarkan disposisi dan koreksi setelah 
pukul 17.00. Akibatnya, kami harus bekerja lembur. Hal 
seperti itu sering terjadi. Walhasil, pola kerja keras yang 
diterapkan Pak Boediarso membuat para pegawai pada 
bidang penyusunan APBN waktu itu hanya memiliki dua 
pilihan: terus menjomlo atau telat menikah. 


Tapi Pak Boediarso selalu memperjuangkan nasib anak 
buahnya. Salah satu cara beliau adalah memperbaiki 
kesejahteraan kami. Insentif untuk para pegawai 
penyusunan APBN, misalnya, pertama kali diberikan di 
era kepemimpinan Pak Boediarso. Dengan insentif itu, 
pendapatan kami lebih tinggi dibanding pegawai direktorat 
lain. Saat itu, hanya direktorat kami yang mendapatkan 
insentif kerja. 


Pak Boediarso juga ikut memikirkan solusi untuk pegawai 
bagian pelaksana yang harus pulang malam tapi kehabisan 
kereta. Kepada pegawai pelaksana yang rumahnya jauh, 
misalnya, dia memberikan ongkos taksi. Dalam situasi 
yang sangat mendesak, Pak Boediarso bahkan terpikir 
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untuk memesankan kamar hotel bagi pegawai yang lembur 
hingga larut malam agar tidak capek bekerja esok harinya. 


Di luar kepeduliannya yang tinggi, Pak Boediarso tidak 
segan menyemprot anak buahnya yang berbuat kekeliruan 
dalam bekerja. Saya termasuk yang sering kena marah 
dan kejadiannya macam-macam. Pernah suatu kali saat 
penyusunan APBN, kami mengurangi angka belanja karena 
menyesuaikannya dengan proyeksi penerimaan pajak 
sehingga defisitnya tidak terlalu besar. Ketika realisasi, 
ternyata penerimaan pajak bisa melampaui proyeksinya. 
Walhasil, defisitnya menjadi jauh lebih baik. 


Mendapati hal itu, Pak Boediarso marah besar. Beliau 
mengatakan kepada saya bahwa seharusnya angka belanja 
jangan dipotong lagi jika pajaknya diketahui meningkat. 
Dia sampai menuding saya tidak bisa menghitung. Saya, 
yang tidak merasa berbuat kesalahan, mendebat balik Pak 
Boediarso. Kami nyaris “berantem”. Saya mengatakan 
bahwa beliau salah sasaran karena kesalahan penghitungan 
ada di teman-teman pada bagian belanja, bukan pajak. Di 
situ saya tak kalah marahnya. 


Setelah saya menjelaskan semuanya dengan detail, 
barulah beliau menyadarinya. Dua-tiga hari kemudian, dia 
mendekati saya untuk berdamai. Tapi saya sudah telanjur 
marah dan intinya saya tidak menerima permintaan 
maafnya. Salah satu cara beliau untuk mengajak berdamai 
adalah mentraktir makan. Saat itu, ia mengajak saya ke 
Sop Buntut Cut Meutia, Bakmi Gajah Mada, hingga Sate 
Senayan. Tapi saya tidak menanggapinya. Saya membuat 
beribu alasan setiap kali diajak makan oleh Pak Boediarso. 
Namun saya tetap bekerja secara profesional. 


Belakangan saya mengetahui bahwa beliau saat itu marah 
besar karena sebelumnya dia dimarahi oleh kementerian 
dan lembaga lain karena dianggap memangkas anggaran 
belanja. Kejadian seperti itu bukan hanya sekali. Pernah 
juga Pak Boediarso memarahi kami, para anak buahnya, 
karena beliau sebelumnya dimarahi Menteri Keuangan. 
Saya dan teman-teman tentu merasa dongkol karena kami 
menjadi sasaran kemarahan atas kesalahan yang belum 
tentu kami perbuat. 


Ada pelajaran berharga yang saya peroleh dari pengalaman 
bekerja sama dengan Pak Boediarso. Selain meneladani 
ketekunan dan kerja kerasnya, saya berusaha tidak 
membawa kemarahan atasan. Ini saya terapkan dalam 
karier saya selanjutnya. Jadi, setiap kali dimarahi atasan, 
misalnya, saya akan “menelannya” untuk diri sendiri. Saya 
tidak meneruskan kemarahan itu kepada para anak buah 
saya. Sebab, saya mengetahui bahwa semua hasil kerja 
anak buah selalu melalui saya. Saya tentu mempunyai 
andil apabila hasil kerja kolektif tersebut mengandung 
kesalahan. 


Bagi saya, sederet pengalaman bersama Pak Boediarso 
kini menjadi kenangan yang berkesan. Saya dan kawan- 
kawan di bagian penyusunan APBN waktu itu sampai 
membuat buku berjudul Mati Ketawa Bersama Pak Boedi, 
pelesetan buku humor berjudul Mati Ketawa Cara Rusia. 
Buku tipis itu berisi cerita lucu teman-teman yang pernah 
berinteraksi dengan Pak Boediarso, termasuk yang pernah 
menjadi korban amarahnya. Kami menyerahkan buku itu 
saat acara pisah-sambut Pak Boediarso pada 2012. Ketika 
itu, beliau ditunjuk sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan 
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Selama hampir 40 tahun 
berkarier di Kementerian 
Keuangan, Boediarso Teguh 
Widodo mengalami banyak 
peristiwa penting. Berikut ini 
sejumlah pandangan yang dia 
tulis sendiri tentang momen- 
momen penting itu. 


Ide dan 
Gagasan 


KRISIS EKONOMI 
1997-2001 DAN 
BELENGGU IMF 


Pada saat krisis ekonomi 
melanda Indonesia, sejak 
pertengahan 1997, terjadi 
perubahan yang sangat dahsyat 
dalam perkembangan nilai 
tukar (kurs) rupiah dari hari ke 
hari, yang kemudian berubah 
menjadi krisis mata uang, krisis 
moneter, krisis ekonomi, dan 
akhirnya krisis multidimensi. 
Berbagai perkembangan tersebut 
menyebabkan kondisi ekonomi 
menjadi tidak terkendali, yang 
mengakibatkan RAPBN Tahun 
1998/1999 yang baru saja 
disampaikan kepada 
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DPR oleh Presiden dengan Pidato atau Keterangan 
Pemerintah Pengantar RAPBN 1998/1999 beserta Nota 
Keuangannya harus direvisi kembali beberapa kali. Hal 
ini terutama karena besaran defisit anggaran, asumsi 
dasar ekonomi makro, serta program-program pemulihan 
ekonomi yang disepakati bersama antara pemerintah RI 
dan IMF sebagaimana tertuang dalam letter of intent, dinilai 
tidak sesuai atau belum tercakup dalam RAPBN 1998/1999 
dan Nota Keuangannya, sehingga perlu disesuaikan dan 
diakomodasi. 


Sejak pemerintah Indonesia memutuskan meminta 
dukungan keuangan dan bantuan teknis dari Dana 
Moneter Internasional (IMF), dengan menandatangani 
nota kesepakatan (letterof intent, LOI) untuk melaksanakan 
program stabilisasi makroekonomi dan reformasi di bidang 
keuangan dan sektor riil, sebagai upaya untuk keluar dari 
krisis ekonomi pada pertengahan 1997 hingga 2003, kita 
hampir kehilangan kebebasan dan kemerdekaan dalam 
merumuskan sendiri kebijakan dan mengambil berbagai 
keputusan strategis yang menentukan nasib jutaan 
penduduk, warga negara kita. Selama berlakunya kontrak 
kerja sama dengan IMF, kita terikat dengan butir-butir 
kesepakatan yang tertuang dalam LOI. Bahkan tidak hanya 
satu LOI, tapi tercatat telah berkali-kali LOI mengalami 
perubahan seperti tertuang dalam memorandum tambahan 
atas kesepakatan-kesepakatan baru yang ditandatangani 
dalam LOI sebelumnya. 


LOI pertama ditandatangani pada November 1997 antara 
pemerintah RI dan IMF. Sesuai dengan LOI pertama, 
sebagai tahap awal reformasi di bidang perbankan, pada 


1 November 1997 telah dilakukan pencabutan izin 16 
bank yang insolven. Tindakan yang semula dimaksudkan 
untuk menyehatkan sektor perbankan dan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional 
tersebut justru membawa dampak negatif, berupa 
terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh 
masyarakat yang menyebabkan bank-bank umum 
mengalami kesulitan likuiditas. 


Usaha Bank Indonesia (BI) sebagai lender of last resort 
untuk mengatasi kesulitan likuiditas dengan menyalurkan 
bantuan likuiditas (BLBI) kepada bank-bank umum dalam 
jumlah yang cukup besar tidak hanya mengakibatkan 
meningkatnya jumlah uang beredar, tapi juga mendorong 
naiknya harga-harga, dan menyebabkan merebaknya 
tindakan spekulasi di pasar valuta asing. 


Berbagai kondisi tersebut telah memberikan tekanan yang 
sangat berat terhadap nilai tukar rupiah, yang diperburuk 
dengan penurunan rating Indonesia oleh S&P 500 dan 
Moody's menjadi non-investment grade serta beredarnya 
isu-isu kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok. Hal 
itu tidak hanya mendorong penarikan kembali dana secara 
besar-besar oleh masyarakat, tetapi juga menyebabkan 
panic buying, yang membuat masyarakat membeli barang- 
barang secara berlebihan, hingga akhirnya berakibat pada 
semakin terpuruknya nilai tukar rupiah. Kurs rata-rata rupiah 
terhadap dolar Amerika Serikat, yang pada Juni 1997 
masih berada pada tingkat Rp 2.447, pada Juli 1998 telah 
mencapai Rp 14.622 atau mengalami depresiasi sekitar 83 
persen, bahkan kurs rupiah terendah pernah terjadi pada 
pertengahan Juli 1998 sebesar Rp 14.700. 
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Kegagalan LOI pertama, yang membuat krisis ekonomi 
menjadi semakin dalam dan parah hingga menyentuh 
sendi-sendi perekonomian nasional, mendorong dilakukan- 
nya penandatanganan nota kesepakatan dalam LOI kedua 
antara pemerintah RI dan IMF pada 15 Januari 1998. 
Pada nota kesepakatan dengan IMF dalam LOI kedua, 
yang dimaksudkan untuk mempercepat proses stabilisasi 
dan memperluas reformasi ekonomi, selain dilakukan 
revisi target-target makroekonomi, terdapat 50 butir 
kesepakatan baru, yang meliputi sektor fiskal, moneter, 
neraca pembayaran, perbankan, dan sektor riil. 


Selanjutnya, sejalan dengan semakin buruknya kinerja 
ekonomi nasional, maka, pada April 1998, pemerintah 
RI kembali menandatangani memorandum tambahan 
dalam LOI ketiga, yang berisi berbagai kesepakatan baru 
dengan IMF mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan, 
yang sekaligus merupakan kelanjutan, pelengkap, dan 
modifikasi dari memorandum dalam LOI kedua tanggal 15 
Januari 1998. Pada intinya, kesepakatan baru dalam LOI 
ketiga tersebut bertujuan antara lain untuk (i) menstabilkan 
nilai tukar rupiah pada tingkat yang mencerminkan 
fundamental perekonomian Indonesia, (ii) memperkuat 
dan mempercepat restrukturisasi sistem perbankan: (iii) 
memperkuat pelaksanaan reformasi struktural yang akan 
menciptakan landasan bagi ekonomi yang makin efisien dan 
lebih berdaya saing: (iv) menyiapkan strategi penyelesaian 
utang swasta secara komprehensif, dan (v) menyiapkan 
bantuan bagi pengembangan usaha kecil, menengah, dan 
koperasi serta bagi kelompok masyarakat miskin untuk 
meringankan beban karena dampak krisis moneter. 


Begitu pula, dengan pertimbangan krisis ekonomi 
semakin serius, baik akibat berbagai kerusuhan pada Mei 
1998, dan perubahan politik sangat cepat yang berujung 
pada pergantian kepemimpinan nasional tanggal 21 Mei 
1998, maupun karena kinerja dan prospek ekonomi yang 
terus memburuk, jaringan distribusi barang yang rusak 
berat, serta kepercayaan dunia usaha yang makin turun, 
nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi tajam, dan 
inflasi yang meningkat cepat, pada Juni 1998 pemerintah 
RI dan IMF melakukan penandatanganan memorandum 
tambahan dalam LOI keempat. Memorandum dalam 
LOI keempat ini antara lain menekankan pentingnya 
penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net), 
revisi APBN 1998/1999 karena berbagai asumsi dasar yang 
digunakan dalam penyusunan APBN sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan terbaru, serta penekanan kembali 
percepatan restrukturisasi sistem perbankan. 


Sementara itu, dengan kegagalan program-program 
pemulihan yang tertuang dalam LOI pertama (November 
1997), LOI kedua (15 Januari 1998), LOI ketiga (10 April 
1998), dan pada era reformasi setelah perubahan politik 
Mei 1998, dalam rentetan LOI selanjutnya, dilakukan 
berbagai perubahan strategi dalam menangani krisis. 
Sebagai akibatnya, banyak sekali komitmen baru dalam 
program stabilisasi makroekonomi dan reformasi di 
hampir semua bidang, baik fiskal, perbankan, moneter, 
keuangan, BUMN, maupun sektor riil, yang mengikat dan 
harus dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun semua 
pemangku kepentingan lainnya yang terkait. 
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Dalam melaksanakan berbagai program pemulihan 
ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam berbagai 
LOI di bawah pengawasan yang sangat ketat oleh tim 
IMF tersebut, kita hampir kehilangan kebebasan atau 
kemerdekaan untuk merancang dan menentukan sendiri 
penyusunan, perumusan, perencanaan, penganggaran, 
dan pengambilan keputusan yang terkait dengan 
kebijakan-kebijakan penting di negeri kita sendiri, yang 
akan menentukan nasib bangsa kita sendiri, baik kebijakan 
fiskal, kebijakan moneter, maupun kebijakan di sektor 
riil, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya, seperti 
kebijakan di bidang perdagangan luar negeri dan neraca 
pembayaran. 


Di bidang fiskal, penyusunan dan perencanaan APBN 
sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan fiskal juga 
tidak terlepas dari pengawasan yang sangat ketat dan 
intervensi dari tim IMF. Hampir tidak ada kebijakan 
dalam perencanaan setiap komponen atau setiap unsur 
dari pos-pos APBN, baik di sisi penerimaan maupun di 
segi pengeluaran negara, yang bebas dan/atau tidak 
mendapatkan persetujuan IMF. 


Dalam perencanaan penerimaan negara ataupun 
perencanaan pengeluaran negara, harus selalu dipisahkan 
antara perencanaan yang sifatnya proyeksi atau estimasi 
dasar (baseline estimate), yaitu perencanaan yang berbasis 
pada model ilmiah, dan perencanaan yang mengikuti tren 
pertumbuhan alamiah, yang kemudian ditambah dengan 
output atau hasil dari langkah-langkah kebijakan (policy 
measures) yang diusulkan, untuk memperoleh target 
tertentu dari atau sebagai suatu program yang diinginkan. 


Dalam perencanaan penerimaan pajak, misalnya, tidak 
hanya besaran angka proyeksi dasar yang acap dikritik 
oleh tim IMF, tapi juga terutama langkah-langkah kebijakan 
yang diusulkan oleh pemerintah, baik jenis-jenis atau 
langkah-langkah kebijakan yang diusulkan untuk ditempuh 
dan/atau akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk 
memperoleh tambahan pendapatan pajak yang diinginkan 
maupun perkiraan besaran atau tambahan pendapatan 
pajak yang mungkin dihasilkan dari langkah-langkah 
kebijakan tersebut. Usulan policy measures yang sifatnya 
administratif dan/atau rencana tindak dan/atau langkah 
kebijakan yang tidak terukur secara jelas dan transparan 
output atau hasilnya pasti akan ditolak oleh tim IMF. 


Begitu pula, di sisi belanja negara, di samping angka 
atau besaran proyeksi dasar yang dikritik oleh tim IMF 
dari aspek akurasi dan/atau realistis atau tidaknya suatu 
perencanaan angka dasar, tindakan dan/atau langkah- 
langkah kebijakan yang diusulkan untuk menghemat, 
mengurangi, mengendalikan, atau meningkatkan efisiensi 
setiap unsur atau komponen dari pos-pos belanja 
negara juga akan selalu menjadi obyek perdebatan dan 
negosiasi dengan tim IMF. Salah satu ciri khas resep atau 
preskripsi IMF dalam pengendalian atau penyehatan 
anggaran belanja negara adalah penghematan dan/atau 
penghapusan berbagai jenis subsidi, terutama subsidi 
bahan kebutuhan pokok yang bersifat konsumtif, seperti 
subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi beras (pangan), dan 
subsidi pupuk, betapa pun penting dan strategisnya 
anggaran subsidi tersebut untuk menjaga stabilitas harga 
dan terutama stabilitas politik dalam negeri. Yang sangat 
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memprihatinkan, kebijakan untuk menaikkan gaji pegawai 
negeri sipil , anggota ABRI, dan pensiunan pun bahkan 
harus memperoleh persetujuan dari tim IMF. 


Sementara itu, pembiayaan anggaran, perumusan 
kebijakan, serta perencanaan dan penganggaran 
pembiayaan APBN juga tidak lepas dari sikap kritis 
dan intervensi tim IMF. Pada masa program pemulihan 
ekonomi dari krisis, pembiayaan anggaran untuk menutup 
defisit fiskal, tidak hanya berasal dari asset recovery, yaitu 
penjualan aset perbankan dan berbagai perusahaan 
nasabah bank yang ada dalam program penyehatan 
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi juga 
bersumber dari hasil penerbitan surat utang pemerintah, 
pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun 
pinjaman proyek, serta penjadwalan kembali (rescheduling) 
utang-utang pemerintah yang disepakati dalam perjanjian 
Paris (Paris Club). Selain besarnya pembiayaan, aspek 
yang biasanya menjadi obyek intervensi tim IMF adalah 
persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau disepakati 
dalam daftar langkah kebijakan reformasi ekonomi (policy 
matrix) yang umumnya diminta dan/atau dituntut oleh 
para kreditur (di bawah koordinasi IMF) untuk dilakukan 
pemerintah Republik Indonesia. Pemberian pinjaman, baik 
berupa pinjaman program maupun pinjaman proyek untuk 
pembiayaan anggaran bagi suatu kegiatan atau proyek 
tertentu dan/atau untuk menutup defisit fiskal, selalu 
dikaitkan dengan tuntutan untuk melaksanakan langkah- 
langkah kebijakan tertentu dan/atau program reformasi 
dan/atau transformasi pada area-area tertentu yang 
disyaratkan oleh IMF. Pemenuhan policy matrix tersebut 
menjadi syarat utama bagi pencairan suatu pinjaman 


program ataupun pinjaman proyek untuk pembiayaan 
anggaran. 


Perumusan kebijakan fiskal, yang tecermin dalam 
penyusunan dan/atau perencanaan APBN, mulai 
menemukan kembali kemerdekaannya, kebebasannya, dan 
benar-benar lepas sepenuhnya dari intervensi IMF setelah 
pemerintah Indonesia memutuskan untuk keluar (exit) dari 
program kerja sama dengan IMF pada 2003. Keputusan 
untuk keluar dari program kerja sama dengan IMF 
tersebut sejatinya merupakan tindak lanjut dari Ketetapan 
MPR Nomor VI/MPR/2002, yang mengamanatkan agar 
pemerintah melakukan langkah-langkah persiapan 
terminasi, yang dikenal dengan exit strategy, dari program 
kerja sama dengan IMF tanpa menimbulkan guncangan 
moneter. Berdasarkan amanat Tap No. VI/MPR/2002 
tersebut, setelah melalui beberapa kali sidang kabinet dan 
sidang kabinet terbatas, pemerintah akhirnya memutuskan 
tidak memperpanjang program kerja sama dengan IMF 
dalam bentuk Extended Fund Facility, tapi memutuskan 
mengikuti Post-Program Monitoring, dengan segala 
konsekuensinya. 


Pengakhiran atau terminasi program kerja sama dengan 
IMF dalam bentuk Post-Program Monitoring (PPM) 
memang membuat kita terbebas dari intervensi IMF, 
sehingga mempermudah proses pembuatan keputusan 
atas berbagai kebijakan strategis yang diambil pemerintah 
di berbagai bidang, termasuk dalam perumusan kebijakan 
fiskal dan penyusunan APBN. Meskipun demikian, program 
terminasi dalam bentuk PPM tersebut juga mempunyai 
implikasi yang luas dan serius. Salah satu konsekuensi 
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dari berakhirnya program kerja sama dengan IMF pada 
akhir 2003 adalah tidak diperolehnya kembali fasilitas 
penjadwalan (rescheduling) utang pemerintah dalam 
kerangka Paris Club dan London Club. Di samping itu, 
dari sisi APBN, beberapa fasilitas pinjaman program yang 
terkait dengan program IMF yang dulunya bisa diperoleh 
juga menjadi hilang (tidak bisa diperoleh kembali). 
Berbagai konsekuensi tersebut jelas akan mempengaruhi 
kondisi pembiayaan anggaran, baik pada APBN maupun 
lalu lintas modal dalam neraca pembayaran (balance of 
payment, BOP) tahun 2004 dan tahun-tahun berikutnya. 


Bagi Indonesia, fasilitas penjadwalan kembali pembayaran 
pokok utang luar negeri yang selama program kerja sama 
dengan IMF diperoleh pemerintah sangat membantu dalam 
mengurangi beban fiskal, khususnya di sisi pembiayaan dan 
lalu lintas modal di sisi BOP, Dari sisi APBN, dalam jangka 
pendek, tidak diperolehnya kembali fasilitas penjadwalan 
utang luar negeri pemerintah pada 2004 menyebabkan 
beban pembayaran pokok utang luar negeri dalam APBN 
meningkat dari semula Rp 17,6 triliun (1 persen terhadap 
PDB) pada 2003 menjadi sekitar Rp 44,4 triliun (2,2 persen 
terhadap PDB) pada 2004. Dengan membengkaknya beban 
pembayaran pokok utang luar negeri tersebut serta perkiraan 
jumlah penarikan pinjaman luar negeri pada 2004 sekitar Rp 
28,2 triliun, secara neto pembiayaan luar negeri pada 2004 
akan mengalami kekurangan pembiayaan APBN sebesar Rp 
16,1 triliun (0,8 persen terhadap PDB). 


Selain menyebabkan timbulnya kekurangan pembiayaan 
APBN, pengakhiran program kerja sama dengan IMF 
memunculkan masalah baru mengenai persepsi pasar 


terhadap komitmen negara yang mengalami krisis 
untuk melakukan reformasi serta keberlanjutan program 
reformasi yang dijalankan oleh negara-negara yang 
mengalami krisis ketimbang keterlibatan IMF pada negara 
yang bersangkutan. 


Dengan berakhirnya kontrak kerja sama dengan 
IMF, sehingga tidak akan ada lagi program IMF yang 
menjadi acuan, pemerintah harus dapat lebih mandiri 
dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang kredibel. 
Hal penting yang harus diperhatikan pascaprogram 
kerja sama IMF adalah bagaimana mempertahankan 
kepercayaan pasar (market confidence) dan pelaku 
ekonomi. Membangun dan mempertahankan kepercayaan 
pelaku ekonomi merupakan pekerjaan besar yang 
harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada masa 
transisi. Kredibilitas suatu kebijakan sangat krusial bagi 
terciptanya kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. 
Para pelaku ekonomi pada dasarnya akan memberikan 
respons yang positif terhadap kebijakan yang kredibel 
dan konsisten. Pasar juga melihat kemauan pemerintah 
untuk mereformasi dirinya sendiri. Karena itu, kredibilitas 
suatu kebijakan ditentukan oleh bagaimana pemerintah 
dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakannya 
sendiri. Penetapan target yang terlalu optimistis, misalnya, 
dikhawatirkan justru bisa menghancurkan kredibilitas 
kebijakan itu sendiri bila target yang dicanangkan pada 
akhirnya tidak tercapai. Pemerintah sebaiknya menetapkan 
target yang rasional dengan mempertimbangkan berbagai 
faktor dan masukan. Kebijakan yang konsisten dan 
kredibel, misalnya tidak berubah-ubah setiap saat, juga 
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merupakan hal penting dalam meningkatkan kepercayaan 
para pelaku ekonomi. Dengan berbagai pertimbangan 
tersebut, pada 15 September 2003, Presiden Megawati 
menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003, yang 
menginstruksikan para menteri Kabinet Gotong Royong 
melakukan serangkaian kebijakan ekonomi dalam sebuah 
paket kebijakan menjelang dan setelah berakhirnya 
program dengan IMF. 


Dalam rangka mengantisipasi berbagai konsekuensi dari 
berakhirnya kontrak kerja sama dengan IMF pada khususnya 
dan demi menciptakan pembangunan berkelanjutan 
pada umumnya, pemerintah menetapkan paket kebijakan 
ekonomi yang dituangkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 
2003. Paket kebijakan ekonomi tersebut dirancang untuk 
lebih mendayagunakan kemampuan sumber-sumber 
ekonomi dalam negeri guna menjaga dan meningkatkan 
daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. 
Secara garis besar, paket kebijakan ekonomi memiliki tiga 
sasaran pokok: (i) memelihara dan memantapkan stabilitas 
ekonomi makro yang sudah dicapai: (ii) melanjutkan 
restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan: serta (iii) 
meningkatkan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan 
kerja. 


Pemeliharaan dan pemantapan stabilitas ekonomi makro 
dilaksanakan tanpa mengubah sasaran pemantapan 
stabilitas ekonomi makro jangka menengah, yang meliputi 
() pencapaian posisi keuangan negara yang sehat dan 
berkelanjutan (fiscal sustainability): (ii) penurunan laju 
inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan negara- 
negara mitra dagang Indonesia, serta (iii) terpeliharanya 


cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah. 
Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, kebijakan fiskal 
diarahkan pada (i) penurunan defisit anggaran secara 
bertahap untukmencapai posisi seimbang pada 2005-2006: 
(ii) pengurangan stok utang pemerintah hingga mencapai 
posisi yang aman: (iii) reformasi dan modernisasi sistem 
perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber- 
sumber penerimaan negara yang andal: (iv) peningkatan 
efisiensi belanja negara: serta (v) pengembangan sistem 
pengelolaan utang pemerintah yang efektif. 


Sementara itu, restrukturisasi dan reformasi sektor 
keuangan ditempatkan sebagai salah satu sasaran dalam 
paket kebijakan ekonomi, terutama karena pemerintah 
menyadari sepenuhnya bahwa sektor keuangan memegang 
peran strategis dalam upaya pemantapan dan pemulihan 
ekonomi. Restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan 
tersebut antara lain diarahkan untuk memantapkan sistem 
pengamanan sektor keuangan (financial safety net) yang 
dilaksanakan melalui pembentukan lembaga penjamin 
simpanan, pembakuan mekanisme lender of last resort 
Bank Indonesia, serta penguatan sistem keuangan melalui 
pembentukan otoritas jasa keuangan. Restrukturisasi 
dan reformasi sektor kuangan juga diarahkan pada 
penerusan program restrukturisasi dan penyehatan 
perbankan, pemantapan penanganan tindak pidana 
pencucian uang, peningkatan kinerja pasar modal dan 
sistem pengawasannya, konsolidasi industri asuransi dan 
dana pensiun, peningkatan kinerja dan tata kelola BUMN- 
BUMN, serta pemantapan pengembangan profesi akuntan 
publik. 


BAB VII | IDE DAN GAGASAN 


173 


MERANCANG ANGGARAN DAN MERAJUT KEINDONESIAAN BIOGRAFI BOEDIARSO TEGUH WIDODO 


Selanjutnya, peningkatan investasi, ekspor, dan penciptaan 
lapangan kerja ditempatkan sebagai sasaran berikutnya 
dalam paket kebijakan ekonomi pasca-kerja-sama IMF, 
terutama karena peningkatan investasi dan ekspor 
merupakan kunci dari upaya mempercepat laju 
pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan 
dapat memperluas lapangan kerja dan memperbaiki 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program 
peningkatan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan 
kerja antara lain dilakukan dengan menyempurnakan 
kerangka kebijakan investasi dan perdagangan, di 
antaranya melalui pelayanan terpadu satu atap bagi 
investor, peningkatan kapasitas hukum melalui revisi 
undang-undang kepailitan dan harmonisasi peraturan 
daerah dengan peraturan yang lebih tinggi atau revisi 
peraturan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, 
pembangunan baru dan rehabilitasi infrastruktur, peningkatan 
transparansi pelayanan publik, serta peningkatan pemerataan 
melalui pengentasan penduduk miskin dan penciptaan 
lapangan kerja. 


Untuk mendukung kelancaran dan evaluasi pelaksanaan 
paket kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah menyusun 
program pemantauan pelaksanaan kegiatan. Proses 
pemantauan ini sangat penting, mengingat kredibilitas 
suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari program-program 
yang dituangkan dalam kebijakan tersebut, tetapi lebih 
pada pelaksanaan dan pencapaian target-target yang 
telah dicanangkan, termasuk ketepatan waktu pencapaian 
target sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Proses 
pemantauan dilaksanakan melalui penyusunan sasaran dari 


masing-masing rencana tindak, pemantauan pelaksanaan 
rencana tindak, serta penyusunan laporan kemajuan, yang 
selanjutnya dilaporkan kepada presiden. 


Dalam masa Post-Program Monitoring sebagai langkah 
untuk mengakhiri kontrak kerja sama dengan IMF, diadakan 
diskusi antara staf IMF dan pengambil kebijakan mengenai 
perkembangan kondisi ekonomi makro serta kebijakan 
yang diambil oleh negara bersangkutan selanjutnya, hasil 
diskusi tersebut disampaikan kepada Board Director of 
IMF. Selain untuk memastikan proses pemulihan ekonomi 
dapat berjalan dengan baik, mekanisme diskusi dengan 
IMF terutama dimaksudkan untuk memastikan negara 
yang bersangkutan dapat menyelesaikan pembayaran 
kembali sisa pinjamannya ke IMF. Pelaksanaan pemantauan 
tersebut dilakukan setiap enam bulan. Selama proses 
pemantauan, IMF hanya memberikan penilaian atas 
pelaksanaan kebijakan dan bukan penyetujuan kebijakan 
seperti review yang dilakukan pada saat pemberlakuan 
program Extended Fund Facility. 


KONSOLIDASI FISKAL 


Setelah reformasi birokrasi dan reorganisasi Departemen 
Keuangan, pada 2004 hingga 2007, Boediarso diangkat 
sebagai DirekturPenyusunanAPBNpadaDirektoratJenderal 
Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen 
Keuangan. Tugas pokoknya adalah merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 
bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dalam rangka perumusan, pelaksanaan, dan 
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pengendalian kebijakan fiskal serta penyusunan Nota 
Keuangan dan RAPBN. Periode ini disebut juga sebagai 
periode konsolidasi fiskal, dengan sasaran menyehatkan 
APBN dan pengelolaan keuangan negara serta menjaga 
ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability). 


Pada 2004, sebagai APBN tahun terakhir pelaksanaan 
Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 
dan tahun ketiga Kabinet Gotong Royong, kondisi postur 
APBN sangat dipengaruhi terutama oleh beberapa 
kebijakan yang diambil dalam mengatasi krisis beberapa 
tahun sebelumnya. Pertama, program penyehatan dan 
restrukturisasi perbankan yang dilakukan pada masa krisis 
ekonomi, yang mengharuskan pemerintah menerbitkan 
surat utang dan obligasi yang berimbas pada timbulnya 
beban bunga utang dalam negeri yang cukup besar. 
Kedua, pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga 
dan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam 
menghadapi dampak krisis ekonomi serta mengurangi 
gejolak sosial di masyarakat. Ketiga, pemberian stimulus 
untuk pemulihan ekonomi melalui peningkatan anggaran 
belanja pembangunan pemerintah, khususnya pada 
saat melemahnya peran swasta dalam menggerakkan 
laju perekonomian sejak 1997. Keempat, implikasi 
kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mengharuskan 
pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja untuk 
daerah dalam jumlah yang lebih besar dalam APBN. 


Sebagai tahun terakhir Propenas 1999-2004 kebijakan 
fiskal tahun 2004 diarahkan untuk menyehatkan APBN 
dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan 
disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman 
luar negeri secara bertahap, peningkatan pajak progresif 
yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. Di 
bidang perpajakan, kebijakan optimalisasi penerimaan 
lebih dititikberatkan pada upaya penyempurnaan 
sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan (tax 
and custom administration reform) melalui langkah- 
langkah pemanfaatan teknologi modern, penyempurnaan 
peraturan,pengembangankelembagaan,sertapeningkatan 
kualitas SDM. Sementara itu, optimalisasi penerimaan 
negara bukan pajak ditempuh melalui langkah-langkah 
peningkatan penerapan asas good corporate governance 
dalam pengelolaan BUMN serta evaluasi dan peninjauan 
kembali tarif pungutan di berbagai departemen dan 
lembaga nondepartemen. Pada sisi belanja negara, untuk 
mendukung upaya konsolidasi fiskal, ditempuh langkah- 
langkah pengendalian dan penajaman prioritas alokasi 
anggaran belanja untuk menekan kebutuhan pembiayaan/ 
pinjaman (financing/borrowing reguirements), dengan 
tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi 
belanja minimum. 


Pada dasarnya, ada dua strategi konsolidasi belanja 
negara. Pertama, melakukan kajian dan penyempurnaan 
struktur alokasi belanja negara dalam rangka menciptakan 
pemerataan dan keadilan bagi masyarakat luas, seperti 
pengalihan subsidi secara bertahap dari subsidi harga yang 
kurang efektif dan tidak tepat sasaran kepada subsidi bahan- 
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bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu. 
Kedua, menyempurnakan manajemen pengeluaran 
negara dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan 
efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara. Dalam rangka 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, pada 2004 dilakukan upaya- 
upaya penyempurnaan manajemen belanja negara, antara 
lain melalui penyusunan pedoman sistem penganggaran 
berbasis kinerja, penyiapan pedoman standar akuntansi 
keuangan pemerintah, penyempurnaan mekanisme 
pinjaman pemerintah, serta reorganisasi Departemen 
Keuangan dengan memisahkan fungsi perencanaan 
anggaran dan perbendaharaan (treasury). 


Untuk mendukung konsolidasi fiskal, kebijakan alokasi 
anggaran rutin diarahkan pada upaya penghematan dan 
efisiensi penggunaan anggaran, dengan tetap menjamin 
kelancaran penyelenggaraan kegiatan administrasi 
pemerintahan, sementara alokasi belanja pembangunan 
diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi 
nasional, menjaga ketersediaan sarana dan prasarana 
dasar, serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar 
masyarakat, terutama di bidang pangan, pendidikan, dan 
kesehatan, dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 
Di sisi lain, alokasi belanja untuk daerah diarahkan 
guna mendukung dan memantapkan pelaksanaan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, khususnya 
dalam menciptakan keseimbangan antara beban fungsi 
pelayanan masyarakat dan besarnya dana yang ditransfer 
ke daerah, serta memperbaiki ketimpangan antardaerah 
melalui pengembangan dan penyempurnaan konsep 
kesenjangan fiskal (fiscal gap). 


Pada sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi pada 
2004 bertambah berat, terutama dalam mencari sumber- 
sumber dana untuk menutup kesenjangan pembiayaan 
(financing gap) yang timbul serta memilih opsi-opsi 
sumber pembiayaan yang paling menguntungkan bagi 
kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro. 
Hal ini terutama karena cicilan pokok utang dalam dan 
luar negeri yang jatuh tempo pada 2004 cukup besar. 
Sementara itu, dengan berakhirnya program kerja sama 
dengan IMF dalam stabilisasi dan pemulihan ekonomi 
pada Desember 2003, fasilitas penjadwalan utang 
melalui Paris Club sudah tidak dapat dimanfaatkan pada 
2004. Dalam rangka menutupi defisit dan kesenjangan 
pembiayaan, kebijakan pembiayaan pada 2004 diarahkan 
pada upaya-upaya mengoptimalkan penerimaan dari 
privatisasi dan penjualan sisa aset yang dikelola BPPN, 
mengatur penerbitan surat utang negara (SUN) sesuai 
dengan kebutuhan, mengupayakan pinjaman lunak dari 
luar negeri dan melakukan debt swap, serta menggunakan 
dana rekening pemerintah secara bijaksana. 


Pascakrisis ekonomi, manajemen ekonomi makro yang 
sehat dan kemajuan yang dicapai dalam reformasi 
struktural telah menghasilkan perbaikan kinerja ekonomi 
secara mantap sehingga pada 2003-2004 PDB riil telah 
melampaui tingkat sebelum krisis, nilai tukar relatif stabil, 
inflasi terkendali pada tingkat yang cukup rendah, serta 
aktivitas eksternal telah mulai pulih. Berkat paket kebijakan 
ekonomi pasca-IMF, dan kepercayaan pasar yang tetap 
terpelihara sejak berakhirnya dukungan program IMF pada 
akhir 2003, Indonesia berhasil kembali memasuki pasar 
modal internasional, yang ditandai dengan suksesnya 
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penerbitan obligasi luar negeri. Hal ini pada dasarnya 
mencerminkan kepercayaan internasional terhadap 
pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. 


Sekalipun sudah banyak kemajuan yang dicapai, kinerja 
ekonomi Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan 
beberapa negara tetangga. Investasi masih lemah dan 
pertumbuhan ekspor belum memuaskan dibandingkan 
dengan negara-negara Asia lainnya. Untuk itu, prioritas 
utama kebijakan ekonomi adalah menempatkan Indonesia 
pada jalur pertumbuhan yang lebih tinggi. Strategi yang 
ditempuh pemerintah adalah menciptakan iklim usaha 
yang kondusif melalui penyempurnaan kebijakan dan 
pembenahan institusi, di samping upaya memelihara 
stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan restrukturisasi 
sektor keuangan. Kebijakan kunci dalam memperbaiki 
iklim investasi antara lain mencakup reformasi perpajakan 
dan regulasi, perbaikan pasar tenaga kerja, serta kepastian 
dan efisiensi sistem hukum. 


Berbagai kondisi ekonomi makro yang cukup stabil 
tersebut menjadi landasan yang sehat dalam perumusan 
kebijakan fiskal dan penyusunan APBN tahun 2005 dan 
tahun-tahun berikutnya. Tantangan yang dihadapi dalam 
pengelolaan kebijakan fiskal pada APBN 2005 masih cukup 
berat dan semakin kompleks. Tantangan pokoknya tidak 
hanya terfokus pada upaya mengendalikan defisit anggaran 
semata, tapi bergeser ke masalah pemenuhan kebutuhan 
pembiayaan dibandingkan dengan sumber-sumber 
pembiayaan anggaran yang terbatas (financing gap). 


Pada 2005, APBN disusun dengan semangat pembaruan, 
sebagai APBN pertama yang dirancang berdasarkan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Penyusunan APBN 2005 mempunyai 
setidaknya dua sifat khusus. Secara umum, ada dua strategi 
dasar penyusunan APBN 2005. Pertama, mengarahkan 
APBN tetap mampu menjadi jangkar dalam menjaga 
stabilitas ekonomi makro dan memberikan stimulus 
secara terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan 
negara untuk mendukung akselerasi pertumbuhan 
ekonomi nasional. Kedua, melanjutkan langkah-langkah 
konsolidasi fiskal guna mewujudkan kesinambungan 
fiskal (fiscal sustainability) dan menjaga debt sustainability 
sehingga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian 
akan kemampuan pengelolaan fiskal pada masa-masa 
mendatang. Pada dasarnya, ada dua langkah strategis 
yang ditempuh dalam upaya mewujudkan kesinambungan 
fiskal, yaitu (i) menurunkan secara bertahap defisit APBN 
menuju kondisi seimbang atau surplus: dan (ii) melakukan 
manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, 
dan efektif. Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar 
tambahan beban pembiayaan, terutama dari utang, 
dapat dikurangi hingga secara bertahap rasio utang 
pemerintah terhadap PDB semakin berkurang. Sementara 
itu, pengelolaan pembiayaan anggaran lebih diutamakan 
pada pembiayaan dari utang dalam negeri dan luar negeri, 
dengan pengelolaan yang sesuai dengan kebijakan untuk 
menjaga kesinambungan fiskal. Sedangkan penggunaan 
rekening pemerintah di Bank Indonesia dan privatisasi 
BUMN yang jumlahnya terbatas hanya bersifat sementara. 
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Perubahan format di sisi belanja negara mulai dilaksanakan 
dalam penyusunan APBN 2005, sesuai dengan Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Perubahan-perubahan yang diterapkan pada intinya: (1) 
melaksanakan sistem penganggaran secara terpadu (unified 
budget), yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin 
dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya 
dipisahkan: dan (2) mereklasifikasi perincian belanja negara 
menurutorganisasi, fungsi, dan jenis belanja, yang sebelumnya 
menurut sektor dan jenis belanja. Tujuan perubahan format 
adalah (i) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan belanja negara melalui minimalisasi duplikasi 
rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara serta 
meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil 
(outcome) yang dicapai dengan penganggaran organisasi: 
dan (ii) menyesuaikannya dengan klasifikasi yang digunakan 
secara internasional. 


Pada periode ini, di bawah pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, Menteri Keuangan adalah Sri Mulyani 
Indrawati. Masa ini bisa disebut sebagai periode konsolidasi 
fiskal. 


Karakteristik atau ciri pokok kebijakan fiskal pascakrisis 
ekonomi 1997-1998, terutama sejak 2005, adalah 
menyeimbangkan upaya menjaga ikhtiar sustainabilitas 
fiskal, melalui langkah-langkah konsolidasi fiskal, dengan 
langkah-langkah (ikhtiar) memberikan ruang yang cukup 
tinggi bagi stimulasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi (pro-growth), menciptakan kesempatan kerja 
(pro-job), dan mengentaskan penduduk miskin (pro- 
poor). Strategi kebijakan yang menyeimbangkan upaya 
konsolidasi dan stimulasi fiskal ini tecermin pada defisit 


fiskal yang dirancang pada level yang cukup moderat, agar 
di satu sisi tetap bisa memberikan stimulasi bagi kegiatan 
ekonomi masyarakat, tapi di sisi lain tidak menimbulkan 
beban dan tidak memberikan tekanan yang berlebihan 
bagi pembiayaan anggaran. 


Dengan strategi kebijakan tersebut, sejak 2005, besarnya 
defisit dijaga pada level yang aman, tapi dengan tetap 
memberikan ruang fiskal (fiscal space) untuk melakukan 
ekspansi. Kebijakan pengendalian defisit anggaran 
tersebut berfungsi untuk menjaga kesinambungan fiskal. 
Untuk mendukung upaya pengendalian defisit secara 
nasional di era otonomi daerah, dilakukan pengendalian 
dan pemantauan defisit anggaran secara nasional, dengan 
menetapkan konsolidasi defisit APBN dan kumulatif 
defisit konsolidasi APBD pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota tidak lebih dari tiga persen. 
Penetapan kumulatif defisit APBD tersebut ditujukan 
untuk memberikan ruang gerak dan fleksibilitas bagi 
daerah-daerah buat melakukan ekspansi anggaran sesuai 
dengan prioritas dan kondisi fiskal masing-masing. Namun 
pemberian ruang gerak dan fleksibilitas tersebut tetap 
harus dikendalikan oleh pemerintah pusat untuk menjaga 
kesinambungan fiskal secara nasional. Strategi kebijakan 
konsolidasi fiskal dengan tetap memberi ruang bagi 
ekspansi fiskal untuk stimulasi kegiatan ekonomi tersebut 
dilakukan melalui empat langkah strategis sebagai berikut. 


Pertama, kapasitas fiskal diperluas, dengan meningkatkan 
penggalian sumber-sumber pendapatan negara, baik 
yang berasal dari sektor perpajakan maupun Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP). Optimalisasi penerimaan 
perpajakan ini dilakukan dengan tetap menjaga iklim 
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usaha yang kondusif, melalui langkah-langkah intensifikasi 
dan ekstensifikasi perpajakan, perluasan basis pajak, 
peningkatan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib 
pajak, serta penyempurnaan kelembagaan dan reformasi 
perpajakan dan kepabeanan. Sementara itu, kebijakan 
PNBP diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim 
investasi yang kondusif, evaluasi dan perbaikan peraturan, 
penyempurnaan sistem dan prosedur PNBP K/L, 
serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemungutan dan penyetoran PNBP. 


Kedua, dilakukan penajaman prioritas alokasi anggaran 
belanja negara untuk kegiatan-kegiatan yang lebih 
produktif, terarah, dan tepat sasaran, agar mampu 
memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kesejahteraan 
masyarakat, serta penerapan penganggaran berbasis 
kinerja (performance-based budgeting) dan kerangka 
pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure 
framework) untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan 
kinerja dan anggaran. Prioritas alokasi anggaran belanja 
pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung upaya 
pengentasan penduduk miskin (pro-poor), antara 
lain melalui langkah-langkah (a) meringankan beban 
kebutuhan dasar melalui program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan 
(PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras untuk 
Rakyat Miskin (Raskin), dan Bantuan Langsung Tunai 
(BLT): (b) memberdayakan dan meningkatkan partisipasi 
masyarakat miskin dalam kegiatan pembangunan melalui 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 
serta (c) meningkatkan akses masyarakat miskin untuk 


memperoleh pendanaan melalui program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). Dalam rangka mendorong pertumbuhan 
ekonomi (pro-growth), prioritas alokasi anggaran belanja 
akan diberikan antara lain untuk (1) menjamin ketersediaan 
infrastruktur — dasar, termasuk infrastruktur energi, 
ketahanan pangan, dan komunikasi: (2) melakukan upaya 
debottlenecking, pengurangan backlog pembangunan 
infrastruktur, dan peningkatan domestic connectivity 
(keterhubungan antarwilayah): (3) mendukung pendanaan 
kegiatan multiyear, serta (4) meningkatkan kapasitas 
mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat 
perubahan iklim (climate change) dan meningkatkan 
kesiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, 
untuk mempertajam fungsi APBN sebagai instrumen 
kebijakan fiskal, alokasi anggaran juga diarahkan untuk 
kegiatan-kegiatan penciptaan lapangan kerja (pro job), 
antara lain melalui (i) pelaksanaan program padat karya 
dan partisipasi masyarakat seperti PNPM, serta crash 
program di daerah-daerah pengirim TKI, (ii) peningkatan 
kualitas calon tenaga kerja melalui pemberdayaan balai- 
balai latihan kerja, (iii) pemberian prioritas pembangunan 
pada sektor-sektor labor intensive yang banyak menyerap 
tenaga kerja dan mendukung kegiatan ekonomi produktif, 
seperti pekerjaan umum, kehutanan, dan pertanian, 
melalui pengembangan Merauke Integrated Food and 
Energy Estate (MIFEE), serta (iv) pengembangan kawasan- 
kawasan industri baru, pembentukan kawasan ekonomi 
khusus, dan pengembangan koridor-koridor ekonomi 
dalam kerangka MP3EI sehingga menarik investasi baru 
dan membuka lapangan kerja. 
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Ketiga, kebijakan transfer ke daerah lebih ditekankan 
untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan proses 
konsolidasi desentralisasi fiskal, sebagai upaya pemantapan 
penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan ini, selain 
diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan fiskal 
antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance),dan 
antardaerah (horizontal fiscal imbalance), juga untuk 
mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah 
(public service provision gap) serta meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dan kemandirian daerah. 


Keempat, kebijakan pemenuhan pembiayaan defisit 
anggaran merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal, 
sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi 
makro secara keseluruhan. Pembiayaan defisit anggaran 
disesuaikan dengan strategi kebijakan fiskal yang 
ditetapkan pemerintah dalam merespons perkembangan 
kondisi perekonomian. Dalam strategi pengelolaan 
utang pemerintah, penerbitan Surat Berharga Negara 
(SBN) diutamakan dilakukan di pasar keuangan domestik. 
Penerbitan SBN domestik dilakukan setelah secara saksama 
mempertimbangkan kebutuhan dana pihak swasta agar 
tidak terjadi crowding out effect. Optimalisasi penerbitan 
SBN di pasar domestik dilakukan untuk meningkatkan 
kedalaman dan likuiditas pasar SBN, sehingga pemerintah 
dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan utang. 
Pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang 
dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor, di antaranya biaya dan risiko utang, 
perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya 
serap pasar SBN, country ceiling/single country limit 


masing-masing lender, dan kebutuhan kas negara. Strategi 
kebijakan pembiayaan melalui utang yang ditempuh 
adalah (1) mengutamakan sumber utang dari dalam negeri 
melalui penerbitan SBN rupiah: (2) menarik pinjaman 
luar negeri yang tidak mengandung ikatan politik dan 
yang memiliki terms and conditions yang dapat diterima, 
(3) menggunakan pinjaman luar negeri terutama untuk 
pembiayaan proyek investasi: (4) menggunakan penerusan 
pinjaman kepada BUMN dan pemerintah daerah untuk 
mendukung pembangunan infrastruktur terutama yang 
terkait dengan energi, fasilitas pembiayaan infrastruktur, 
pelabuhan, air minum, dan penanggulangan banjir, (5) 
melakukan pengelolaan risiko utang (refinancing, tingkat 
bunga, dan nilai tukar): serta (6) melakukan pendalaman 
pasar SBN domestik untuk memperkuat basis investor 
lokal dan mengurangi ketergantungan pada sumber utang 
luar negeri. 


Pada 2012, dilakukan pengajuan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012, lebih cepat 
dari jadwal reguler, yang biasanya dilakukan setelah 
penyampaian laporan pelaksanaan APBN hingga semester 
I. Perubahan APBN 2012 dilakukan secara menyeluruh 
guna menampung semua perubahan dalam pendapatan, 
belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran yang 
terjadi, baik karena perubahan asumsi makro maupun 
untuk menampung tambahan belanja prioritas yang 
belum terakomodasi dalam Undang-Undang APBN 2012. 
Karena itu, APBN-P 2012 merupakan paket kebijakan 
yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk 
li) menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability): 
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(ii) memperbaiki efisiensi ekonomi, (iii) meningkatkan 
investasi untuk menstimulasi ekonomi: (iv) menjaga daya 
beli masyarakat: dan (v) meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 


Pengajuan Perubahan APBN 2012 lebih cepat dari 
jadwal reguler, selain dipicu oleh berubahnya berbagai 
asumsi dasar ekonomi makro dari perkiraan semula dan 
dampaknya yang cukup signifikan terhadap APBN 2012, 
juga karena perlunya dilakukan langkah-langkah kebijakan 
pengurangan subsidi energi dan pemanfaatan Saldo 
Anggaran Lebih (SAL). Terdapat empat faktor utama yang 
mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap 
postur APBN 2012. Pertama, kondisi perekonomian global 
yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 
akibat krisis utang dan fiskal di Eropa, yang diperkirakan 
akan membawa dampak tidak hanya pada neraca 
pembayaran, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Kedua, kecenderungan naiknya harga 
minyak mentah di pasar dunia yang sangat tinggi (jauh di 
atas asumsi harga minyak dalam APBN), yang berdampak 
signifikan terhadap meningkatnya beban subsidi BBM dan 
listrik. Ketiga, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 
dolar Amerika Serikat, yang diperkirakan berpengaruh 
signifikan terhadap berbagai besaran APBN. Keempat, 
penurunan lifting minyak yang diperkirakan hanya akan 
mencapai 930 ribu barel per hari, lebih rendah dari 
asumsi APBN 2012 sebesar 950 ribu barel per hari, yang 
diperkirakan berdampak pada penurunan penerimaan dari 
sektor migas. 


Selain berkaitan dengan perubahan asumsi dasar 
ekonomi makro, dalam pelaksanaannya APBN 2012 
mengandung beberapa perubahan pada pokok-pokok 
kebijakan fiskal, di antaranya perubahan kebijakan dalam 
upaya pencapaian target penerimaan perpajakan dan 
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta langkah- 
langkah transformasi fiskal dan efisiensi belanja, antara lain 
melalui kebijakan pengendalian subsidi BBM dan subsidi 
listrik, disertai dengan program kompensasi, pemotongan 
belanja kementerian negara/lembaga (K/L) nonmodal, 
serta pemanfaatan SAL untuk stimulasi ekonomi melalui 
tambahan belanja infrastruktur. Berbagai perubahan 
tersebut diperkirakan mengakibatkan defisit anggaran 
meningkat dari 1,53 persen menjadi 2,23 persen terhadap 
PDB dan membawa konsekuensi diperlukannya tambahan 
pembiayaan anggaran. 


Sebagai akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro 
dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dalam 
APBN-P 2012, pendapatan negara dan hibah diperkirakan 
mencapai Rp 1.358,2 triliun, atau naik Rp 46,8 triliun 
dari rencana APBN 2012 sebesar Rp 1.311,4 triliun. 
Peningkatan pendapatan negara terutama berasal dari 
peningkatan PNBP Rp 63,2 triliun, dari target semula 
Rp 278 triliun menjadi Rp 341,1 triliun, sebaliknya, 
penerimaan perpajakan diperkirakan turun Rp 16,3 triliun, 
dari rencana semula Rp 1.032,6 triliun menjadi Rp 1.016,2 
triliun. Penurunan penerimaan perpajakan, selain berkaitan 
dengan lebih rendahnya basis perhitungan penerimaan 
akibat tidak tercapainya target penerimaan tahun 
2011 dan lebih kecilnya basis penerimaan perpajakan, 
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berkenaan dengan penurunan pendapatan nasional 
akibat menurunnya pertumbuhan ekonomi. Sementara 
itu, anggaran belanja negara dalam APBN-P tahun 2012 
direncanakan mengalami peningkatan Rp 112.9 triliun, 
dari pagu semula Rp 1.435,4 triliun menjadi Rp 1.548,3 
triliun. Perubahan pagu anggaran belanja negara berasal, 
dari peningkatan pagu anggaran belanja pemerintah 
pusat Rp 104,5 triliun, dari semula sebesar Rp 965 triliun 
menjadi Rp 1.069,5 triliun: dan kenaikan pagu transfer ke 
daerah Rp 8,4 triliun, dari semula Rp 470,4 triliun menjadi 
Rp 478,8 triliun. 


OTONOMI DAERAH DAN 
DESENTRALISASI 


Otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi merupakan 
pilihan dan konsensus bersama dalam penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara pasca reformasi 
sebagaimana tertuang dalam Perubahan Kedua UUD 
1945. Melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, 
daerah diberi kewenangan yang sangat luas dalam 
menyelenggarakan sebagian besar urusan pemerintahan, 
terutama dalam pemberian layanan kepada masyarakat. 
Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi 
dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. 


Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu pilar penting 
dalam penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah di 
Indonesia, telah dilaksanakan sejak 2001 melalui suatu 
proses ledakan besar kebijakan desentralisasi dan 
otonomi daerah (big bang decentralization and regional 


autonomy policy). Kebijakan desentralisasi fiskal di 
Indonesia tersebut, menurut Shah (2011), telah mengubah 
sistem pemerintahan Indonesia menjadi salah satu negara 
terdesentralisasi dalam kurun waktu yang relatif singkat. 


Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, 
termasuk desentralisasi fiskal, merupakan amanatkonstitusi. 
Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, 
dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap 
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 
daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan 
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, sesuai 
dengan ketentuan ayat 2 Pasal 18 UUD 1945, mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah, 
berdasarkan ketentuan ayat 5 pasal yang sama dalam 
UUD, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan pemerintah pusat. Susunan dan tata 
cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam 
undang-undang. Ketentuan dalam pasal ini merupakan 
landasan filosofis dan konstitusional pelaksanaan otonomi 
daerah, desentralisasi pemerintahan (administratif), dan 
desentralisasi fiskal, yang harus dijabarkan dalam peraturan 
perundang-undangan, baik mengenai pemerintahan 
daerah, yang mengatur hubungan wewenang antar- 
tingkat pemerintahan, maupun mengenai hubungan 
dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintahan daerah dan antardaerah. 
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Pembagian NKRI atas daerah-daerah, baik daerah provinsi 
maupun daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan 
mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya 
seperti diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945, melahirkan 
dua bentuk hubungan, baik hubungan antara pemerintah 
pusat dan daerah maupun hubungan antardaerah. Kedua 
bentuk hubungan antarpemerintahan tersebut adalah 
() hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau 
antara provinsi dan kabupaten dan kota: serta (ii) hubungan 
keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah. 


Pengaturan mengenai hubungan wewenang antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diamanatkan 
dalam Pasal 18-A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang 
menyatakan: “Hubungan wewenang antara pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, 
dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota 
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah”. 


Sementara itu, pengaturan mengenai hubungan keuangan, 
pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah diamanatkan dalam Pasal 18-A ayat 
2 Undang Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa 
“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya manusia antara 


pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan 
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- 
undang”. Pasal ini merupakan landasan filosofis dan 
landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah. 


Kedua bentuk hubungan tersebut, baik hubungan 
wewenang maupun hubungan keuangan, pelayanan 
umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah dan antardaerah, harus dipandang sebagai suatu 
sistem hubungan yang menyeluruh, saling mengisi dan 
melengkapi dalam satu kesatuan yang utuh, yang tidak 
dapat dan tidak perlu didikotomikan satu sama lain. 


Kedua amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan 
secara formal dalam sejumlah peraturan perundang- 
undangan, yaitu (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara: (ii) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah: (iii) Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah, serta (iv) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 


Di sisi fiskal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
memperbesar basis bagi hasil pajak dari sumber daya 
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alam yang dimiliki daerah dan dari pajak tingkat nasional 
lainnya serta perluasan total dana yang menjadi sumber 
DAU. Perubahan kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri 
merupakan cerminan dari kebutuhan fiskal yang terus 
membesar di tingkat daerah, praktik soft budget constraint 
dari sisi pemerintah pusat, yang juga disebabkan oleh 
lambatnya reformasi pajak daerah. 


Meskipun telah dilakukan berbagai penyempurnaan 
kebijakan, desentralisasi fiskal di Indonesia masih 
mempunyai berbagai kelemahan dan kekurangan, baik 
dalam tataran konsep maupun implementasinya. Masih 
terdapat peraturan yang berbenturan satu sama lain, masih 
terdapat perbedaan pendapat dan perebutan kewenangan 
antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan fiskal daerah, 
serta masih sering terjadi multitafsir dalam implementasi 
kebijakan di daerah. Hal ini terutama karena tidak adanya 
kesamaan persepsi mengenai desentralisasi fiskal di 
Indonesia. Kesamaan persepsi inilah yang seharusnya 
diwadahi dalam suatu grand design desentralisasi fiskal. 


Perumusan kebijakan desentralisasi fiskal sebelum ini lebih 
banyak diwarnai oleh rangkaian aspirasi jangka pendek 
yang dipicu oleh observasi terbaru pada saat kebijakan 
tersebut dirumuskan. Perumusan kebijakan seperti 
ini semestinya tidak dipertahankan lagi ke depannya. 
Perumusan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia 
seharusnya didasarkan atas suatu grand design yang 
menjadi cetak biru dari hubungan keuangan pemerintah 
pusat dan daerah. Cetak biru ini memuat rangkaian bentuk 
ideal yang seyogianya dicapai dalam jangka panjang. 


Grand design desentralisasi fiskal yang dikembangkan, 
selain harus berangkat dari kondisi obyektif yang ada 
hingga situasi terakhir, harus berlandaskan kerangka teori 
dan kondisi ideal yang secara normatif diharapkan. Karena 
itu, grand design desentralisasi fiskal harus dirancang 
secara sistematis dan dinamis dengan mengembangkan 
dan memperbaiki sistem hubungan dan perimbangan 
keuangan yang sudah ada, untuk disesuaikan dengan 
kondisi normatif ideal yang seharusnya dimunculkan 
kebijakan desentralisasi fiskal. Sebaliknya, jika tidak 
dirancang dengan baik dan tepat, desain desentralisasi 
fiskal justru dapat memperparah timbulnya inefisiensi 
suatu perekonomian, yang bisa terjadi misalnya ketika 
sistem transfer fiskal intrapemerintah (inter-governmental 
fiscal transfer) justru menimbulkan kondisi soft budget 
constraint, mendorong terciptanya local capture yang 
melemahkan akuntabilitas sistem pemerintahan pada 
tingkatan yang lebih rendah, dan/atau menyebabkan 
kondisi low transaction costs di tingkat lokal tidak 
terpenuhi. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir terhadap 
perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, 
terdapat empat elemen utama desentralisasi fiskal 
yang masih harus disempurnakan dalam grand design 
desentralisasi fiskal, yaitu (i) sistem dana perimbangan 
(transfer): (ii) sistem pajak dan pinjaman daerah: (iii) sistem 
administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah: 
serta (iv) penyediaan pelayanan publik dalam konteks 
penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 
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Sistem Dana Perimbangan 


Salah satu masalah strategis pada desentralisasi fiskal 
di Indonesia terletak pada sistem transfer antartingkat 
pemerintahan. Transfer dari pemerintah pusat dalam 
praktiknya masih merupakan sumber pembiayaan yang 
dominan pada sebagian besar pemerintahan daerah di 
Indonesia. Semula, penerapan sistem transfer di Indonesia 
dicirikan di antaranya oleh (i) sering adanya perubahan 
formula, baik block grants (DAU) maupun conditional 
grants (DAK): (ii) peningkatan cakupan sektor dari dana 
bagi hasil (DBH) dan penerapan earmarked pengeluaran 
dari alokasi DBH yang diterima oleh daerah: (iii) perubahan 
total alokasi block grants DAU dan DAK: serta (iv) belum 
adanya hubungan antara transfer dan expenditure 
assignment atau dalam hal ini target pencapaian SPM. 


Sistem Pajak Lokal dan Pinjaman Daerah 


Pada era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 
pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali 
sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi 
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 
di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). 
Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan 
semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personel, 
peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) ke daerah 
dalam jumlah besar. Sumber-sumber penerimaan daerah 
yang potensial harus digali secara maksimal, tapi tentu 
saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 


berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah yang 
memang telah lama menjadi unsur PAD yang utama. 


Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan 
daerah agar dapat melaksakan otonomi daerah, telah 
ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan 
kewenangan cukup luas kepada daerah dalam pengenaan 
pajak daerah dan retribusi daerah, yang diharapkan dapat 
lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya 
mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak 
daerah dan retribusi daerah. 


Kondisi obyektif yang ada di Indonesia menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah di Indonesia pada umumnya 
cenderung menetapkan berbagai jenis retribusi untuk 
mengompensasi keterbatasan jenis pajak yang menjadi 
kewenangannya. Praktik penetapan berbagai jenis 
retribusi daerah untuk mengatasi keterbatasan penerimaan 
dari pajak daerah tersebut sejatinya tidak hanya terjadi 
di Indonesia. Menurut hasil penelitian Bryson (2008), 
negara-negara lain yang pemerintah daerahnya memiliki 
otonomi pajak yang relatif rendah cenderung mengalami 
peningkatan praktik adopsi retribusi untuk menghasilkan 
pendapatan tambahan. 


Sementara itu, dari sisi pinjaman daerah, perubahan regulasi 
dalam bentuk peningkatan batasan defisit anggaran daerah 
(juga batasan akumulasi pinjaman daerah) menandakan 
bahwa disiplin fiskal belum sepenuhnya berjalan dan/atau 
sumber penerimaan daerah untuk penyediaan barang 
publik masih terbatas, sehingga beberapa daerah memiliki 
anggaran defisit. 


BAB VII | IDE DAN GAGASAN 


197 


MERANCANG ANGGARAN DAN MERAJUT KEINDONESIAAN BIOGRAFI BOEDIARSO TEGUH WIDODO 


Administrasi Pusat dan Penganggaran Daerah 


Isu-isu krusial tentang desentralisasi fiskal di Indonesia 
sejatinya tidak terbatas pada aspek revenue assignment 
saja, tetapi juga menyangkut aspek efisiensi dari 
pengeluaran pemerintah. Efisiensi pada sisi pendapatan 
tidak akan efektif dan tidak banyak artinya jika tidak disertai 
dengan disiplin fiskal di sisi pengeluaran pemerintah 
serta peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran 
pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diamanatkan 
kebijakan reformasi penganggaran, baik pada pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan terbaru 
pada proses reformasi administrasi penganggaran 
di tingkat pusat dan daerah yang terpenting adalah 
menyatukan proses penganggaran antara pemerintah 
pusat dan daerah, yang bertujuan untuk memperkuat 
() akuntabilitas dari pengeluaran (input): (ii) keterkaitan 
dengan kinerja pemerintah (output): dan (iii) keterkaitan 
dengan pencapaian peningkatan aspek kesejahteraan di 
masyarakat (outcome). 


Penyediaan Layanan Publik dan Standar 
Pelayanan Minimum (SPM) 


Dalam konteks penyediaan layanan publik, pemberian 
otonomi yang luas pada tingkat kabupaten/kota selama 
ini belum dikaitkan dengan skala ekonomis, terutama yang 
terkait dengan jenis pelayanan publik. Hal yang sama 
terjadi pada pembagian kewenangan untuk provinsi, yang 
lebih banyak berfungsi sebagai lapisan representasi unit 
dan fungsi pemerintah pusat pada tingkat lokal. 


Penyediaan layanan publik melalui penerapan standar 
pelayanan minimum (SPM) seyogianya mengaitkan 
batasan sumber daya dan penetapan target SPM sektor 
(Martinez-Vazguez et al., 2004: dan Brodjonegoro, 2004). 
Pengaturan SPM pada dasarnya merupakan langkah 
pemerintah pusat untuk mempertahankan kesamaan 
akses pada penyampaian layanan dasar, sehingga konsep 
penerapan SPM harus juga mempertimbangkan diskresi 
bagi pemerintah daerah. Konsep desentralisasi penyediaan 
barang publik yang disesuaikan dengan preferensi lokal 
juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam 
akses dan kualitas pelayanan publik (Joumard dan Giorno, 
2005). 


Desentralisasi fiskal adalah salah satu bagian dari proses 
desentralisasi yang terjadi di Indonesia. Di samping 
desentralisasi fiskal, masih terdapat desentralisasi politik, 
desentralisasi administrasi, dan desentralisasi ekonomi. 
Desentralisasi politik telah berlangsung dengan sudah 
beralihnya sebagian kekuasaan politik kepada pemerintah 
daerah, ketika kepala daerah dan anggota DPRD sudah 
dipilih secara langsung oleh rakyat. Desentralisasi 
administrasi sudah terwujud melalui pengalihan 
sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada 
pemerintah daerah, sehingga praktis sebagian besar 
pelayanan masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah. 
Desentralisasi fiskal sendiri juga sudah berlangsung sejak 
2001 dengan pengalihan dana ke daerah dalam jumlah 
besar. 


Proses ketiga jenis desentralisasi tersebut masih akan 
terus berlanjut dan masyarakat akan menuntut lebih 
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jauh untuk melihat bukti bahwa terjadinya desentralisasi 
memang akan membawa perbaikan kesejahteraan 
bagi mereka. Karena itu, desentralisasi ekonomi adalah 
tahapan berikutnya dari proses desentralisasi di Indonesia. 
Daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap 
permasalahan ekonomi lokal, sekaligus mengoptimalkan 
potensi ekonomi yang dimilikinya, sehingga memberikan 
dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 


Keempat jenis desentralisasi tersebut akan saling terkait 
dan tidak dapat terlepas antara satu dan yang lainnya. 
Salah satu faktor yang sangat penting adalah prinsip 
alokasi yang efisien. Efisiensi menjadi kunci karena 
sifat sumber daya yang senantiasa terbatas, sehingga 
menuntut strategi pengalokasian dan penggunaan yang 


jitu agar dapat seoptimal mungkin memberikan manfaat 
bagi pembangunan dan perekonomian. 


Selain itu, untuk menjamin tercapainya asas adil dan 
bersih, hubungan fiskal antara pusat dan daerah harus 
transparan dan akuntabel. Transparan mengandung 
maksud menjaga obyektivitas pencapaian tujuan 
pengalokasian dan penggunaannya. Sementara itu, 
akuntabel mengandung pengertian bahwa setiap bentuk 
pengalokasian dan penggunaan sumber daya nasional 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 
sebagai “pemilik” sumber daya nasional tersebut. 
Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya akan berhenti di 
lembaga legislatif di pusat ataupun daerah, tapi lebih jauh 
kepada setiap individu karena setiap kepala pemerintahan, 
baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, telah dipilih 
secara langsung oleh masyarakat. 


Berdasarkan berbagai kondisi dan konsep yang hendak 
dikembangkan pada desentralisasi fiskal sebagaimana 
diuraikan di atas, sejatinya terdapat empat misi utama dari 
grand design desentralisasi fiskal di Indonesia. Keempat 
misi utama tersebut adalah: 


() Mengembangkan hubungan keuangan pusat 
dan daerah yang meminimumkan ketimpangan 
vertikal dan horizontal: 


ii) Mengembangkan sistem pajak daerah yang 
mendukung alokasi sumber daya nasional yang 
efisien: 


(iii) Mengembangkan keleluasaan belanja daerah 
yang bertanggung jawab untuk mencapai standar 
pelayanan minimum: 


('v)Mengharmonisasi belanja pusat dan daerah untuk 
penyelenggaraan layanan publik yang optimal. 


Pada misi pertama grand design desentralisasi fiskal, 
ketimpangan vertikal yang minimum berarti pemerintah 
pusat memberikan perhatian dan apresiasi kepada 
daerah sebagai penghasil sumber daya, sehingga 
tercipta keharmonisan hubungan keuangan antara pusat 
dan daerah. Ketimpangan horizontal yang minimum 
mempunyai pengertian bahwa pola hubungan keuangan 
yang terbangun akan menciptakan kapasitas fiskal yang 
relatif seimbang antardaerah, untuk menjamin pencapaian 
standar pelayanan minimum yang dapat dimanfaatkan oleh 
setiap lapisan masyarakat. Secara umum, sasaran utama 
yang dituju pada misi pertama adalah daerah mempunyai 
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sumber daya fiskal yang cukup signifikan untuk menunjang 
tugas otonominya tanpa membuat pusat kekurangan 
sumber daya fiskal buat menjalankan fungsinya sebagai 
pemerintah negara kesatuan. 


Selain tercapai keseimbangan fiskal, pada desentralisasi 
fiskal perlu ada penguatan pajak daerah tanpa merusak 
prinsip efisiensi secara nasional, dan inilah yang dijadikan 
misi kedua grand design desentralisasi fiskal. Meskipun 
desain desentralisasi fiskal di Indonesia bertumpu pada 
desentralisasi di sisi pengeluaran yang didanai melalui 
transfer ke daerah, local taxing power tetap harus dijaga. 
Namun penguatan pajak daerah tidak dimaksudkan untuk 
menjadikan penerimaan pajak daerah sebagai pendapatan 
yang dominan di daerah. Pajak daerah lebih dimaksudkan 
untuk meningkatkan fungsi akuntabilitas fiskal daerah, 
terutama karena ada pungutan-pungutan yang akan 
langsung dilakukan oleh pemerintah daerah. Misi yang 
kedua ini juga bertumpu pada prinsip efisiensi sumber 
daya fiskal. 


Daerah yang mempunyai kekuatan fiskal yang memadai 
harus mempunyai orientasi belanja pembangunan yang 
berkelanjutan. Keleluasaan belanja ini jangan sampai 
berjalan tanpa arah sehingga menimbulkan inefisiensi 
dan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Menjadikan 
Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai tolok ukur 
rata-rata minimum nasional bagi daerah merupakan salah 
satu indikator yang terukur dan obyektif, sehingga hal 
ini dianggap penting untuk dijadikan misi yang ketiga. 
SPM harus dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan 
anggaran daerah bersama dengan penerapan standar 


analisis belanja secara konsisten. Misi yang ketiga ini akan 
menjadi kunci bagi penilaian keberhasilan pengelolaan 
keuangan di daerah. Dengan berpatokan pada SPM, 
masyarakat akan lebih mudah melihat dan menilai sejauh 
mana keberhasilan pemerintah daerah yang bersangkutan 
dalam menyelenggarakan layanan-layanan yang menjadi 
hak dasar masyarakat. 


Pada saat yang sama dengan penguatan pajak daerah 
dan keleluasaan belanja daerah, pemerintah pusat juga 
mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menjalankan 
program-program nasional, terutama pada bidang-bidang 
yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Hal ini 
penting terutama karena keberagaman daerah di Indonesia 
menimbulkan potensi ketimpangan horizontal yang 
besar. Selain itu, adanya program nasional dan program 
daerah berpotensi menyebabkan terjadinya pengulangan 
kegiatan dan belanja yang berlebihan (oversupply) untuk 
bidang tertentu dan belanja yang kurang (undersupply) di 
bidang lainnya. Hal ini perlu dihindari dengan membuat 
misi yang keempat, yaitu adanya harmonisasi belanja 
pusat dan daerah demi mencapai pelayanan publik yang 
optimal. Satu hal yang perlu dicermati dalam harmonisasi 
ini adalah semua bentuk belanja tersebut harus berangkat 
dari kejelasan tugas dan kewenangan masing-masing level 
pemerintahan. 


Pada akhirnya, desentralisasi fiskal yang benar tidak 
akan berhenti pada aspek fiskal saja, tetapi justru tujuan 
besarnya adalah mendukung pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan. Ekonomi daerah yang kuat akan 
mempermudah proses desentralisasi fiskal yang bersih 
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dan sehat, karena sumber daya fiskal mencukupi untuk 
daerah dan pusat. Jika ekonomi daerah lemah, problem 
desentralisasi fiskal akan didominasi oleh permasalahan 
kekurangan dan perebutan sumber daya, bukan pada 
tujuan untuk menyediakan layanan publik yang memadai 
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah 
grand design desentralisasi fiskal juga menekankan 
pentingnya keterkaitan antara desentralisasi fiskal dan 
desentralisasi ekonomi. 


Dari perspektif teori desentralisasi, desentralisasi fiskal di 
Indonesia sejatinya condong ke arah desentralisasi fiskal di 
sisi pengeluaran, yang didanai terutama melalui transfer ke 
daerah. Dengan desain desentralisasi fiskal yang condong 
ke sisi belanja ini, esensi otonomi pengelolaan fiskal daerah 
harus lebih dititikberatkan pada diskresi (kebebasan) 
untuk membelanjakan dana sesuai dengan kebutuhan dan 
prioritas masing-masing. Penerimaan negara sebagian 
besar harus tetap dikuasai oleh pemerintah pusat, dengan 
tujuan menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Dalam rangka memperkuat pelaksanaan desentralisasi 
fiskal dan mendukung pendanaan otonomi daerah, sistem 
pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), 
sebagai perwujudan dari skema intergovernmental 
fiscal transfer, yang meliputi keseluruhan aspek, 
dari kegiatan perencanaan, penganggaran, alokasi, 
penyaluran, pedoman penggunaan/pemanfaatan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan 
dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), diarahkan 
harus untuk mengatasi kesenjangan fiskal, baik antara 


pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) maupun 
antardaerah (horizontal fiscal imbalance). Selain itu, 
sistem pengelolaan TKDD bertujuan terutama untuk 
memperbaiki kuantitas dan kualitas layanan publik, 
mengurangi ketimpangan layanan dasar publik dan 
kemajuan antardaerah, mengatasi kemiskinan, sekaligus 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


Perspektif hubungan keuangan pemerintah pusat dan 
daerah dilanjutkan dengan elaborasi singkatmengenai arah 
jangka panjang pelaksanaan desentralisasi fiskal di negara 
lain, perumusan visi dan misi kebijakan desentralisasi fiskal, 
serta beberapa tujuan kebijakannya dan strategi praktis 
yang harus dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun 
jangka panjang. 


Hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta antar 
pemerintahan daerah perlu diatur secara adil dan selaras. 


Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah 
melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan 
berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, 
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah berupa sistem keuangan yang 
diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan 
tanggung jawab yang jelas antar-susunan pemerintahan. 


Perimbangan keuangan antara pemerintah dan 
pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian 
keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, 
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dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan 
desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, 
kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan 
penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Dekonsentrasi 
adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah, sedangkan yugas 
pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada 
Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan 
kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 


Dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
antara lain, diatur mengenai prinsip-prinsip kebijakan 
perimbangan keuangan, dasar pendanaan pemerintahan 
daerah, sumber penerimaan daerah, pendapatan asli 
daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan, 
pinjaman daerah, pengelolaan keuangan dalam rangka 
desentralisasi, dana dekonsentrasi, serta dana tugas 
pembantuan. 


Prinsip-Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan 


Pelaksanaan kebijakan perimbangan keuangan antara 
pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah didasarkan 
pada beberapa prinsip dasar. Pertama, sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 


2004, perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah merupakan “subsistem 
keuangan negara” sebagai konsekuensi pembagian 
tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. 
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah “merupakan bagian pengaturan yang 
tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara”, dan 
dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas 
kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, 
dan ditugasbantukan kepada daerah. 


Kedua, pemberian sumber keuangan negara kepada 
pemerintah daerah dalamrangkapelaksanaan desentralisasi 
didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada 
pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan 
keseimbangan fiskal. Dalam konteks ini, yang dimaksud 
dengan stabilitas adalah stabilitas kondisi perekonomian 
nasional, sedangkan yang dimaksud dengan keseimbangan 
fiskal adalah keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah serta antardaerah. 


Ketiga, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah merupakan “sistem yang menyeluruh 
mengenai pendanaan dalam rangka pelaksanaan asas 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan". 
Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan 
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan 
perimbangan keuangan tidak hanya mencakup aspek 


pendapatan daerah, tetapi juga mengatur aspek 
pengelolaan dan pertanggungjawabannya. 
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Dasar Pendanaan Pemerintahan Daerah 


Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana 
secara efisien dan efektif, serta untuk mencegah tumpang 
tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu 
bidang pemerintahan, diaturlah dasar pendanaan 
penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai 
dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan 
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintahan 
pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang 
didekonsentrasikan kepada gubernur dan ditugaskan 
kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan 
lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Karena itu, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2004, diatur dasar pendanaan pemerintahan 
sebagai berikut: 


(1) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD, 


(2) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam 
rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. 


(3) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam 
rangka tugas pembantuan didanai APBN. 


(4) Pelimpahan — kewenangan dalam — rangka 
pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan 
dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
diikuti dengan pemberian dana. 


Sumber-Sumber Penerimaan Daerah 


Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 
terdiri 'atas pendapatan daerah dan pembiayaan. 
pendapatan daerah bersumber dari: (a) pendapatan asli 
daerah (PAD): (b) dana perimbangan: dan (c) lain-lain 
pendapatan. Sementara itu, pembiayaan bersumber dari: 
(a) sisa lebih perhitungan anggaran daerah: (b) penerimaan 
pinjaman daerah: (c) dana cadangan daerah: dan (d) 
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD 
bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah 
daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 
sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 
desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi 
kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah serta antarpemerintah daerah. Pinjaman daerah 
bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, 
lain-lain pendapatan bertujuan memberikan peluang 
kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain 
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman 
daerah. 


PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan  perundang-undangan, yang bertujuan 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 
perwujudan asas desentralisasi. Sesuai dengan ketentuan 
Pasal & Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD 
bersumber dari (a) pajak daerah: (b) retribusi daerah: (c) 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: serta 
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(d) lain-lain PAD yang sah, yang meliputi (i) hasil penjualan 
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: (ii) jasa giro: (ili) 
pendapatan bunga, (iv) keuntungan selisih nilai tukar 
rupiah terhadap mata uang asing: dan (v) komisi, potongan, 
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ 
atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Dalam 
upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang (a) menetapkan 
peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 
ekonomi biaya tinggi: dan (b) menetapkan Peraturan 
Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas 
penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, 
serta kegiatan impor/ekspor. Dalam ketentuan ini, yang 
dimaksud dengan peraturan tentang pendapatan yang 
menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan 
daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh 
daerah terhadap obyek-obyek yang telah dikenai pajak 
oleh pusat dan provinsi, yang menyebabkan menurunnya 
daya saing daerah. Ketentuan mengenai pajak daerah 
dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan undang- 
undang, yang diarahkan untuk memberikan kewenangan 
yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan 
retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi 
serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak dan 
retribusi daerah tersebut. Perluasan basis pajak tersebut 
antara lain dengan menambah jenis pajak dan retribusi 
baru, dan diskresi penetapan tarif dilakukan dengan 
memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah 
dalam menetapkan tarif sesuai dengan tarif maksimal yang 
ditetapkan dalam undang-undang. 


Di Indonesia, transfer antartingkat pemerintah dikenal 
dengan nama Transfer ke Daerah dan Dana Desa 


(TKDD). Nomenklatur ini sejatinya menggabungkan dua 
jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke dua unsur 
tingkat pemerintahan di daerah, yaitu Transfer ke Daerah 
(TKD) yang dialokasikan untuk pemerintah daerah, baik 
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, 
dan Dana Desa yang dialokasikan ke pemerintahan desa. 
Walaupun Dana Desa sesungguhnya juga merupakan 
jenis dana Transfer ke Daerah, mengingat desa adalah 
bagian yang tak terpisahkan dari unsur pemerintahan 
daerah, nomenklatur Dana Desa disebut secara eksplisit 
dalam TKDD, terutama dimaksudkan untuk memberikan 
transparansi atas pemenuhan kewajiban penyediaan Dana 
Desa yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sekurang-kurangnya 10 
persen dari dan di luar Transfer ke Daerah. 


Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Anggaran TKDD 
menjadi salah satu instrumen kebijakan desentralisasi 
fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah. Implementasi kebijakan anggaran TKDD, 
selain memperhatikan kebutuhan pendanaan untuk 
mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pemberian 
pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, juga 
mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, 
kinerja pelaksanaan, dan tujuan yang hendak dicapai 
dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/ 
kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam 
pembangunan nasional. 
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Dalam rangka memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal 
serta mendukung strategi pembangunan Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka NKRI, pengelolaan TKDD, yang meliputi 
keseluruhan aspek, dari perencanaan, penganggaran, 
alokasi, penyaluran, pelaksanaan, pemantauan dan 
evaluasi, hingga pertanggungjawaban (akuntabilitas), 
telah dan akan terus diarahkan untuk memperbaiki 
kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi 
ketimpangan  antardaerah, mengurangi kemiskinan, 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 


Dengan memperhatikan masih adanya kesenjangan 
pelayanan dasar publik antardaerah, penganggaran dan 
alokasi TKDD perlu lebih diarahkan untuk (i) mempercepat 
pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana 
layanan publik: (ii) memperbaiki pengelolaan Dana Transfer 
Umum (DTUJ): (iii) memperbaiki pengelolaan Dana Transfer 
Khusus (DTK): (iv) melakukan reformulasi pengalokasian 
Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif 
dalam TKDD melalui peningkatan alokasi dan penajaman 
kriteria pengalokasian DID: (v) meningkatkan efektivitas 
pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan 
DI Yogyakarta: serta (vi) melakukan  reformulasi 
pengalokasian dana desa dengan lebih mengedepankan 
prinsip pemerataan dan berkeadilan melalui pemberian 
afirmasi bagi desa di daerah tertinggal, perbatasan, 
dan kepulauan, guna meningkatkan kesejahteraan dan 
pengentasan penduduk miskin. 


Secara umum, selama saya menjabat sebagai Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan mulai November 


2013 hingga 2018, terdapat setidaknya delapan sasaran 
utama kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 
yaitu (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 
pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi 
kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah: (2) 
meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di 
daerah serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik 
antardaerah, (3) memprioritaskan penyediaan pelayanan 
dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, 
dan pascabencana, (4) mendorong pertumbuhan ekonomi 
melalui pembangunan infrastruktur dasar, (5) mendorong 
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 
yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel: 
(6) meningkatkan kualitas pengalokasian TKDD dengan 
tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi, (7) 
meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi TKDD, 
serta (8) memperbaiki mekanisme penyaluran TKDD 
berdasarkan kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya 
di daerah. 


Dari sisi penyaluran, banyak terdapat perubahan pola 
penyaluran TKDD, yang bertujuan agar pengelolaan 
TKDD dapat lebih kredibel dan akuntabel. Perubahan 
terakhir mengenai pola penyaluran TKDD tersebut diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 
2017 tentang perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan TKDD. Perubahan mekanisme 
penyaluran dana TKDD tersebut terutama ditujukan untuk 
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
atas pelaksanaannya. 
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Dari sisi format dan postur, selama saya menjabat sebagai 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, terdapat 
beberapa perubahan mendasar pada klasifikasi format 
Transfer ke Daerah, baik karena penambahan jenis 
atau cakupan dana transfer maupun akibat perubahan 
nomenklatur. Pada 2014, dalam kelompok dana 
otonomi khusus dan penyesuaian juga dialokasikan 
dana keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Pada 2015, dana penyesuaian mengalami perubahan 
nomenklatur menjadi dana transfer lainnya, yang 
dimaksudkan agar tidak terjadi interpretasi yang keliru, 
mengingat anggaran transfer ditetapkan berdasarkan 
formula yang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan sehingga tidak dimungkinkan penambahan dan 
pengurangan dalam rangka penyesuaian besarnya alokasi. 
Dana transfer lainnya terdiri atas tunjangan profesi guru, 
tambahan penghasilan guru PNSD, bantuan operasional 
sekolah, dana insentif daerah, dana proyek pemerintah 
daerah dan desentralisasi, serta dana darurat. 


Selain beberapajenis dana Transfer ke Daerah, nomenklatur 
dan cakupannya telah mengalami perubahan agar lebih 
sesuai tidak saja dengan pembagian kewenangan antara 
pemerintah pusat dan daerah, tapi juga dengan kebutuhan 
pendanaan daerah. Pada 2015 juga dilakukan perubahan 
nomenklatur “Transfer ke Daerah” menjadi “Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa”, terutama untuk mengakomodasi 
dan/atau agar sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang- 
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa. Dengan 


perubahan ini, pada 2015 struktur Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa, yang sebelumnya hanya dikelompokkan ke 
dalam 2 dua kategori besar, yaitu (i) Dana Perimbangan,dan 
(ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, diubah menjadi 
terdiri atas (i) Transfer ke Daerah, yang mencakup empat 
komponen utama (dari sebelumnya hanya dua elemen 
besar), yaitu (a) Dana Perimbangan, (b) Dana Otonomi 
Khusus, (c) Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, dan (d) 
Dana Transfer Lainnya: serta (ii) Dana Desa. 


Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas dalam pengelolaan TKDD, mulai 2016 
dilakukan penataan kembali dan perubahan mendasar 
atas klasifikasi penganggaran dana Transfer ke Daerah. 


Pertama, Transfer ke Daerah yang sebelumnya 
dikelompokkan ke dalam empat kategori besar, yaitu (a) 
Dana Perimbangan, (b) Dana Otonomi Khusus, (c) Dana 
Keistimewaan DI Yogyakarta, dan (d) Dana Transfer Lainnya, 
disederhanakan menjadi hanya tiga)klasifikasi besar, yaitu (i) 
Dana Perimbangan: (ii) Dana Insentif Daerah: dan (iii) Dana 
Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. 


Kedua, Dana Perimbangan yang sesuai dengan ketentuan 
UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 
selama ini terdiri atas tiga komponen, yaitu Dana Bagi 
Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK), diubah menjadi dua komponen utama, yakni 
dana transfer umum (general purpose grant), dan Dana 
Transfer Khusus (specific purpose grant). Dana Transfer 
Umum (DTU) terdiri atas DBH dan DAU, sedangkan dana 
transfer khusus (DTK), terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non- 
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fisik. DAK Fisik terdiri dari DAK reguler, DAK infrastruktur 
publik daerah, dan DAK afirmasi. Sementara itu, DAK 
Non-fisik mencakup pengalihan beberapa jenis dana 
yang sebelumnya masuk pos dana transfer lainnya (dana 
penyesuaian). 


Ketiga, dana insentif daerah (DID), yang semula merupakan 
bagian dari dana transfer lainnya, dikelompokkan secara 
terpisah menjadi komponen yang berdiri sendiri, sebagai 
klasifikasi baru dalam komponen dana transfer ke daerah, 
dengan tujuan memberikan penekanan pentingnya 
anggaran dimaksud sebagai instrumen dalam pemberian 
insentif bagi daerah-daerah provinsi/kabupaten/kota yang 
berkinerja baik dalam pengelolaan fiskal dan keuangan 
daerah yang sehat, pelayanan dasar publik yang prima, 
serta pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
yang berkualitas. 


Keempat, dana Otonomi Khusus (otsus), Dana Tambahan 
Infrastruktur pada Otsus (Papua dan Papua Barat), dan 
Dana Keistimewaan DI Yogyakarta dikelompokkan ke 
dalam klasifikasi sendiri dalam satu rumpun, mengingat 
ketiga jenis dana transfer tersebut mempunyai fungsi 
dan tujuan yang sama, yaitu memenuhi amanat undang- 
undang mengenai kekhususan suatu daerah, terutama 
terkait dengan kewajiban pemenuhan atau penyediaan 
anggaran dalam rangka pembiayaan kekhususan atau 
keistimewaan daerah dimaksud. 


Dengan berbagai perubahan tersebut, sejak 2016 hingga 
2018 format baru struktur Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa menjadi (i) Transfer ke Daerah, yang terdiri atas (a) 


Dana Perimbangan, (b) Dana Insentif Daerah, dan (c) Dana 
Otonomi Khusus dan keistimewaan Yogyakarta: serta (ii) 
Dana Desa. 


Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Selain dimaksudkan untuk 
membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, 
penganggaran dan penyediaan alokasi dana perimbangan 
ini bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 
pemerintahan antara pusat dan daerah (vertical fiscal 
imbalance), mengurangi kesenjangan fiskalatau pendanaan 
antardaerah (horizontal fiscal imbalance), meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di daerah, mengurangi 
kesenjangan pelayanan dasar publik antardaerah, serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. 


Besar-kecilnya dana perimbangan setiap tahun sangat 
bergantung pada perkembangan dana transfer umum 
dan dana transfer khusus. Dana perimbangan ini memiliki 
peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan 
utama dan sasaran antara pelaksanaan desentralisasi fiskal 
dan otonomi daerah, terutama karena dana perimbangan 
merupakan komponen utama terbesar yang sangat 
dominan dalam keseluruhan alokasi transfer ke daerah 
bagi pendanaan otonomi daerah. 


Dana transfer umum adalah dana yang dialokasikan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah 
untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
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desentralisasi dan otonomi daerah. Karena itu, dana 
transfer umum ini sejatinya merupakan jenis dana transfer 
yang bersifat block grant, artinya diskresi penggunaan 
dananya ada pada dan/atau menjadi kewenangan penuh 
daerah. Ini berarti daerah mempunyai kewenangan dan 
keleluasaan penuh untuk menggunakan dana transfer 
umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, baik 
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, 
memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan 
publik daerah, maupun meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di daerah. Meskipun demikian, guna 
mempercepatpembangunaninfrastrukturyangberorientasi 
pada peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan 
publik, sejak 2017 dalam Undang-Undang tentang APBN 
diatur bahwa paling sedikit (minimal) 25persen dari dana 
transfer umum diarahkan penggunaannya untuk mendanai 
belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan 
percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan 
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, 
mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan 
penyediaan layanan publik antardaerah. 


Dana transfer umum ini terdiri dari dua elemen pokok, 
yaitu DBH dan DAU. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah 
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka 
persentase tertentu dari pendapatan negara untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Pengalokasian dan pembagian DBH 
terutama bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 


daerah, melalui pembagian dengan porsi (persentase) 
tertentu antara pemerintah pusat dan daerah penghasil. 
Dengan kata lain, DBH menjadi instrumen desentralisasi 
fiskal untuk mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (vertical 
fiscal imbalance). Selain itu, pelaksanaan DBH sekaligus 
dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan 
keuangan (fiskal) antardaerah (horizontal fiscal imbalance) 
yang diwujudkan dengan cara memberlakukan pembagian 
secara merata bagi daerah kabupaten/kota non-penghasil 
yang berada di dalam provinsi yang sama dengan daerah 
penghasil. 


Berdasarkan filosofi di atas, DBH dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu (i) prinsip 
pembagian by origin dan (ii) prinsip penyaluran berbasis 
atau sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang 
dibagihasilkan (based on actual revenue). Pembagian DBH 
berdasarkan prinsip by origin artinya DBH dibagi dengan 
imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih 
besar, sedangkan daerah lainnya (dalam provinsi yang 
bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan 
porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 33/2004. 


Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang dialokasikan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
daerah dengan tujuan membantu mendanai kegiatan 
khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan 
urusan daerah. DTK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non- 
fisik. DTK sebagai suatu bentuk dana transfer yang telah 
diarahkan penggunaannya, selain mempunyai peran yang 
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sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas 
belanja daerah, menjadi salah satu instrumen yang sangat 
strategis dalam upaya pencapaian prioritas nasional. 
Karena itu, upaya perbaikan kebijakan pengelolaan DTK 
harus terus-menerus dilakukan, baik dalam perencanaan, 
penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan 
maupun dalam pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan 
pertanggungjawabannya.(”) 
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